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Aabstract

The existina of the cheaues us an alternative instrument
to pay in  business transaction. havind atendency of dis-
function when it is applied to the community of Chinese etnic
business 1in West Kalimantan. Thair transaction of payment
practice 1% more otften uses white cheaque (cep oyo) which its
form and publication is tend to uparranged well 1t is for
from formality point of few such as & chegue 1in  KUHD and
sERI. This reality is incorret especially from the formal
yuridiction perspective. its provided as & contradictive
action which is not exactly protecting to user.

The Llogic behaviour to choose these white chedue, will
show clearly if it is chronoloaically observe by socilo—-cultur~
al frame of its community counter—normatively. that is over of
jurisdiction. This kind of discussion model is tend to under-
stand an object that ie neither with foraidan perspactive. nOr
same to all obiect but in order to respect its communities
spesification and unicue. Because bassically., to be aWarse or
not. cunduction to choose of using white cheque and not a

chegus, 1is depending on the social hasic reference from iLts
business community.
1ts business community 1s less formal . pecause 1t is

considered uneficien. unflexible and indirectly effecting to
the harmony substances kouchei (family). fang ( family unit)
ang Jjiazu (business community). Even formalism 18 condiser as
h=ing npunishmenti that should be avoided by businassman.
privat relation (individual) and business are arrangling inter-
nally by its gsociety (communities) te emphasize on personally
belief (particularities). To force on formalism of business
relation will reduce the credibility which may causes
a creation of negative 1atent fuction that should be ignored
in every business such as: lLess believeable., 1ess familiar and
unflexible. considered to be a stronage man, etc. The existing
of white cheque. actually would accommodate business relation
positively and to prevent from negative 1atent appearance as
already mentioned apove.

in the case of business problem solving (especialy in
white chegue ) . effect of law perception as hsing is  highly
dominating and influences its behaviour. AsS a result. un-
legitimately solvina by mediation with involving the institu-
tion of funneral foundation 1s considered as the best choise.
Tt solution will attended a sSense of ijustice and to  make
satisty Lo people who have conflict. For them. justice is
assumed as a feeling of responsibility to understand each
other {ehana-lie). it is not to dacide who is right and who is
wrong. Besides. its solution will be obeved by them., because
according to them. it is being witness by their ancestor.
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BAg I
PENDAHULUAN

A. Latar Bélakang

[“)alam‘t transaksi bisnig., cek diaunakan sebagal salah
saty alternatif alat pembavaran rengganti Jang. Secara
historis eksistensi cek di Indonesia merupakan transpian-—
tasi 1 qari produk hukum komunitas bisnis masvarakat Eropa
{Belanda) vang telah dikodifikasikan dalam W.v.K. Sesual
kebijakan"politik pemerintah 8elanda tentang penerapan
prinsip konskordansi,' dan ketsntuan Stbl.l1917-12 dan
Stb1.1917~1292. Memunakinkan cek vang telah diatur cdalam
W.v.K. diberlakukan baai golongan penduduk Timur AS1ng
Ghina dan bukan China serta penduduk gumiputra. Setelah
Indonesia merdeka, berdasatrkan Aturan Peralihan pasal Il

uup 1945  dan perundang—undangan lainnya. W.v.K. Hindia

v . hd v s WA T s Yo lts o Y ot S e e S

1.§oetandio Wignjosoebroto, mengistilahkaa transplantass hukun untuk penjelaskan berlakunyz sistin hukun peninggalan
Belanda kedalan hukun positif Indenesia (Soetandjo Wignjosoebroto, Pidato Pengukuban Jabatan Guru Besar Sosiologi
Huken pada Fisip UNAIR Surabaya 1989:7) ;

2. $th.19171-12 nenetapkan tentang pensndukan, kepadas (1) Seluruh hukus perdata dan dagang eropa, (2) Sebagian
dari hukup perdata dam hukua dagang eropa, (3) Suatu perbuatan hukun tertentu, (4) Secara anggapan. S$tb.1917-129
aturan yang neapertegas ketentuan Stb.19i1-17 khusus bagi golongan timur asing china beriake hukua perdata dan hukin
dagang eropa seluruhnya, kecuzli wengenai kongsi dan adopsi masih diberlakukan hukun asli { dalan Bachsan Nustafa,
. §istin Hukup Indonesia, CY.Remaja Karya bandung, 1985:38-391




zalanda dinamakan KUHRHD Tndonesia. vang diberiakukan bagi
semua warda negara tanpa memandand qolonqan’penduduk.
Eksistensi cek sebagal alat pembavaran. menempatkan
cek sebagai salah satu ienis surat berharga3 vana senga’ia
diterbitkan auna merealisasi pembavaran. Pameaanda cek
mempunyai hak untuk memperoleh pembavaran denaan ialan
menunﬂukkgﬁ dan menverahkan cek tersebut kepada pihak
ketiga atau vangd menvanaupi untuk itu. disini pemeqand cek
mempunvail hak tagih atas seiumlah uang vang tersebut dalam

4. Hak tagih yvang melekat pada pemegang cak ini. dapat

cek
pula dialihkan kepada pihak l1ain dengan mudah dan seder-
rama. ocukup dengan penyerahan dari tangaan ke tangan { hand
by hand). lavaknya separti uang tunal.

Dipilihnva cek sebagal alat pembavaran penaaganti uand,
dirasakan lebih praktis dan aman. Dalam transaksi bisnis

3. fenurut hodul Kadir Hehammad. surat berhargs atay  neeofrable insiruaent dalaw prakiek pisnis terdiri dari: cek.
wesel, surat sanggup, bilyet giro. dan lain-lain ( Abdul Xadir Huhaawad, Hekur Dagana Jentang Surat-Surat Berparcd,
aluani Banoung, 199%: 9)

4, fari aspek yuridis normatit terdapat dua klasula baqi surat bernarga, termasuk dalam hal ini juga cek, vaitu:{l)
(lausula kepadz pewbawa (Lo bearer/aan toonder) dan (2} klausula kepada order (fo order/aan order). Nemperalidkan
surat berharga vang berklausula kepada peabawa. sepeaeqang dapat senjalihkannya hanya dengan penyerahan surat itu
beqitu saja. Sedangkan bagi surat berharga yang berklausuia kepada order, aaka penqalihannya dilakukan dengan cara
endoseaen '



qangan nilai nominal vang besar, nara pinak tidak perlu
membawa uahg  dengan Jumlah yvang besar, melainkan cukup
dengan Ccara menarbitkan cek. dan dikatakan aman Karena
ridak sastiap orang dapat mempe raunakan secara pehas., Sebhab
masin diperiukan syarat-svarat formalitas tertsntu untuk
keapbsahan berlakunva

Konstruksi penerbitan cek diawali adanvya perikatan
dasar/pokok yang umumnya perwujud perianjian Jual beli.
dalam perikatan dasar tersebut pihak pembell berposisi
sepagai dekitur dan sekaligus berkedudukan sebégai panerbit
cek. sedang pihak paniual berposisi sebagail kreditur Yyangd
barkedudukan sebagdal pemegand atau pembawa cek.

posisi penerblt cek sebaqai pihak vana mempunyal
piutang alau dana di tempat pihak Ketiga {datam hal 1ini
lembaga. bperbankan), vyand sawaktu~waktu dapat managih atau
mengambi. 1 pidtangnya melalui penerbitan cek. Dendan
demikian. hubungan hukum vand terijadi pada transaksi bisnis
melalul pembayaran cek., adalah‘hubunqan hukum persedi tiga:
antara penerbit dan pembawa sesual perikatan dasarnya.

penerbit dengan pank. dan antara pembawa dengan bank.



Untuk menghindari parbuatan curang. terpanuhi
kepastian hukum dan bukti diri iika terjadi perselisihan
mewajibkan setiap penerbitan cek harus memenuhi persyaratan
formal tertentu. misalnya: pencantuman istilah cek/klausula
cek, perintah parsyarat untuk membayar, nhama pihak tersand-
kut. penstapan tempat pembayaran harus dilakukan, tanggal
dan tempat surat cek diterbitkan, tanda tangan orang yand
menerbitkéa dan taat pada bentuk-bentuk Khusus. apabila
panekbitan cek tidak menyebutkan salah satu dari syarat-
syarat formal tersebut. maka surat berharga tersebut tidak
bernilai sebagai cek lagi.

Walaupun cek dalam transéksi nisnis merupakan instru-
men vyang sering adipergunakan sebagai alternatif pengganti
pembayaran uang. karena dinilai lebih praktis., aman, sarta
adanya Jaminan perlindungan kepastian hukum. Namun ke~
nyataannya dalam praktek transaksi bisnis pada masvarakat

etnis Chin35 di Kalimantan Barat. tidak selalu memperguna-

.._m_.—-.u..——-u-._._.._..—._.._.__um_‘.—._

5. gerdasarkan Surat £daran presidiva habinet Ho.SE-06/Pres.Kab/b/1967 Istilah Ching dipergunakan sebagai pengganti
Tionghoa. Disisi lain {stilah Etnis China, dinilai lebih vepat dihandingkan dengan istilah China Pecantanan (Jverseas
Chines) sebad istilah etnis China sengandung konotasi bahwa yang bersangkutan diangeap nenetap atau bertenpat tinggal
peraanen di wilsyah [ndonesia, dan aereka disetarakan dengan ruapun etnis tainaya {Leo Suryadinata, Dilem Hinorites
Tionghoa, PI. @rafiti Press Jakarta, 1986:15).arief Budiman, yang Tebih senang nemperqunakan istilah etnis Chim
dibendingkan dengan Etmis Tionghos karens lebih konunikatit dan periaku unun {Arief Budinan, Harian Java Pos, 1998



han cek 'saperti vang diatur (ditentukan) dalam KUHD  dan
peraturan lainnva. malainkan mereka parkecendarungan untuk
mempargunakan cek putih atau cep pyoéu,'yang parsyaratan
maupun bentuknya sangat fleksibel. umumnya hanya dibuat di
atas Kkertas bekas pembungkus rokok. kertas Kartun dan
kertas—kertas lainnya. Sehingga pensrbitannya terkesan
sembarangan dan jauh dari aspek fcrmal, serta vang pésti
tidak maﬁéikutsertakan pihak ketiga (perbankan) sebagal
pihak tarsanagkut. Pendggunaan cek putih vangd demikian ini,
jika dilihat dari perspektif vuridis formal ( hukum dagang/
bisnis) ataupun dari kebiasaan umum vYand barlaku dalam
praktaek bisnis. maka dapat dianqgap/dikualifikasikan sa-
bagal suatu prilaku yang kontradiktif (aneh) dan sekaligus
belum dapat menjanjikan adanya suatu kepastian serta per-
1indungan hukum.

Dalam pembayaran dengan mempergunakan cek putih ini.
nilai nominal ‘cek putih Yyang diterbitkan jJumlahnya

-——-m...__w..;_..u..._.........—wm.—u-w_.

6. Dalan Kalangan intecn komunitas bisnic etnis China, cek putib (e pyo). selain  diperqunakan untuk peabayaran
dalan transaksi bisnisnya, dapat juga dipertukarkan dan dijual-belikan seperti layaknya cek yang diator dalan XURD.
1aan Prayoge, ¥alaupun tidak penjelaskan secara khusus, nasun ia telah senyebutkan adanya prilaku penggunaan Le pyo

{tertulis Pe Pyo) sebagzi cek infornal pada koaunitas bisnisnya di Kalinntan Barat { Inan Prayeqo, Surat Berharqa:
Alat Peabayaran Dalam Hasyarakat Hodern, Rineka Cipts, Jakarta, 1994 191



bervariasi bahkan dalam bisnis tertentu. sepertil jual beli
komoditi hasil hutan (kayu. rotan. Kulit kavu, damar),
perkebunan (karet, lada, ieruk. pinand merah) dan emas.
Nilai nominalnva melebihi dari sepuluh 1uta rupiah untuk
sotiap kall transaksi, dianggap suatu hal lumrah (wajar).
pisisi lain realitas prilakuy penggunaan cek putih 1ini
membuktikan, bahwa aspek formal pada instrumen pempayaran
bukan ma}gpakan taktor yvang sangat menentukan dalam mere-
alisasi keberhasilan suatu bisnis. Menurut persepsinya.
suatu yang berbau tormal dinilai kurand fleksibel, efoktif -
dan efisien, vyang justru akan merugikan/tidak akonomis.
palam dunia bisnis motivasi mencari kesuntungan dengan
teknik dan fleksibiltas tertentu merupakan salah saiu kiat
(seni} berbisnis7, para pelaku pisnis kerapkalil lebih
membercayai adanya saling pengertian., kejujuran, dan

kepercayaan serta hubungan vang bersifat pribadi yang telah

melembaga dalam praktek barbisnis.

M"'ﬂu"\-ﬂw—w“—ﬁm'—mm——l“——l“

1. Henurut 5ri Rediiki Hartono, duniz bisnis adalah dunia yang penth dengan kreativitas dan inovasi. Helalei kreativi-
tag dan inovasi lahirlah cara/teknik serta instrunen tertenty dalam rangka penenlhi kebutuhan pasar ¥ang skhirnya akan
diperoleh nilai ekononis (keuntungan) yang paksinal {Lihat Sri Redieki Hartono, perspektif Hukuw Bisnis Pada fra
Taknologi, Pidato pengukuhar Jabatan Surw Besar Bidang Hekun Dagang Pada fakultas Hukun URDIP, Senarang,1995:5-9) dan
aenuret Peter Nehaud, kreativitas dan tnovasi dalam bisnis sering tidzk berialai paralel dengen aturan-aturan formal
nukun bisnis { alan Mater perkulishan Progras §-2 [iny Hukum, Hukun Dagang Internasional, Undip Senarang, 1997: 12)



Mengingat Drilaku penggunaan cek putih telah
berlangsung secara berkesinambunaan dan diﬁraktekkan SOCatra
tarus-menerus. Maka faktor-faktor di atas. dirasakan akan
1ebih memadai jika ditelaah secara lebih mendalam melalui
pamaha@an. makna8 vang melatar-belakanginya. Sebab separti
vang dikemukakan weber. bahwa hidup manusia dan seluruh

aspek tindakannva ditandai oleh suatu upava pencarian

makna . vaitu suatu penilaian retlektif mengenal apa Yanhd

barharga dan penting dalam suatu kehidupan komunitasnvya
secara terus menerus. disadari maupun tidak disadari.

sebab aksi atau tindakan acalah sebuah proses di
dalam osistim situasi si-pelaku., vang mempunyai makna

motivasional baginya dan prilaku setiap manusia pada

s e oo S S Ve S T e o P . St Mot g o st S et et

§. Dalan peaakaian sehari-hari agkna diperqunakan dalan berbagai fonteks, nakna diseiajarkan pengertiznnya dengan
arti: gagasan. konsep, informasi, paksud. isi dan pikiran. 0leh Ogdes dan Ricards yang diketip oleh Awinuddin.
aenyebutkan unsur-uasur dari pakna: 1) nakna adalah hasil hubungan dengan dunia luar, (2} penentuan hubungan terjadi
karena Kkesepakatan, (3) diperqunakin untuk nenyampaikan informasi sehingga dupat saling nengerti (Lihat fninuddin,
Pengantar Studi tentang Makna, ginar Baru Bandung, 1988: $2)

9.01eh Weber, cari yang terbaik untuk wenahani svaty rasyarakat, adalah dengan aeathani tingkah laku anggetanya, dan
card terbaik wntuk aemahani bagaimana, atau lebih tepat mengapt mereka bertingkah laku seperti ity adalah  dengan
aenahani sistin sosial dan kebudayaan pereka, yaitu sistis wakna mereka, {1ihat Exa Darmaputra, pancasila: identitis
din Hoderaites Tinjauan Etis dan gudaya, P1. BPK. Gunung Hulia, Jakarta,1992: 3) dan Begitu pula sanafish Faisal,
aenegaskan, baiwa untek aesahani tingkah laky manusia, aaka harus nengetahui sisten nakna  yang diacunya., lanpa
‘yewperhatikan siste pakna, naks kita tidak akan penzhani fenonena sosial, budaya, dan tingkah laku sanusia secara
benar dan utuh. (Likat Sanapiah Faisal, Perelitian Kealitatif: Dasar-Dasar dan Aplikesi, Yayasan Asih asah Asuh (18

3) Halang,1990:15-18).



dasarnya selalu mempunyai empat dimensi., yaltu: kultural,
sosial., psikologis dan biclogis (Haryatmoko.l986:18),
dimensi tersebut dilihat sebagal sesuatu vand mempunyai
perangkat ‘mekanisme vang saling perkaitan. dan vyang menw
disipliner ssrta membatasi tindakan manusia.

Tindakan manusia vang penuh makna tersebut sesungguh-

mya berangkat dalam lingkungan so=ial masyarakatnvalo

piteagaskan oleh Veeger:

pahwa masyarakat dan individu bukan dua realitas vyang
berdiri terpisab. malainkan dua sisi atau sagi dari
realitas vyang satu dan sama. keduanya adalah bagaikan
kedua eisi keplng uangd yvang tidak mungkin terpisahkan
(Veeger.1393:107).

Dengan demikian eksistensi masvarakat sangat tar-
gantung kapada anggota masvarakat dan bagitu pula sebalik~
nya. Setiap anggota masyarakat membutuhkan masvyarakat untuk

malayanil individu maupun kelompok (komunitasnya)ll. Melalui

.dh—lw”—uw-.——-umv—w-w—umv—d““—u

10, Henurut $teesan, sebagainana yang disitir £a Darmaputra. Sebtah pasyarakat dapat dipahasi sebaqai svatu bentuk
penataan hidup yang sedikit banyak dersifat mandiri... ia adalah pola hubungan yang tertib (antara pribadi-pribadi

~yang hidup bersama-sass), yang aeapupyai realitas dan obyektivitas tertentu yang persifat aandiri vfa 4 s anggeta~

anggota dari kelowpok yand persangkutan. (Untuk jelashva 1ihat Eka Darwaputra, Pancasila: Ideatitas dan Hedermitas
Tinjavan etis dan Budays, PT.BPK Guning Hulia,1992:6)

11, Peter L. Beger, Hemandang azsyarakat sebagai produk atnlsia dan nanusia dan wanusia sekaligus sebagai produk
aasyarakat, ia nenjelajabi berbagai inplikasi dinensi kenyataan obyekiif dan subyektif selalui proses dealektis dari
konsep eksternalisasi. obysdtivisasian {nternalisasi (Lihat Peter L. Beger, [afsir Sosial Atas Kenyataan Bisalah
tentang Sosiologi Pengetahuan, 19318, Jakarta, 1990: 20-11)



mekanisme internalisasinva menentukan bentuk—bentuk acuan
sebagai implementasi dari kesadaran anqdota masvarakat
untuk hidup dalam komunitasnva. sebab masvarakat tidak
munakin ada tanpa ada individu—individu vana memnbentuknva,
dan begitupula sebaliknva individu—individu tak mungkin
hidup tanpa masvarakat vang meiingkupinva. Kondisil ini
vang oleh Mac Iver dan Page diartikan sebagai perwuiudan
menuiu suééu koherensi sosial terpadu (Rex,1985:761.

Melalui internalisasi ini para pelaku bisnis bersedia
membatasi kebebasannva untuk menaikuti aturan pola tingkah-
laku sebagai pedoman yvang dihasilkan komunitas bisnisnya
dan fenomena ini harus dipersepsikan sébaqai suatu struk-
tur vana terintegrasi guna mencapal koherensi sosial
komunitasnya secara padu. Apalagl jika mengingat praktek
pengaunaan. cek putih dapat menghadirkan solidaritas‘ dan
peiembacaan nilai-nilail kepercavaan diantara mereka dalam
komunitasnva.

Tinakat koherensi. solidaritas dan nilai kepercavaan
dalam transaksi bisnis vang diwujudkan melalui 'penggunaan

cek putih ini. akan meniadi lebih jslas iika ditelusuri



melalul keranqka' kaiian secara sos-sic;wkul1:ural"L2 Dalam

kaiian seperti ini, analisisnva tidak terbatas pada aspek
yuridis semata. sehingaa diharapkan akan lebin representa-
tif. Dalam 'hal ini Satjipto Rahardic meneaaskan:

Penauraian dan pangamatan hukum vand dilakukan secatra
counte% normative bertolak dari sikap kecuridgaan
intelektual terhadap hukum, sehingga penulusuran ter-
hadap fenomena hukum dilakukan melampauil batas—batas
vuridis (peraturannva). Sebab dari optik hukum dan
masvarakat. denganh memanfaatkan tinjauan secara 80810~
kultural. bekerjanya hukum positif ditengah~tengah
masyarakat lebih banvak ditentukan oleh faktor sikap.
pandangan dan nilai-nilai wvand dihavati oleh angaota
masyarakat vang persangkutan (1983:49).

Untuk 1itu cara vand dinilai lebih memadal adalah
dengan masuk Kkedalam dunia konseptual komunitas etnis
china. vaitu melalui pemanaman pada acuan nhormatifnva
vand melatar~belakangi pilihan prilakunva. sebab pada
dasarnya tindakan memilih mempergunakan cek putih. disadari
maupun tidak senantiasa beriumbuhan erat dan sekaligus

sangat ditentukan olenh latar acuan normatift vana menjadi

e e e oy et AR i S o ks e e WA AR YT i o L

12.50etandio Wigniosoebroto, seaberikan batasan tentand kanseosi hukun melalui kaiian sosiolegis-kulteral: (1] Hukun
adalsh pola-pola perilaku sosial vang terleabagakan, eksis sebagai varibael sosial yang eapirik, yaitu dengan pen-

dekatan struktural makro, (2) Hukum adalab aanifestasi wakna-nakna siabolik para pelaku sosial sebagainanz tampak

dalan interaksi antara mereka, yaitu dengan pendekatan interaksional nikro, iSoetandio Nignjosoebroto, Aomsep Hukus,

Tipe Kajian, dan Netode Penelitiannva, surabaya, 1990:9), Hodel kaiian vang desikian ini berusaha uatuk newahani

suatu obyek, tidak dengan melalui kacamata yang asing. ia tidak mengamati dari luar, tapi dari dalan. tidak secara

gebyah-uyah nenahani secara usus, tani menghormati Kekhususan dan kecnikan aasing-nasing.
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padoman daiam _kehiduoannvals. acuan normatif itu berupa:z
norma-norma  dan nilai-nilai vana menentukan dalam mem-
bimbing dan menaendalikan aksi atau tindakan manusia dalam
komunitas (bisnisnva.pen) vand telah mentradisi (Soekanto.
1993:115). Sehingga tak pelak lagi kondisi vang demiklan
mempunvai kontribusi bagi lahir dan eksiénva “cek oputih
dalam pembavaran transaksi bisnis pada kaomunitas bisnisnva.

Berdasarkan hal tersebut di atas. eksistensi cek putih
dipandang sebacal produk sosial komunitas bisnis pada
etnis China vana otonom sarta berimplikasi dalam tatanan
transaksi bisnisnva. Oleh karena itu. melalul kaiian
sbsio~ku1turall4. diharapkan dapat menaungkapkan secara

lebih baik logika keabsahan pengaunaan cek putih dalam

rep g it s AP e e A S i AAS TR o S s e S s

13, Hans-Dieter Evers. Keayebutkan, para pakar aliran peaikiran bare |Hew Feosonic Socioiogy) sensaukan  hahwa
tingkah laku pasar atau pelaku bisnis, tidak selalu bertindak rasional, kerapksli tingkah lakunya berupa sisbolik dan
hanva dapat diketahui melabui nilai-nilai sosial budayanva. Dengan kata lain tingkah laku pasar (pelaku bisnis)
welekat (esbedded) pada hubungan nilai-nilai sosial dan budaya [Lihat Hans-Dieter Evers. tlobalisasi dan Kebudayaan
Ekononi Pasar. dalan Prisma Edisi Homor §-1997, LP3ES Jakarta:83-84)

14, Satjipto Rahardjo, mengartikan kaiian sosio-kultural sebagai svaty corak studi hukus vang versitat sosial vang
benar-benar dibutuhkan zpabila telah wulai selihat hukun bukan sewata-nata sebacai suatu lesbaga vang otonom  dan
isoterik i dalan masyarakat, nelainkan sebagai suatu lembaga yang “ekerja untuk dan di dalan masyzrakat, Nelalul
Kajian ini. berlakunya suatu andang-undang atau proses-proses hukun tidak 4ilihat sebagai suatu insulasi, vaity vand
hanya aelihat kejadian sebagai suaty perjalansn penerapan peraturan hukua saji | Satiioto Rahardjo. Pesanfaatan line-
iru Sosia! Bagl pergerbangan Ilsy Kukun, Aluwni, 1977:26),
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merealisasi pembayaran transaksi bisnisnva. Upaya ini bukan
barmaksud untuk mencari dasar Jjustifikasi dari penggunaan
cek putih, cdibandingkan dengan penggunaan cek sepertli vang
diatur dalam KUHD dan SEBI. Namun lebih berorientasi guna
mendeskripsikan., mengeksplanasi. alasan dan persepsi vang
dimiliki masyarakat etnis China dalam mempergunakan cak
putih pada transaksi bisnisnya.
8. Permasélahan

penggunaan cek putih dalam transaksi bisnis masvarakat
etnis China vang terlepas {berbeda) dari aturan formai
material., sebagaimana vand ditetapkan KUHD dan paraturan
perundang--undangan lainnya. merupakan suatu konsekuensi
dari esensinya sebagal produk sosial komunités bisnis vang
sarat dengan norma-norma dan nilai-nilai sebagal acuan
normatif vang telah mangkristalisasi dalgﬁ komunitasnya.
Realitas ini secara sosio-~kultural diangoap “sebagai nal
vang wajar. Mengaingars ridak semua hubungan sosial dan
bisnis dapat direduksi. dalam skama hukum vang

pberkarakteristik formal. Apalaal Jika atribut formal

s e ALl St



tersebut tidak jumbuh dencan basis sosialls.

Akibatnya suatu produk hukum yvana salama ini dapat
efektif berperan dalam suatu masyarakat bisnis (umumnyal.
belum tentu dapat melakukan peran vana Sama bilamana
diberlakukan pada masyarakat bisnis vand berbada. Sebab
bisa saija teriadi. bahwa produk hukum tersebut tidak -dapat
mengakomadgsi kepantingan dan kebutuhan dari masyvarakat
pisnis vang bersangkutan. sacara tepat Satjipto Rahardjo

menegaskan:

apabila masyarakat telah mulai mamperhbatikan suatu
kebutuhan tertentu. maka iapun akan berusaha adar
dalam suatu masyarakat tersebut dapat diciptakan suatu
sarana vang dapat menagakomadasi akan kepentingan dan
kebutuhannya (1990:30).

Dengan keranaka pemikiran vang  demikian. maka
permasalahan dasar yang uraen untuk dikaii., ialah adanya
semacam disfungsional hukum dagana (bisnis). Kkhusus vand

mengatur mengenai cek. dalam pembavaran transaksi bisnis

pada komunitas bisnis etnis China di Kalimantan Barat.

e o o e S i o e S i e S b e e s e

15, Peabicaraan nengeaai basis sosial hukus, selain nenqungkapkan akar-akar Kenasyarakatan hukua, dapat juga aenuniuk-
kar adanya jarak yang seaakin besar antara hukun dengan substansi vang diaturnya. Terutana jika hukua berlaky yam
tidak iuabub dengan lingkungan sosial-kultural masyarakat yang dikenai aturan hukus,
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gerdasarkan permasalahan dasar tersebutlé‘ dapat ditarik

beberapa pertanyaan vahg aignifikan, antara lain:

] .Mendgapa komunitas bisnis etnis China memilih untuk
mempergunakan cek putih sebaaal alat pembayaran dalam
transaksi bisnisnva ¥

2. gagaimanakah mekanisme penvelesaian sanaketa vang
timbul. akibat pengaunaan cek putih 7

C. Tujuannﬁenulisan
gerdasarkan uraiaﬁ dalam latar pelakang dan per-
masalahan di atas. maka tujuan penulisan ini adalah:

1. untuk mengetahui dan menjelaskan logika dibalik
dipilihnya cek putih dalam pembayaran transaksi
pbisnis.

2. Untuk menaetahul dan menganalisa dava akomodatif . cek
putin bagil masyarakat etnis China dan impilikasinva.

3. Untuk mengétahui dan menielaskan mekanisme penvele—

saian sengketa pengaunaan cek putih pada transaksi

uw—nww‘mvw—-ﬂm—‘w-mwmuw—-—w'—--ﬂ

16.Peraasalahan yang dizjukan daiza penelitian menuntut terlaksananya sebush studi yang akan berakhir pada temuah-
tengan teoritik yang penting dan kentributif bagi pengenbangan ilnu (Soetandyo Wignjososdrota, etode penelitian Untuk
Progran Dokter Ilay Nukun UHDIP, Semarang, 1996: 1)

14



D. Manfaat penulisan

Secara teorlitis. diharapkan dapat memberikan manfaat
dalam pengembangan teori-teori ilmu hukum, Khususnya yang
perkaltan budava hukum. Sedanakan manftaat praktis. melalul
penelitian ini diharapkan dapat memperikan informasi.
pemahaman: dan wawasan tentang aspek sosial dan budava
Fukum masyarakat etnis China dalam meralisasi pisnisnva
kepada pa?a pengambil keputusan maupun para penegak hukum
(dhi.hakim). sebab pada masvyarakat yand hetsrogen (plural).
permasalahan hukum memiliki karakteristik tertentu vand
barsifat khas dan rampleks. Hukum vyangd dinilai positif
dan baik oleh suatu komunitas tertentu, belum tentu dapat
melakukan peran atau efek yand sama bilamanha diberlakukan

pada komunitas lainnya. yand memiliki perbedaan basis

sosial.
£. Metode penulisan

1. Pendekatan

Mempergunakan metode kualitatif dengan pendekatan
yvang parsifat yuridis sosial Panggunaan pendekatan

ini dimaksudkan untuk memahami hubungan atau ke

15



terkaitan antara fenomena hukum dengan masyarakatl7.
Sebab pada dasarnya hukum tidak hanya dilihat sebagal
suatu entitas normatif.yang mandiri atau isoterlik,
malainkan justru harus dilihat sebagai bagian riil
darii aistem sosial yang berkaltan dengan variabel
sosial, kultural dan lain sebagainya (Soemitro:
1996:84). sadangkan metode vualitatif dipergunakan
Uhtﬁk menghasilkan data deskriptif-naratif mengenal
latar belakang sosial-kultural | orang—-orang yand
manjadi sasaran studi. bengan demikian. penslitian
ini bersifat holistik vang mampu  menjangkau dunia
obvektif maupun subvektif seseorand. Penggunaan
metode kualitatif ini. mempunyai beberapa kelebihan

dibandingkan metods lainnya, vaitu:

m—wm.-uw..—_um_u.—_au-m_-w”am

17.pendekatan yang demikian ini. juga disebut pendekatan interdipliner yang tujuannya agar dapat diperoleh pemahanan
yang nemadai dan ronprehensif tentang hukun dan realitas sosialnya. binand hokun tidak memiliki otononi yang penub,
hekun senantiasa berhadapan, tolak-nenolak dengan proses-proses sosial dalam wasyarakat. pendekatan fni sekaligus
sebagal upaya melengkapi (kritik) terhadap pendekatan bukun selana ini yang bersitat esoterik, teknis dan Dbersifat
sksklusif (Satiipto wahardio. Beberapa penikiran Tentany Ancéndan Antardisiplin 0alax  Peabinaan Hukon  Hasiondl,
Cy.Sinar Baru Bandung. 1985:35-36) dan nenurut Esn yarassih. pendekatan interdisiolier sebagal suatu hal yang harus,
Ketiks studi (kajian) hukem porsatif dalaw arti penelahaan tertib lcais dari peraturan yang berlaky nengarah kepada
studi yang deskriptit, karena hukun bukan lagi sebagai lesbaga yand otonon nelainkan sebagai state proses sosial
(Lihat Esmi Warassih, portautan [lmw Pengetahuan Sosial dan 1ime Pengetahuzn Sukun, Hasalah-Kasalah Hukon HNowor 5,
1984:23).
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a. menvesuaikan metode kualitatit lebih mudah apabila
berhadapan dengan kenyataan ganda.

b. metode kualitatif menvajikan secara langsung
hakekat antara peneliti dan informan,

c. metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan
diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan
pbla~pola nilail vand dihadapi.

ﬁpaiégi dalam metode kualitatif. leblh mengutamakan

aspek naturalistik bukan berarti anti kuantitatif.

Hatl aini karena metode kualitatif dinilail lebih

manusiawi dan teknik analisisnva lebih merupakan

perilaku manusia pada situasi vang alami (Muhadiir.
lé@é:l?l). Melalui metods kualitatif. diharapkan akan
ditemukan makna-makna vand tersembunyil dibalik obyek
ataupun subyek yand diteliti. Sehingga dapat mengung-
kapkan rahasia sesuatu dengan cara menghimpun infor-
masi dalam keadaan sewajarnya. mempergunakan cara
keria vang sistematik. tarérah dan dapat dipertang”
gungwﬁawabkan. Tidak' hanya merakam hal—hal vang
tampak sacara eksplisit. melainkan harus melihat

keseluruhan fenomena yang terjadi (Nawawil . 1992:175) .
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2. Paradigma

Didalam pendekatan vand interdisipliner. paradigmaia
memegang peran penting., ia. dijadikan pedoman untuk
menentukan pilihan pokok persoalan dan arah modea l
suatH apalisis dasar vand akan dipergunakan. Suatu
penelitian yang menempatkan masvarakat dan  hukum
sebagai titik panagkal analisisnya, umumnya mamper-
gunékan paradigma hukum sacara sosiologis. pPenggunaan
paradigma yand demikian diharapkan dapat mengungkap-
kan essensi dari aspek Sﬁsiél kultural vang
maﬁpangaruhi pekerjanya hukum, melalui paradigma ini
pukum  tidak dilihat semata-mata sebagal parwuijudan
atau pencerminan dari konsep—konsep dan aturan—aturan
hukum, sebab realitas hukum sesungguhnya sebagal
parwujudan dan pencerminan dari struktur masyvarakat
rempat 1a menijadi bagiannva { Nasikun, 1997 :164).

i ot e e e o S e it T et o s b

18, Secara weum Robert Freidrichs, nengartikan paradigea sebaqai suaty pandangan yang nendasar dari suaty disiplin
ilau tantamg acd yang aenjadi pokok persoalan (subject aatter] yana senestinya dipelajari (4 fupdaentai inage
adicipline has of Its subject aatter] ( Lihat Lili Rasiidi, Hukua Sebagai Sualu gisten, Bandung (1992:71) dan
paradigna disini merupakan syaty jendela dinana peneliti akan sexahani dan menafsirkan secara obyektif berdasarkan
kerangka actan : konsep-Konsep. astasi-asupsi dan fatagori-katagori tertenty. Suaty penelitian walaupun aengkaji suaty
tenomena yang samd namun penperqunakan paradigna yang berbeda, aaka hasilnya (output) juga akan berbeda (Lihat

Tasconi. Pengantar Pengeabargar Teori Sosial, Tiara wacana, Yogyakarta, 1992:22).
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paradigma hukum vang 5osiologis- secara katagoris
barsifat ganda, dalam penelitian ini katagori para-
digmg yvand dipilih adalah paradigma fakta sosial dan
definisi sosial. Pemilihan paradiama vana demikian.
oleh Ritzer dinamakan paradigma terpadu (L992:156) .
karena manghubungkan tinakatan realitas sosial. antar
dua dasar kKontinum makroskospik - dan mikrokospik.
daril kehidupan masvyarakatnya sebagal suatu KRe—~
seluruhan sampal pada tindakan/prilakunya. seahingga
dalam pilihan model analisisnvya lebih menitik.berat*
kan kepada varian: struktbur makro komunitasnya.
pola interaksi mikro para pelaku bisnisnva. Melaluil
perulusuran aspak fungsional cek putih dan dis-
fungsionalnya cek. berikut implikasi pisnisnvya.
z. Informan

penentuahn informan*gudilakukan Secara Purposive

sSampling sgsuai dengan kepentingan atau kepsrluan

m-uw.—aw__w_“_.w..—_u_.«__m...._.

19, Oipergunakan infornan dan bukan responden, karena kedudukan peneliti pada wakie bekeria (neneliti), dinulai dari
Yetidak ‘tahuan, sehingea 1ebih cocok nempergunakan Lstilah infornan. Selain ity berkaitan dengan bahasa yand diper~
qunakan untuk aeaforaulasikan pertanydan. syaty penelitian dengan responden, umuenyd agnggunakan pertanyaan standar
tersrtuktur. Sedangkan pada penetitian dengan inforaan pertanyan puncul secara siaultan sesual konteks dari sistin

sosial budaya informan ¥ang akan digali (Lihat James p Spradley, hetode Etoografi, PT Tiara pacana Yogyakarta,1997:

15-40)
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pagil analisis. untuk i1tu. pengembangan (penulusuran)
sumber informasi vang paling relevan dengan mengikuti
prinsip Snow Booling 20  yang baru akan berhenti bila
mana terlihat adanva indikasi sudah tidak huncul
suatu variasi atau informasi baru. Sebagail langkah
awal. maka katagori Informan awal dalam penelitian
ini terdiri dari 3 (tiga) satuan amatan, yaitu:

a. E;hak penerbit dan pemagand cek  putih. sebagal
informan yang mempe raunakan cek putih cdalam
transaksil bisnis.

b, Pinak vyvand dianggap menaetahul karanaka dunia
kahidupan atnis China. barupa nilai-nilai. norma—
norma  dan keparcayaan vyand menjadi dasar ber-
perilaku dalam transaksi bisnis.

c.lPara pihak pernah vang dituniuk/dipercaya
menyelesaikan persengketaan 'penggunaan cek putih.

u-_‘_-..—w_umu.,-m”w.—m—-.—.aw—_-w

7¢.5aapel pada penelitian kualitatif, berkaitan dengan prosedur pesbure inforaasi sebanvak Yarakteristik elenen, yand
perkaitan dengan apa yand ingin diketahui peneliti. Haks sebagai langkah peneliti periu starddari inforwan tertestt
unttk divawancara ata diobservasi, selaniutey bergulir-uenqqalindiﬁg laksana bola salju & Snow pall). oleh karend
ity, dalaw penelitian kpalitatif tidak ada sanpel acak tetapd sanpel bertdjuan, saksud teknik saapling vang denikian
ini, 2dalah untok senjaring sebanyak aunakin informasi, dari pelbagai nacan cusber sesual konteds dan keunikannya.
{Lebih jelas pandingkan dengan Lexy 1. Koleonq. Hetodologi penelitian Xualitatif. penaja Rosda Karva, Bandung. 1983;

165).
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gumber informasi awal dari 3 (tical satuan amatan
diatas. berangkat dari sitting lokasi. pada daerah
vang paling banvak diijumpai pencagunaan cek putih.
Maka penentuan awal lokasi vang dipilih acdalah
di kotamadia Pontianak dan Sinagkawana. dengan psrtim-
bangan kedua daerah tersebut vang' dijadikan bpusat
ﬁaringan bisnis masvarakat etnis China di Kalimantan
Barat. Sehingaa dapat diduga., secara kuantitatif
paling banyak beredar dan digunakan cek putih
dikalangan kKomunitas bisnisnva. Selaniutnya ika
dirasakan informasi vang berasal dari informan pada
lokasi awal diatas. masih belum lengkap (representa-
tif). Lanakah berikutnva dilakukan penulusuran dan
pencarian informan lain (barul vang berada pada
lokasi lain. namun masih dalam struktur daringan
bisnisnya di Kalimantan Barat. Akhirnva pbgnalusuran
dan pencarian informasi ini akan parhenti pada

informan dan di lokasi tertentu. vang dianaaap

tidar memunculkan suatu informasi atau data baru
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4.

Janis dan Sumber Data

Spsuai  1enis penelitian kualitatif vana memfokuskan
pada perilaku manusia. maka data vand dipergunakan
terdiri dari: pertama. data primer vana. bersumbsr
atau diperoleh dari penelitian di lapangan. dan
kedua., data sekunder dilakukan melalui studi pustaka
maupun dokumen—dokumen vang diperoleh pada waktu awal
penelitian. maupun pada saat oenelitian dilapanaan,
selanjutnya langkah berikutnva dilakukan analisis
secara mendalam terhadap data tersebut.

Pengumpulan Data

Dalam penaumpulan data diperaunakan teknik: observasi
partisipasi (participant observation). dan wawangcara
tidak terarah (pon-directive interview) serta wWawan-
cara mendalam {depth intefview}. pangaunaan metode di
atas akan dilakukan secara bersama-sama untuk  mem—
peroleh informasi vand selengkap-lengkapnya. Obser-
vasl partisipasi diiakukan tidak hanva mencatat
cuastu keiadian atau peristiwa. akan wpetapi Juga
seagala sesuatu vana diduaa berkaitan. Dalam setiap

observasi selalu dikaitkan dengan: situassi. kaadaan,
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sikap, tindakan dan kejadian—-kejadian yvang berlang—
sung proses penslitian. Hal ini dilakukan agar diper-
oleh informasi yang sesual konteks (Wingjosoebroto,
1996+7), sehingga tidak akan kehilangan maknanva.
Dalam wawancara tidak terarah, tidak mendasarkan atas
suatu Ssistem atau daftar partanyaan Yang telah
tersusun lebih dahulu. Pewawancara tidak memberikan
pengarahan yang tajam tetapil diserahkan kapada vyang
diwawancarai untuk memberikan pehjelasan menuru:
kemauannya sendiri. Keuntungan teknik wawancara
geperti ini, menurut Ronny Hanitijo soemitro adalah:
(1) mendekati keadaan yang senyatanva, karena di-
aasarkan sponitas yangd diwawancarai;
(2) lebih mudah untuk mengidentifikasi masalah yang
. diajukan oleh pewawancara;
{3} lebih banyak kemungkinan untuk menjelajah pada
berbagai aspek dari masalah yang diajukan
{Soemitro,l985:68),

Sadangkan wawancara mendalam diharapkan dapat meng-

gali lebih dalam mangenal apa yangd diperoleh maupun

- yang tidak diperoleh melalui amatan di lapangan.

Analisa Data
analisa data yang dipergunakan adalah model interak-

tif, seperti skema dibawah ini:
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pPenaumpulan

data
m
penvailian
data
La Radukst - ?

data

Kesimoulanwkasimoulan:

penarikan dan verifikasi

Model anallsls data kualitatift jenis inl partama
kalil diperkenalkan oleh Metthew g.Miles (1592:19).
vandg maekanlisme kerﬂénya merupakan upaya berlaniut.
berulang dan terus mensrus vang peraerak diantara
empat sumbu kumparan tersebut di atas secara bolak—

balik. sehinadga masalah redukei data. penyailan data
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dan penarikan kesimpulan/verifikasi menjadi gambaran
keberhasilan secara barurutan sebagai satu rangkailan
kegiatan analisis vang saling susulnmehvusul. Oleh
karena itu teknis analisis dari perspektif emic (dari
dalah) dan etic (dari luar) sudah dimulai sejak awal
vang dilakukan secara 5amu1tén. perpaduan analisis
amic dan etic dilakukan agar analisisnva tidak hanya
5amp§i peringkat deskriptif tetapl sampai pada
peringkat eksplanasi.

pangecekan vValiditas Data

Dipergunakan teknik triangulsasi data, yaitu teknik
pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu
vang lain di luar data untuk kepsrluan pengecekan
artau sebagai pem-banding data.Denzin membedakan empat
macamn triangulasi sebagail teknik pemariksaan:
panggunsan sumber, metode. penyidik dan teori
(Molsong. 1993:178). Khusus dalam hal ini teknik
trianguiasi sumber vénq panvak dilakukan, vaitu
dengan membandingkan dan mengecsk baliﬁ deraja}
kepercayaan suatu informasi vang diperdieh melalui

waktu dan alat yang berbeda, dengan cara:

e e e
| UPT-F <:'2 S iy
i A k}_&r‘ 'Ul_




1. Membandinakan data hasil pendamatan dengan data
hasil wawancara.
2. Membandingkan apba vand dikatakan orand di depan
umuin dengan apa yand dikatakan pripbadi.
Z. Apa yangd dikatakan orand dalam situasi penelitian
dangan apa yang dikatakan sepanhjang waktu.,
a4 . Membandingkan keadaan dan perspektif dengan berba-
gal pendapat yang berbeda stratifikasi sosialnya.
5. Membandingkan hasil Wawancara daengan isi suatu
dokumen yand barkaitan (Nasution. 1991:45) .
F. Sistematika dan Tanggung Jawab Penulisan
Berdasarkan anatominya resis ini., dapat dipilah~pilah
menjadi beberaba bagian, dari bagian satu kebagian 1ainnya
diupayakan terdapat suatu benang merah., sahlngga merupakan
suatu kesatuan vangd utuh.
substansi tesis ini parusaha untuk mengungkapkan
1ogika prilaku komunitas bisnis etnis china di Kalimantan
garat vang memilih mempe rgunakan cek putih (cep pyo) dalam
merealisasi pembayaran transaksl hignisnya. Dilihat dari
penerbitannya bentuk cek putih terkesan sambarangarn dan
jauh daril aspek formal. perbedaan saecara signifikan antara
cak putih dan cek, dapat dilihat pada pembahasan gag Vv dan
sebagian awal BAB I.
Logika dipilihnya pengaunaan cek putih akan menjadi

jelas. jika ditelusuril melalul aspak sosio"kulturalnya,

sebab parilaku seseorandg aebagaimana vang dipahamkan
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weber maupun parsons tidak tarlepas dari konteks vang
mengitarinya. yaitu dimensi acuan narmatif dan 1ingkungan=
hya. Dari sinilah., maka paradigma vangd diajukan perkarak-
teristik ganda. moliputi: fakta sosial dan definisi sosial.
Melaluil ﬁaradigma fakta sosial. pilihan teot i sepagal pisau
analisis dan pembahasahnva menitik—beratkan pada aspek
makro. sedangkan paradigma definisi sosial 1sbih menekan
pada dimensi mikronya. perpaduan dua éaradigma tersebut
dimungkinkan. mengingat Komunitas maupun individu pukanlah
dua realitas vand berdiri terpisah. keduanvya dapat dipaham-
kan sebagal suatu dialektikanya peter L.Beger. dengan
sasaran nenuju kepada koherensi sosiélnva Mac Iver atau
ekuibeliriumnya Parsons.

pada aspek makro. dalam tataran teori dibicarakan
tentang hubungan interaksi dua astuan besar masyarakat dan
AUkumnNya . Keterkaltan antara hukum dan masvarakat tampak
pada gab III1 tentand: perjumbuhan Hukum dan Masyarakat.
yang secara tipologis dipaparkan dalam beberapa teori,
antara laln: purkheim dengan model tipe solidaritasnya.
Hart denganh ripe masyvarakat rezim peraturan. dan Poggl

dengan historisasinya Hukum dan masyarakat. pari tipologi



ini  semakin meneauhkan bahwa hukum itu. tidak jatuh dari
langit atau hanva muncul dari plkiran para ahli hukum,
melainkan merupakan bagian dari kenidupan vang lebih besar
dan luas. Tidak dipahami sebagal suatu institusi yang
isoterik‘dan otonom. ia senantiasa berijumbuhan erat dengan
nilai-nilai dan nolma-norma serta bersifat terbuka dangan
proses kehidupan masvyarakatnya. sepagalmana vYand diper—
tegaskan ~ dalam model teori sipbernetikanya Farsons. vangd
mamilah-milah sistem kemasyarakatan kedalam Sub sistem
budaya., sub sistem sosial. sub sistem politik dan sub

sistem ekonomi. Masing-masing sub sistem memiliki fungsi

perbeda~heda, dan sanantiasa saling merasuki diantara sub
sistem, sesual kekuatan arus informasi dan anergl yang
dimilikinya.

Hasil perasukkan dari ke empat fuhgsi sub sistem
tersebut, akan menghasilkan karakteristik mocel-modal
sistem kemasyarakatan dan hukumnya. Akipatnva setiap

masyarakat memiliki keunikan tersendiri sebagal identitas-
MY 3 » seningga mungkin saja model tingkah laku pada
komunitas tertentu, dlanggap ganjil/tidak Lumrah., namun

bagi kelompok lain dianggap sebagal kewajaran bahkan
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keharusan. Teori ini. sekaligus menatikan otoritas hukum
sebagai suatu vana absolut (mutlak). bebas nilai (netral)
dan isoterik. = Sepertl vang meniadi pergulatan Gerakan
studi Hukum Kritis (Critical Leaad Studies Movement) Qngng
yvang intinya menverana sendi-sendi teoritik dan asés~asa$
vana diperkenalkan dalam tradisi hukum Barat. ssbagail suatu
vang telah mapan. seperti: netralitas hukum. obvektivitas
hukum dan otonomi hugum. Dalam broses bekerjanva hukum
hakekatnya bukan diruana hampa. melainkan bekeria dalam
realitas vang ﬁidak netral bebas nilai, qkibatnya . tidak
mungkin melakukan isolasi hukum dari basis sosialnva.

aipernetikanya Parsons, inilah vand menjadi .peletak
dasar teori struktur fungsional. vang merupakan karangka
pisau analisis dalam tesis ini. disampina tentunva teori
aksi (varian paradigma definisi sosial) sebagai suplemen
dalam analisisnva. Seperti vana tampak pada 8ab IV dan
Bab V. vanag menastengahkan tentanda aspek disfunasional cek
dan fundsional cek putih.

Dilihat dari aspek disfunasionalnva. tidak dipilihnva
cak bukanlah suatu vang anéh.'sebab bekerﬁaﬁva hukum  itu

tidak sama sekall otonom. kaberadaannya senantiasa di-



awasi. dikontrol atau bahkan bisa iadi ditolak oleh
berbagai broses sub sistem dalam masvarakatnyva. Penolakan
ini teriadi manakala hukum yanda diparlakukan tidak Jumbuh
dengan basis sosialnya., sehing@aa bersifat a historis. sebab
tidak semua relasi sosial maupun bisnis dalam suatu komuni-
tas dapat direduksi dalam skema hukum modern vang formal
dan birokratis. Apalagi menginaat keberadaan cek. merJupakan
carmin &ari konsep hukum yana perlandaskan kepada nilai-
nilai kepentingan individualis dan prosedur rasional
sebadaimana karakteristik hukum modern. Sedanakan pada
komunitas bisnis etnis China di Kalimantan Barat, seperti
vana dipaparkan pada bagian Bab II dan Bab V tentang:
Profil Komunitas bisnis. terlihat bahwa pola interaksinva
lebih mengedepankan nilai-nilai: keopercayaan. solidaritas
dan harmoni sesama komunitas bisnisnya. Komunitas bisnisnya
kurang menvukail formalisme. sebab dianggap tidak efesien.
tidak luwes dan tidak punva pengaruh lanasuna pada substan-
si keharmpnisan kKouchel '(keluarqa). Bahkan Formalisme.
diangdap sebaqgail hsinag (hukuman) vand harus dijauhi  oleh
masyvarakat etnis China maupun para pelaku bisnisnva. Reali-

tas 1ini vang mendasari kesimpulan Cohen., bahwa pslaku
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bisnis etnis China masih 1auh dari konsep hukum dagana dan
perdata seperti vanag dikenal didunia barat.

Apabila berlakunva cek ini dipaksakan. maka dilihat
dari kataaorisasi latentnva Merton. Justru akan mengakibat-
kan terganggunva relasi hisnis diantara mereka. Disamping
bisnisnva meniadi tidak fleksibel. timbul pula perasaan
kurang dipercaya. kKurang familiar serta masih belum
dianggabm sebagail hitra bisnisnya (dianggap orang luar).
Kondisi vang demikiaﬁ ini walaupun secara tidak langsung.
dapat diperaunakan untuk menagambarkan alasan vand melatar—
belakangi pencabutan UuU  Nomor 17 Tahun 1964 tantang
larangan penarikan cek kosond.

Dalam tataran mikro disfunasionalnya cek ini. dapat
dilihat pada pilihan perilaku hukum sessorand. sebab
realitasnya para pelaku bisnis dalam berperilaku lebih
banyak ditentukan oleh Keputusan pilihan atas ~berbagal
alternatif. vaitu pilihan yang paling menguntunakan atau.
vang paling sedikit menimbulkan kerugian. Bagi mereka norma
hukum hanyalah merupakan salah satu diantara sejumlah
detarminan institusional lain vana akan mempendgaruhil

keputusannya dalam barparilaku. Tarnyata pilihan mempergu~
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nakan cek putinh dirasakan lebih menauntunakan dibanding-
kan denaan memilih cek.

Keuntundan vana paling menoniol dari pilihan mem-
perqunakan cek putih. vaitu merucakan simbol penaharaaan
adanya kepercavaan persanalitas (partikulis) baai setiap
penggunanya., Yand memiliki implikasi dimensional. seperti
tampak pada uraian anallisis Bab V sub baaian nilai Keper-
cavaan délam bisnis dan implikasinva. Kepercavaan pribadi
merupakan unsur utama Qntuk sukses dalam bisnis dan faktor
vital dalam mempertahankan Jarindgan kompleksitas hubungan
pisnisnya. Dalam suatu bisnis uang dan modal baru akan i~
pertimbangkan setelah adanva kepercayaan pribadi. Tinggi-
nva penghargaan keparcayaan pribadi. Juga tercermin  dari
tidak adanva batas maksimal nilail penerbitan cek putih.
Implikasi dari kepercavaan pribadi menvebabkan praktek
bisnis. terkesan rahasia (tertutup). berorentasi pada
kolektivitas/solidaritas vang tingai pada komunitasnya
sabagal suatu kouchei vang tabu untuk memakai aturan
formal. %arena dianggap sebagal penahinaan vang dapat
merendahkan kredibilitasnya. Aturan formal dalam relasi

bisnis. diterapkan bagi mereka yandg kurang dikenal.
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walantutnya  dalam pemaparan tentang beﬁvelesaian
sanaketa vang timbul. sepertl vana tampak bada Bab VvV sub
bagian; panvelesaian senaketa Bisnis Penggunaan Cek Putih.
Dijelaskan, bahwa pilihan seseorang untuk menggunakan
pengadilan atau tidak. cdalam suatu sehgketa, pada dasar-
nva tergantung pada kultur hukum yana melatar—-belakanginya.
Jika kultur hukum seseorang didominasi oleh kultur
litigasi. maka cenderund menagunakan pengadilan sebagail
sarananya daiam menvelesaikan sengketa. Sebaliknya iika
kKultur hukum seseorand didominasi oleh kultur hukum non
litigasi. seperti halnvya masyarakat etnis China. maka
cenderundg menggunakan cara-cara diluar pengadilan. Kondisi
vang demikian ini. bukan berarti mereka telah berada
dijalur ilegal. atau telah masuk kKedalam jurand non- hukum.
Mekanismenya telah diatur sleh sistim acuan normatif lain.,
Yanyg asas-asas dan sanksi-sanksi telah menyvatu pada sosio-
kulturalinyva. Bagli mereka hukum yvang baik dalam upavya
manveiesaikan sengketa bukanlah hukum negara (formal).
Melainkan aturan—aturan vand telah menyatu didalam jaringan

hubunaan antara angqota Komunitas berdasarkan nilai-nilai
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dan norma vana sama-sama dipahami  dan  dihavati dalam

keunikan seiairah kultur mereks.

Dalam penvelesaian senagketa cek putih. ditempbuh secara

mediasi. Awalnva dilakukan secarsa musvakarah guna

mencapai
perdamaian (dhi.tidak ada wvana dimenangkan dan vang
dikalahkan) denaan menuniuk sesepuh dari shiang-nva
(marga). Namun perkembangan berikutnya. setelah relasi
bisnisnva semakin komplek dipllih Yavasan Kemétianq
melalui Chonaglie-nva sebagal institusi wmediator penve-

lesaian senaketa.

Dipilihnya Yavasan Kematian sebadgai institusi madiasi
penvelesaiaan sengketa atas partimbangan agar para - pihak
vahg telah didamaikan dalam suatu senaketa. tetap konsisten
dan konskuen dalam melaksanakan kesepakatan damai., Karena
kasspakatannya tidak hanva mengikat bagi mereka dan ke-
luarganva., tetapi juga disaksikan oleh para leluhurnya.

Efektifnya Yavasan Kematian sebagal forum penvelesaian
sengketa penggunaan cek putih  maupun sangketa bisnis
lainnya, membuktikan masih tetap eksisnva energi sosial
budava. seperti vang dikonstatir Uphoff. auna menaatasi

parmasalahan dan senaketa bisnisnva secara intern dan
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mandiri. Pembahasan penvelesaian senaketa cek putih ini.

merupakan analisis akhir dari tesis. Selanjutnva

penutuphva. seperti terpapar pada Bab VI disaiikan

kesimpulan dan saran.

sabagal

tentana

[T



A8 II
DESKRIPSI UMUM LOKASI DAN PROFIL

KOMUNITAS BISNHIS ETHIS CHINA

A. Deskripsi Umum Kalimantan Barat
1. Keadaan Geografis dan Spesifikasi Daerahnya

Kalimantan Barat. merupakan salah satu propinsi ter-—

luas di Indonesia setelah Irian Java. Secara ageodarafis

terletak antara 2.080_

lintana utara dan 3.050 lintang

selatan serta diantara 1080 buiur barat dan 114.100 buiur

timur. Berdasarkan letak geoarafis vang spesitik tersebut,

maka wilavah Kalimantan Barat. dilalui oleh qéris khatulis-

-

tiwa (garis lintana OO)" tepatnva di kota pontianak.

Ciri spesifik lainnva. bahwa propinsi Kalimantan

Barat termasuk salah satu wilavah di Indonesia yang

daratannya langsung berbatasan dengan negara asing., vaitu

negara bagian Malavsia Timur. Perincian secara lengkap

batas—-batas wilavhnva adalah sebagai berikut:

- Bebelah utara berbatasan dengan Malavsia Timur (Serawak]l.

{

Sebelah selatan berbatasan dendan dengan Laut Jawa.
Sebelah timur berbatasan denaan Kalimantan Tenaah dan.

Sebelah barat berbatasan dengan iaut China Selatan.



Selain itu. sebaglian besar darli wilavahnvya merupakan
daratan réndah dengan perincian luas sekitar 146.807 KMB
{7.53 persen) dari luas daratan wil%vah " Indonesia atau
sebesar 1.13 kali dari 1luas pulau Jawa. Wilavah 1ini
membentang lurus dari utara Ke selatan sepaniang lebih dari

600 KM dan sekitar 850 KM dari arah barat ke timur. Ciri
lainnva adalah perairan laut vang mempunval puluhan
pulau-pulau kecil dan besar vang tersebar.

pDi  samping itu. daerah Kalimantan Barat sering Jjuga
dijuluki sebagai propinsi “seribu  sungail’., Julukan ini
sesuail déngan kondisi wilavahnya vang mempunyal ratusan
sungai (8) besar dan kecil. Sungai-sungal besarnya adalah:
&, landak, 3. Kapuas., S. Melawal, S. Pawén, 5. Sambas., 8.
sekadau. S.Kendawangan. Dilihat dari peranannvya. sungai-

sungal tersebut merupakan urat nadi jalur transportasl vang
menghubungkan daerah satu kedaerah lainnya, sebab sebagian
besar kondisi dasrahnya masih belum bisa dilalui oleh Jjasa
transfortasi darat (BPS Kaibar dan femda Tk.Kalbar,1998).
ﬁdapun sarana transportasi yvang dipergunakan adalah: kapal

paedalaman. kapal bandong, tongkang, spaad boat dan sampan.
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gerdasarkan wilayah administrasinva. Kalimantan Barat
satelan adanva pemaekaran wilavah terbagil menjadi tujuh
kabupaven dan satu kotamadia, vaitu: Kabupaten Sambas ,

. .
kabupaten Bangkayang‘l. kabupaten Pontianak. Kabupaten
Sanggau, kabupaten Sintang, kabupaten Kapuas HUlu,

kabupaten Ketapang., dan kotamadia rFontianak vang sakaligus

merangkap sebagai ibukota propinsi. Bila ditinjau  luas

wilayahnvya, maka vang terbesar adalah kabupaten Ketapang
(35.809 KMZ atau 24,39 persen) dari Luas propinsi. diikutl
olen kabupaten Sintang (32.279 KM2 atau 21,99 persen) dan
kabupaten Kapuas Hulu (29.842 KMZ  atau 20,33 persen).
sedangkan sisanya adalah kabupaten Sanggau. Pontianak.
Bengkavang dan Kotamadia Pontianak dengan total wilavah
sekitar 33.29 persen dari luas propinsi Kalimantan sarat.
2. Keadaan Popﬁlasi Penduduknya

Populasi penduduk Kalimantan Barat herdasarkan
hasil Sensus Penduduk 1990, berjumlah 3.228.073 ﬁiwa.

i i S e o o At oaod e P Akl A LLLa? S e e Yy Sy e

71, Berdasarkan Undang-Undang Nomor L0 [ahwn 1999 Kabupaten Sanbas wilayahnya di wekarkan aenjadi 2 kabupaten,  yakni
kabupaten Bengkayang dengan ibukota Bengkayang (neliputi Kecamatan: Suigai Raya, Tujuh Belas, Pasiran, Roban, Samali-
tan, Bengkayang, Ledo, Seluas, dan Jagoi Babang) dan Kabupaten Saadis yang seaula ibekotanya Singkawang. S$elanjutnya

dipindahkan di Kkots Saabas (neliputi Kecamatan: Selakau, Peaangkat, Jawai, Tebas, Sejangkung, Teluk Keramat, Palok,
Sajingan Besar) ‘



menurut data teraknir supas (Intercensal Survav) BPS dan
Pamda TK.i Kalimantan Barat tahun 1995 berﬁum}ah 3.635.730
jJiwa dan diproyeksikan oleh BPS pada tahun 1998. jumlannva
diperkirakan %.892._ 500 jiwa. pilihat dari faktor ganitalnva
penduduk Kalimantan Barat terdiri dari:

RAGAAN T
JUMLAH PENDUDUK PROPINSI KALIMANTAN BARAT
MENURUT GENITALNYA

| — T T T R 1
!ND ! Kab/Kodia i-Laki*laki: Peramopuan E Jumlah i
bt : 1 .
| 1 | Kab.sambas | a25.476 @ 418.678 | 844154 i
| 2 | Kab.Pontianak | 442.358 426.527 | 868.885 |
I Kab.Sanadau | 251.402 = 236.061 | 487.463 |
b4 1 Kab.Ketapand { 186.215 = 179.174 | 365.389 |
| 5 | Kab.Sintang | 229.768 @ 216.794 | 446.562 5
| & | Kab.Kapuas Hulul 88.874 = 86.771 | 175.645 |
| 7 | Kodia.Pontianak| 225.891 7 221.741 | 447.632 |
| ) | 1 i
L . . |
i Jumlah |1.849.984 :1.785.746 |3.635.730 |
L i | |

sumber Data: Kantor BPS Kalbar dan pemda Tk.1l Kalbar

iika komposisi penduduk di atas berdasarkan isnis
kalaminnya dibedakan. maka manuniukkan bahwa jumlah
penduduk laki-laki lebih besar dibandinagkan denaan jumlah
penduduk perempuan. Kondisi demiklan. sekallaus membadakan
denaan propinsi lainnva di Indonesia. vand umumnya dumlah

penduduk perempuan relatif lebih besar.
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Sesual dengan hasil hasil Supas tersebut. diketahui

bahwa penyebaran penduduk pada masing-masing Wilayah

kabupaten/kotamadia tidak merata. Di daerah pesisir vang

mencakup kKabupaten Sambas kabupaten Pontianak dan

kotamadia PFontianak ternyata dihuni hampir 2/3% penduduk

Kalimantan Barat dengan kKepadatan mencapal 75 diwa lebih
per-kilometer persegi. Sedangkan kabupaten Kapuas Hulu
dengan luas wilayvah 20,33 persen dari seluruh luas wilavah

Kalimantan Barat, hanva dihuni rata-rata 6 (enam)} Jjiwa per
kilometer persegi. DOari jumlan penduduk di §;as menurut
klasifikasi daerahnya saebanvak 20 persen berdomisili
pada daerah vang berklasiftikasi urban (kota) dan
salebihnya sabagian besar barmukim didaerah rural
( pedesaan (8P3  Kalbar dan remda TKk.I1 Kalbar,l998).

Selanjutnya Jumlah penduduk Kalimantan Barat diatas. Jika

dikelompokkan menurut asal—-usul keturunannya terdiri:
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RAGAAN 2
KOMPOSISYI PENDUDUK MENURUT ASAL-ASUL KETURUNAN
(WNI PRIBUMI DAN WNI KETURUNARN)

1
'

: ! ! !
! NO | Kab/Kodia I Pribumi : Keturunan | Jumlah |
! | | | |
| 1 | Kab.Sambas | 626.362 : 217.792 | B44.154 |
| 2 | Kab.Pontianak b 708.663 : 160 222 | 868.885 |
! X ! Kab.Sanagau ! 454,218 " 23.245 ! 487 .463 I
| 4 | Kab.Ketapana | 350.847 : 14.542 | 365.389 |
! 5 | Kab.Sintana ! 424 . 323 : 22.239 | 446 .562 !
! & | Kab.Kapuss Hulu| 170.674 : 4.971 | 175.645, !
! 7 [ Kodia.Pontianak! 276 .864 y 170.767 | 447 .632 |
| | | i |
[ [Jumlah |5.001.952 : €23.778 13.635.730 |
1 ]

Sumber Data: Kantor BPS Kalbar dan Pemda Tk.I Kalbar.

Data di atas memperlihatkan. bahwa renduduk vang
berasal dari WNI. keturunan tersebar diseluruh wilavah
kabupaten dan kotamadia. Data secara terperinci tentana
asal-usul negara WNI keturunan di Kantor Pemda Tk.1l maupun
BPS Kalbar dan Dit Sospol tidak ditemukan. Namun berdasafw
kan observasi dilapangan., umumnva penduduk WNI keturunan
berasal dari China {etnis China) dan hanva relatif sedikit
WNI Keturunan vang berasal dari Indiz. Pakistan. Belanda.
Malaysia. dll. Dominannya iumlah penduduk etnis China ini.
diperkuat hésil penalitian G.Skinner {(1981:103) dan Iwan

P.dutajulu (1984 :671). vang menvimpulkan bahwa penduduk
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etnis China di Kalimant%n Barat diparkirakan populasinya
tidak kurang dari 35 persan déri Jumiah Keseluruhan pen-
duduknya. dan bahkan di kotamadia Pontianak sendiri popula-
sinya diperkirakan di atas 50 persen dari'seluruh Jjumlah
panduduknya. ' ed o T e

Bahkan kecenderuhgan' besarnya populasiini, akan sema~

kin meningkat, mengingat rata-rata skala prosentase per—

tumbuhan 'normalnya sangat “tinagi s mencapal 2,65 parsen
pertahun. Sedangkan per£umbuhan’noﬁmél'péhduduk etnis lain
rata—-rata masih dibawah'ahgﬂa?duaﬁpéﬁseﬁi‘béktahuan.Besar“
nya Jjumiah populasi'panduduk“étnis China 1ini., sekaligus
membedakah dengan kondisi Jumlah penduduk atnis China pada
dasrah lainnya di Indonesia. Karena umumnya jumlah prosen;
tasenya masih digolongkan sebdgai penduduk minoritas. Se-
dangkan di Kalimantan Barat. populasinya mayoritas, teru-

tama di Kotamadia Pontianak. Singkawang dan Bangkayvang.

27. Penghitungan dila<ukan berdasarkan TUNUS geoaetrik, aenurut persindan satematis pelalui formula bunga berbunga
(cospound Interest progression), yapg berpatokan pada angks pertunbuhan dasar {anal) sebesat 2,50 persen, dengan
aengacy kepada keadaan (jualah) pendiiduk berdasarkdn qolongan etnisava wenurut kondisi 31 gktober 1990 saapai dengan
31 oktober 1995 (Xantor 89§ Kalbar, 1998). Keaurut R.A.B.Tangdililing, dalan disertasinya penyebutkan, kesadaran etnis
ghina uptuk berpartisipasi dalam Keluarga Berencana (KB} di-Xalinantan Barat pasih sanqat rendsh, terbukti aasih
tingginya irngkat pertucbuhan noraal (kelahiran] penduduknyay yaitu-berkisar 2-4 persen rata-rata pertahupnya. Sedang-
kan etais-etnis lainnya, pertunbuhan normalnya bisa ditekan hingga kurang dari 7 persen (lihat R.A.B.Tangdililing,

Perkavinan Antar Juty Bangsa Wzhana Peababaruan Bangsa, besertasi Prograd Pascasariana U1,19%3:105)
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selanjutnya dari sagl agama vang dianut, berdasarkan
observasi dilapangan sebagian besar mereka baragama Budha

dan hanya sebagian kecll yangd menganut agama Katholik dan
\ f
i1slam. Clanutnya agama—agama tersebut diatas., pada umumnNya

herawal dari kebijakan pemerintah rezim orde baruzs, yang

menetapkan bahwa Kong Hu Cu bukanlah suatu agama. melain-

kan suatu spiritualitas atau upsuUr-unsur etika balaka.

ﬁkibatnyahagar tidak dituduh atau digolongkan sebagal manu~
sia yang tidak barégama.(athie$me) atau tidak pancasilais.,
maka mereka melakukan konversi (berubah) memeluk agama-
agama yang dianggap resmi oleh pemerintah. Dalam hal 1ini
abdurahman Wahid, menagaskan:

Komunitas etnis China vang datang dan didatangkan oleh
koelonial Inggris dan gelanda. terutama di Kalimantan
Barat merupakan pengikut agama Kong Hu Cu dan beralih
atau melakukan konversi ke agama Lain lebih banyak
disaebabkan oleh faktor kebijakan Orde Baru . (1995:31).

Akibatnya. sepertl vand diunakapkan gari penelitian La

ode (1997:267). walaupun telah memnsluk adama 1ailn orang—

J e il - o e A S Y B T ol ey s

§

23.0asat  lgrangan %ong Hu Cu sebagal agama di Tidonesia, yaitu: (1) {nstruksi Presiden Homor 141967 vang isinya
selarang selurub  pacara-upacard dan ibadat-ibadat yang wewakai cara-cara aeqeri China;(2) Hemo gadan Koordinasi
fasalah China-BAKIN homor: 0039/Xi /1923-BKKE, tanggal 17 Nopeaber 1973 yang ditujukan kepada Kenteri Agana Rl isi
yenjelaskan bahva Yonfusiznisme/hong Hu TU bukanlab agama, Xarens tidak aengenal Nabi dan tidak mengensl Kitab
sucis(3)Intruksi  Gubernur propinsi Kalinantan Barat Mowor: 0032/0761/PEN-E.3/1973 tentang latangan pesberian iiin
kerasaian gai penyelenggaraan Aganz/kepercayaan dan adat-istisdat China, seperti Ialek, Cap Goh Heh.
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nrang China di Kalimantan Barat dalam kesehariannva secara
diam—diam masih menaanut Kong Hu Cu sebadgal  agamanva
disamping agama-agama resmi yvang telah ditetapkan pemerin-
tah24. Ha# ini dapat dibuktikan daenaan banvaknva tempat-
tempat ibadah vang berupa Kilenteng ftoapekong). yang Jjum-
lahnva unpuk seluruh Kalimantan Barat tidak kurang dari
100 buah (Kanwil Depag Kalbar.,1998).

Disamping toapekqng. mereka juga memiliki berbagail
Yayasan Kematian sesuai marganva (shian@). vana secara
ro—-fedarasi berada dibawah naunagan vavasan Bhakti Suci.
Di Kotamadia . Pontianak sendiri. fumlah Yavasan Kematian
sebanvak 43 buah. Setiap masvarakat etnis China. sesuail
denaan shiang-nya terdaftar pada Yavasan Kematian., dan
vavasan iﬁi fungsi pokoknva tidak hanva untuk meghimpun
masing—masing Warganva pada saat melakukan upacatra
kematian. tetapi vang lebih pentinq-lagi, ternyata Yayasan

Kematian dipergunakan untuk berbagal pertemuan. terutama

vang menvanakut kehidupan sosial. budaya dan ehkonominva.

e N A T e Y et WA L b e T AR WS S e ey et Wit s

24, Dalam pemelitian ini bukan bernaksud mencungkapkan secara khusus peralihan atau koaversi acama. dari Koag Av (v
Yedalan 2gana-agana resai peserintah. Melainkan hanva {ngin wenuniukkan bahwa ajaran Keafucivs pisih tetap aelekat
dan mentradisi kedalam diri masvarakat etnis ¢hina di Kalimantan Barat. valaupun realitasnya mereks telah memeluk
agasa lain,
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Bahkan diﬁergunakan sabagal ftorum informal dalam menye-
lesaikan berbagaal permasalahan sosial, budava dan sengkata
bisnis diantara mereka.
g. Migrasi dan Profil gtnis China

1. Pola migrasi dan Pamukimannya

Migrasi orang-otrang ethis China dan keberadaanya di

Kalimantan Barat, diperkirakan sudah berlangsung cukup

lama. hal ini diperkuat oleh petunjuk asul-asul nama suatu

tempat dan daerah vang banyak dipengaruhi bahasa ‘China,

misalnya: sambas. Singkawanda, palabuhan seng-hei., pasar

Taigong. dan bahkan nama Kalimantan konon menurut
caritanya Jjuga berasal dari bahasa Chinags, gukti Llain,
teriihat dari banyaknya bangunanwba?qunan tua model China
terutama di daerah: kotamadia Pontianak. singkawand.

kabupaten Sambas dan kabupaten Ketapand. pisamping 1tu

adanya pemakalan barang-barang khas china seperti piring—

uﬂ—v-—i".—o—amwuﬂ!mu“"m”—dwm—l“

05, Subas berasal dari dua suke kata, yaitus Sam berarti tiga dan 6as artinya suku, tiga suku ini perupakan Soko
qura/pendiri ¥erzjian saabas, yaitu: Helayu, Dayak dan China:Singkavang berarti daerah yany dialiri sungai: Taikong
yang berarti Parit Besar. gahkan konon Kalisantam berasil dari perkataan Karizata kenudian karena pengareh dealek
thina R berubab senjadi L, maka karinats berubah nenjadi Kalisanta dan perkeabangan berikutnya berubah menjadi Kali-
aantan (3.9.Lontaan, Sejarak Hukur Adat dan Adat Istiadat Kalisantas garat, PEADA TK.1 Kal-Bar, 1975, Nalanan 10-11).
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pirina, manakok. tempayan. auci pada setiap upacara adat
masyarakat Dayak dan melavu Sambas.

Motivasi orana-orang etnis China hemilih bermigrasi
di Kalimantan Barat., pada umumnya dilatar belakangi oleh
faktor tekanan kehidupan sosial ekonomil dinegeri asalnva.
sarta terobsesi oleh cerita kemaknuran dari NanyanQZG.
Parmulaan kedatanaannva di Kalimantan Barat adalah di
dasrah: Sambas. Kapuas. Landak dan Gukadana dan Memapawah.
pDengan mata pencarian awal sabadail buruh pertambanqan amas
di Mempawah dan Montareds dan sebagéianlkecil bekerja pada
perkebunan karet, lada. kopil. Melihat darli mata penca-
hariannya. maka mereka umumnya berasal dari suku Hakka dan

TiochiuQT.Oleh karena itu sampai sekarand di daerah Sambas-

Sirngkawang, Pontianak dan Mempawah masih banvak dijumpal

e i S A e e e A Ty oo okt LA T o TP St o s

2. Hanyany berasz] daci kata dan artinva: selatan dan Fang :lautan. vanq secara qeografis letak Kalimantan Barat
berhadapan langsung dengam Laut Chima Selatan. Daerah Nanyang ini meruvakan tujuss utama  aigrasi pereks, karens
daerahava subur dan wakur oenduduknya, sehingga diangaap ideal untuk erubah kehidupannva penjadi lebih baik.

77, Secara uum wigrasi orang-orang etnis China di Indonesia terbagi kedalan beberapa suku, vaitu: Pertama. suke
Hokkien yanqg berasal dari daerab Fukien bagian selatan. terkenal dendan kepandaiannva berdagang. sebagian besar ber-
sigrasi di pulae Jawa dan sebagian kecil Susatera (Kedan ¢an hceh ) dan Sulawesi. Xedua. suku Teechiv dan Hakka yang
berasal dari dzerah pedalanan Swatow dibagiam tiaur Kwantung, aereka ununya bekeria sebagai petani dan sebagian besar
bekerja sebagai burub pertawbangan. ketiga, suku danter ini hanya relatif sedikit dan tersebar dibeberava daerak,
perekz vauanya aeailiki keterawpilan teknls sedagai ahli wesin dan vertukangan (Onny Priyono, fatar Belakang Sosio
Wistoris Keloapok Keturunan China di Indonesiz, 1984:11) dan {Kontjacaningrat, Maaesia dan Kebudayaan Indosesia,
Djambatan, 1990:353).
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orang-orang ethis China vyana bermata-pancarian sebagal
buruti, petani. tukang/kuli bangunan.

puncak migrasi orang—-orang China dari suku Hakka
dan riochiu di  Kalimantan garat. terjadi pada masa
pemerintahan Hindia Belanda., dan ini disebabkan oleh faktor
semakin meningkatnya kebutuhan buruh. akibat dari: Pertama.
dibukanya perkebunan karet. kopi dan lada dalam skala‘basar
serta sehékin meningkatnya ekgplorasl dan aksplotasi per-
tambangan di daerah 5inakawana dan Mempawah.Kedua, dibatal-
kannya Kebiijakan pemerintahan Hindia Belanda yang melarang
masuknya orang-orand etnis China diwilavahiHindia galanda.

Disamping sebagai burubh. ternyata mereka panyak juga vyang

direkrut sebagai parantara ( pedagang parantara) oleh

penguUasa Hindia Belanda. Khususnya dalam usaha menampung
dan menyalurkan produksi hasil hutan. perkebunan. pertanian
dan pertambangan serta diberikan hak monhopoli. bahkan pada
waktu jtu diperbolehkan memungut pajak. mengusahakan
pegadaian kepada penduduk pribumi.

parlakuan vyand istimewa oleh pemerintah Hindia
Belahda“ segjalan dengan kebi jakan politik vang menyusun

stratum masyarakat kedalam kelas—kelas {calonial castle
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szruktur)zg. Stratum pertama, arang-orand Belanda atau as
'kulit putih lainnya dari bangsa-bagsa eropa vangd marupakan
kelompok minoritas . retapi mendudukl puncak atau pamegang
kekuasaan politik dan sekaligus pula meﬁguasai sumber—
sumber daya akonomi dalam skala besar saperti industri.
partambahgan dan perkebunan. stratum kedua adalah orang-
orang vang berasal dari Timur asing  yaitu china. Arab.
india yéhq termasuk ke'lompok minoritas. pada umumnya
bermatavpancarian sebagal pedagand parantara. disaebut pula
sebagal broker ekonomi. Stratum ketigal adalah golongan
pribumi, yaltu orang indonesia aslil terdirl berbagal etnis
dan sumber mata=-pencariannya sabadgian besar sebagal patani.
Beradasarkan stratum diatas. menempatkan orang-orang
Bpelanca dan China dalam kelas sosial atas {tinggi),
sementara penduduk pribuminya yang mayoritas menempatl
kelas sosial vangd 1ebih rendah. akibat daril kebiiakan ini.
perkemban@an akonominya sebagian besar orang-orand etnis
china semakin pesat. dan bahkan boleh dikatakan menguasal

seluruh sentra penting dibidang'pardagangan di Kalimantan

.a—.-..-..—..-_..-m*..-_.-_—_-..-.‘—_._-\.-—_—

78, Landasan yuridis penyusunan stratun penduduk aepjadi tiga golongan: Golongan £ropa, Golongan Timur fsing dan
golongan Busiputra adalad 1.5 {Indische staatregering) pasal 1bd.
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Barat (West—Bornao) pada waktu 1tu hingaa sekarang. ﬁpalagi
mengingat sejak semula penduduk aslinva, atnis Davak dan
Melayu lebih tertarik pada mata pencarian di..  bidang
pertanian. parkabunan. eksplotasy hutan dan sabagian
diantaranya nelavyan. Pada umumnya. mereka tidak suka
{kurang berhasil) dalam usaha dibidang perdagangan.
Meskipun rerkesan diistimewakan oieh pemerintah
Hindia Belanda. hamun dari bheberapa segl mambatasi ruang
gerak dan tempat tinggalnya. mereka dilokaliser pada, suatu
pemukimani (kongsi«kongsi) rertentu. pitempat pemukimannya
ini. acuan normatif berinteraksinya sangat kental dengan
pengaruh tradisi negeril asalnya. sebab plhak penguUasa
Belanda pada waktu jtu sedikit cekali melakukan intervensl.
meraksa diberikan kebebasan upntuk mengurus., menagatur dan
menyelesalkan segala parmasalahannya sendirl s@cara
intern tanpa pampur  tangan pihak luar. Melalui pola
pemukiman yang demikian ini. walaupun pada mulanya oleh
pemarintah Hindia Belanda. dimaksudkan untuk mengisolir
orang=orangd atnis China. Namun justru mangakibatkan semakin

terpeliharanya tradisi negeri Taluhurnya. sehingaa budaya
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asli mereka tetap eksis berkembana serta dapat diwariskan
secara turﬁn~tamurun29,

Kondisi pemukiman vang seperti inilah vana oleh
Hidayat (1984:87). menvebabkan orangvarahq China di Kali-
mantan Barat menggangqap wilayah pamukimannya sebagal suatu
negara vyand pardiri sendiri dan orientasi mereka lebih
condona ke negeri China. Bahkan menurut Panggabean
(1987:8) .Eerseosi, orana—orang China pada waktu itu,
mengagoap daeran pemukimannya badian wilavah negara China.

pPengaruh dari kondisi inilah. vaha membuat kKehidupan
srang~orang China di Kalimantan Barat terkesan ekslusive.
mereka cendsrung bersifat tertutup terhadap dunia diluar
1ingkungan kebudayaannva. Akibatnya sampai sakarang -oranq-
orang China di Kalimantan Barat dikualifikasikan sabagal

china Totok dan hanya sebagian kecil yang termasuk golongan

- " i o T Y o S A Tt i WA o 3 M e e

HiaMeumneﬁﬂhlmuﬂﬂmxawlnndMﬂiuwnﬁtMMarnaﬂﬂﬂﬁnhhtumuﬁﬂﬂmfﬂﬂﬁﬁ
dan tradisi leluburnya sampai sekarand ini. aaka dapat dilihat padd masyirakat ghing Di Xalizantan Barat. 1HO.Laode,
Sikap dan Peritelatuan Finis Ching 0f Ka!inantan Barat, Pontianak. 19%6: 124).



30. Sebab dalam

thina paranakan dan china Fhan Tong
kehidupan ;sehariwharinya mereka. lebih mempercayal dan
mengutamakén interaksl sesama etnisnya dan cenderungd bar—
orientasl ke tradisi negeri laluluhurnya. bahkan sampal
.sekarang masin banvak dijumpai orang-orand etnis China yangd
belum bisa berbahasa Lndonasiaulperilaku vang demikian.

akhirnvya menimbulkan suatu streotipSl darl masvarakét
1ainnya terhadap mereka. bahkan ﬁtreotiphwini dipertajam

lagi daﬁgan kemampuén dan keberhasilan mereka dalam
mengelola bisnisnya.

palam perkembangan selaniutnya. setelah potensi
meneral/hasil tambang menipis (tidak ekonomis) dan

ditutupnya parkebunan kopi. lada dan karet serta akibat

_”Hw’w—”m—ﬂwm—ﬂ—'.—d—--ﬂw"un—

30, Uatuk neabedakan prilake dan orientasi dalan ehidupannya, sering kali orang-orang etais China di Kalinantan Barat
di bedakan Kedalam golongan: Pertass, China Totok. alah orang-orang thing dan Kuturunan langsunqnyd, yang beiun
begitu berakuluturasi. pasih berbahasa China dan secars kebudayaan nasih berorentasi ke ghina: kedua. China Per-
anzkan, orang-orang China yang prilakunya relatif lebih pcabaur dan weailiki orientasi ke China senakin penipis serta
rendapat penqaruh  kebudayaan pribuni yang sesakin jelas {doainan). Selain ity pereks usuanya neaperqunakan bahasa
daerah {asli Indonesia) dan nasionai dalan kehidupan sehari-hari: Ketiga, Ching Phan Tong, yaity orang-orang China
yang salah satu dari orang tuany? berasal dari etnis Dayak, sereka vnumaya berdonisili d1 Sasalatan dan populasinya
diperkirakan Kurang dari 700 iiwa. Perilaku pereka sudah weabaur dan cenderung telah opplosing kedalam nasyarakat

etnis Dayak.

%1 . streotif adalah suaty Klasifikasi yang didasarkan atas penikiran-penikiran yang sudah ada sebeluanys atau dapat
jugs dikatakan sebagai gaubaran-ganbaran yang sudah ada d¢i dalan kepala atav pikiran sesearang tentang sugtu obyek
tertentu (Prijeno, Suatu kerangka teoritis Hasalah Penbauran Bangsa Khususnya Keloapok Keturunan ¢hina, SIS, 1984:652)
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adanya larangan untuk tinagal di daeran pedalaman. akibat
dugaan keterlibatan mereka dalam Gerakan PGERS-PARAKYU  Tahun
1968-1972. aknpirnvya mereka melakukan migrasil ke daerah

lain. dan lokasi pemukiman tempat tinggal vang dipilih

adalah disekitar daerah pesisir atau tapl sungaisz.

L

Peﬁilihan lokasi yand demikian ini, mengakibatkan
parkembangan hisnisnya semakin meningkat dan terpola.

Sentra—séhtra bisnis mereka dibanaun disekitar dasrah

tarsebutsz. Sahingga waiar apabila mavoritas orana-orand

etnis China pberdomisili tetap di Kotamadia pontianak dan
kota Sambas (Singkawang)$4. Sepbab kedua daerah tersebut

letaknya strategis, untuk ity dipilih sebagal pusat dan

—nlt—‘-d"w—“m-—‘wu-vq-—u-m—cw—du-w—“

32, Harlen Siataan. dalan penelitiannya peabagi peta lokasi peaukinan/tenpat tinggal penduduk Kalimantan arat dalas
tiga lokusi, yaitu: pertam, pasyarakat etnis Dayak, bertenpat tinggal di daerah-daerah pedalaman; kedua, sasyaraakat
etnis Helaye, Buais, Kadura, Jaws dan tain-lain tersebar dibeberapa teapat lokasi (tidak terdnlisilillenetap gecara
khuses);  Xetiga, nasyarakat China berntkin di daerah perkotaan o2 pesisir serta tepian sungai (Harlew Siahaas,

1989:361.

33, Hereka uausaya tinggal di runah-runah yang sekaligus berfungsi sebagai toko atau kantor. Cara is dilakukan, atas
dasar pertinbangan praktis (ekononis} seperti dekat dengan sungai, pelabuhan atau gudang. Hely 6.7an, #enyiapuikan
bahwa: di kota-kata sekitar daerah pesisir, pelabuhan atay yang banyak orang asing berdian derupakan teapat Kosen-
terasinya orang-orang China {dalan,Nely G.Tan. dofongan Etais China Indonesia, granedia, 1979:74)

1. Pusat-pusat bisnis di fotanadia Pontianak dan Saabas {Singkawang), uaumnya dikuvasai/dikelola oleh orang-orang
etnis China. Kasih sangat jarang dijuapai orang etnis lainnya, yang melakukan tegiatan usaha/bisnis {pertokoan atau
perkantoran) pada kedus daersh tersebut. Seandainya ada/dijunpai, itupun hanya seneapati kios-kios kecil {kaki lims)
yang junlahnya relatif keeil, Yarena pedagang kaki lina juga banyak dikeaszi oleh nereki.



sekaliaque jalur bisnis vang menahubunakan ke daerah—daerah
lainnva di Kalimantan Barat.
2. Sektor Bisnis dan Jaringan Komunitas Bisnisnva
Parkembanaan selaniutnya. dituniana oleh etos Keria
vang ulet. hemat dan jaringan bisnis vang répi dan kKuat.
khususnva dibidang marketing. permodalan dan infor-
masi35 dalam komunitas bisnisnva vand tersebar didaerah-—
daerah. ‘éangan pusat jaringan bisnis dan tauke-nva umum=—
nya berada di Pontiaﬁak. sSinakawang dan Ketapand. Maka
wajar apabkila. ' bisnis meraka mendominasi dan merambah
" segala sekior kegiatan bisnis di Kalimantan Barat56.

Dalam melaksanakan kedaiatan bisnisnva. mereka Jjarang
sekali melakukan keriasama (patners) dengan elnis lainnysa
(pribumi). Seandainva teriadi keriasama. inipun hanva ter—
batas pada usaha~usaha vang potensi resikonvya tinggil.

et s s e et AAS Ve e Yo Ll YA e v it WS T v et s

35, Salah satu bukti kvatnva jaringan inforsasi dan ikatan bisnis diantara mereka, dapat dilihat dari kemanpuannya
pereka mengatur, nenentukan harga suaty barang secira seragan sefta senetapkan boleh tidaknya suaty barang dijual
dipasaran (waktu penjualannya ditentukenl.

36, Sudah menjadi rutinitas tabunan di Kalimantan Barat. apabila masvarakat etnis China merayakan hari rava  Imlek
{$in Tjia) dan Cap Go Heh {hari ke-14 dan 13 sin Tiia). Haka pada saat itu aasyarakat (bukan etnis China} akan menga-
120i Kesulitan untuk mesenuhi kebutuhan sehari-hariaya bahkan kebutuhan vang paling pokok seperti seaboko akan langka
dijunpai, karena selam kurang-lebih tiga hari pertokoan dan pasar tutup. Untuk mengantisipasi kelangksan tersebut,
beberapa hari sebelum hari raya imlek tiba, pasyarakat telah {antri) berbelania aeiebibi dari biasanva.
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misal: eksplotasi/penabangan kavu, jermal (penangkapan ikan
di laut). Pertambangan emas {biasarva tanpa i9inmy. dill.
Disini kedudukan patnar pripbumi tidak lebih hanva sebagal

"honeka" helaka. relasi bisnis sepertl ini biasa disebut

dengan sistem ﬁlinaba37.

Orientasi kerjasama dan hubungan bisnis kapada sesama

etnisnya., 1ini sedikit-banyak dipengaruhi oleh konsepsi

sepagal kesatuan kouchei (keluarga). Akibatnvya Jaringan dan
kalompok hisnis meréka sangat kKuat dan sulit untuk
dimasuki/disaingisa. Mereka memiliki acuan normatif sendiri

yang sudah tarpola sebagal aturan mainnya (inner order)

.-.—um._am_u-u-——awm.—mm—um._

17. Sisten Ali-Baba dipakai sebagai sinbol nana nodel kongsi antara etais China dengan penduduk asti. ali  adalah
suate personafikasi untuk sevakili seoranq pribuni, yang dibayar bulanan atau sekall bayar bersedia untuk nenjadi
figur depan untuk Baba (personafikasi orang etnis China) dzlan senghadapi peagrintah, khususnya pada didang kebijzk-
an-kebijakan etnis dari penerintah yang seapengaruhi operasi bisais etnis China. Disini fiqur si-a1i difungsikan
sebagai taneng dari setiap pengaruh eksternal bisnisnya.

33, Dengan sangat nenarik Kosasih Ataowardoye, sengkatogorisasikan pengaruh kebudayaan dengan kehidupan bisnis etnis
China, yaitu: Pertasa. golongan pasyarakat etnis China vang telah aelespar kebudayaan lasanya dan nengandil kebudayaan
podern, unemnya weailiki yand jaringan bisnisaya tidak tangquh, wereka bekerja sebagai karyawan biasa, dan tidak
banyak yang menjadi industriawan serta pedagang. Kedua,golongan aasyarakat China vang telah meaperoieh pendidikan
yode] Birat, nabun jeqa wenyenangi dan sengharqal kebudayaan aslinya. Golomgan ini sebagian besar juga tidak peniliki
jaringan bisnis yang tangguh dan uaumpya bekerja sebagai karyawan, sksekatif mavpun pekerjzan profesi.ketiga, golongan
wasvarakat yang pasib senghargai, penghornati dan senjalankan  kebudayzan asli (prinordialnya), sekalipun sifatnya
pasif, aereka dala kehidupan bisnistyd weniliki jaringan (petwork) yang kuat dan tangguh. Kekuatan bisais dan pasar
berada dalan komwnitasnya dengan ikatan batin vang kental, Sebagian besar nereka sendoninasi kehidupan perekononian
dmuuummvmunﬁ&swmﬂ“MﬁmmmMmﬂmmmnluMahumnﬂmﬂhanWm
pengareh Konfusianisee pada Prilaky Berekonosi £Lnis ghina: Pendekatan Teologls Filosofis. Interfidei, Yogyakarta,

1995:66-67)
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dan mereka sangat eslektif untuk menerima suatu dari luar

{outer o:der}dg. sebab dikuatirkan dapat mén&ganggu'*kehaﬁ~*=4

monisan éalam suatu ikatan keluarda. Disini terlihat bahwa
solidari?as keluarga dan komunitasnya didasarkan atas(§§§§B
kepercaygan dan pantingnya-késatuan diantatra meréka guna
menghindari segala kemungkinan persaingan internal
keluarga, serta selalu menjaga agar tetap solid (kompak)
dalam menghadapi saingan bisnis dari luar.

Dalam transaksi bisnis regulasi dan aturan formal
kurang dipakal. sSabab relasi pisnisnya didasarkan atas
nilai harmoni dan keparcayaan. gagi mereka sesuatu vyang
berbau :formal cenderung dihindari. karena dapat merusak

hubungan baik dan semakin merenggangkan hubungan keluarga.

_...-n--..—-.—_.._-w.-.-w..-w._-...—_.._-_._

39, Henuret Hariyeno, akibat nilai-nilai faniliisae yang kuat tertanan, azka bagi orang China tidak akan mudah untuk
dipengarubi oleh nilai-nilai luar, bahkan pereka  cenderung "berdisiplin vati’ terhadap pilai-nilal yang beriake.
Sebagal akibat rass fanatisee terhada nilai-nilai yang diniliti, akan menyebabkan perasaan dekat diantara sesamd
kelopok etnisaya. Hal ipi akan neninbulkan rasa in group felling yang Kuat, sehinggs aenyebabkan orang Ching weailiki
etnosentrisnenya yang tingai, yang ditandai dengan ciri-ciriz (1) kecenderungan pelihat kelompoknya sendiri sebagei
kelowpok yang 1ebih suprior, ievih unggul dari segala bidang; (2) kecendurungan untuk senilai kebudayaan lain  atay
out group sebagai kelonpok yang interior, serba rendah dari berbagai hal; (3) kecenderungan untuk welihat kelonpoknya
sebagai kelompok yang kuat, meskipun tidak secara fisik, pisalnys skill-nya; (4) adanya kecenderungan berkesbangannya
jaral sosial dengan kelonpok laing {5) kecenderungan hanya acapercayai dan aengeabangkan Kerjasasana atau usaha yang
grat sesana kelenpoknyd sendiri dan tidak dengan kelonpok lain {ovt grogp); (b) kecenderungan untuk seaatuhi atoritas
yang ada dales kelonpoknya; (7} gesedizan untuk terus Benerus aznjadi anggota dari kelompoknyd sendiri dan senolak
mmnmmwumwummmmmnmmmmmmmmmmmmummmam
o Hariyono, Kultur China dan Jawa: Pesahasan Hentju gsinilasi Kultural,Pustaks sipar Harapan, Jakarta, 1993:94-3)



sarta hubunaan bisnishya meniadi kaku dan tidak menyenang-
kKan.

Dalam ruand lingkup kKomunitasnya. orang-orang China di
Kalimantan Barat tidak bersikeras memaksakan nilai-nilainva
kepada orapg Luar (diluar komunitasnval. disisi lain mereka
tidak mau dipaksa menarimna nilai-nilai orang lain., sehingga
akibatnva mereka tidak akan mentolerir anagota komunitas-
nva yané-berperilaku tidak sesual dengan nilai-nilaili vand

mnereka havati.

Dari uraian diatas dapat dipergunakan sebagal latar

natural sitting prilaku komunitas bisnis pada etnis China
di Kalimantan Barat. Menurut Ruth Benedict. untuk
mendeskripsikan watak dan jati diri dari suatu komunitas
atau kelompok masyarakat tertentul dapat dilakukan
dengan mengamati QAava hidum dan tingkah lakunva

(Koencaraningrat.199o:40).
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saB III
PERJUMBUHAN HUKUM DALAM
MASYARAKAT DAN PERUBAHANNYA

A. Suatu Orientasi Umum Hukum dan Masyvarakat

Adagium lama hukum yand dikemukakan oleh Cecero4o Ibi
Soceites., Ibi Ius (Tiada masyarakat tanpa hukum. dan tiada
hukum tanpa masvarakat). secara mendasar dapat digunakan
untuk Qangambarkan interdepedensi antara riakum dan
masvarakat dan begitu pula sebaliknva. Dalam parspektif
Cicero., hukum tampak sepaaai suatu sistem mandiri vang
memiliki otoritas untuk mengatur masyarakat menuiu pada
suatu tatanan masvarakat vang diinginkan dan eksistensi
hukum terdapat pada setiap kehidupan masyarakat dimanapun
berada.

Secara diaagramatis adagium Hukum Cicero. calam

kKonstruksi yand sederhana terlihat pada ragaan barikut ini:

s i v 7 At AR e et Y U Y S L S S ke St S S0

40. Cecero. derqan adagivanya ia aenposisikan nanusia dan masyarakat sebagai statu yang beradab {mulia} serta e~
piliki tatanan (hekun) dalan kehidupannya (Lihat Thoga Hutagalung, Beberapd peaikiran tentang Nukup yang Oikeackakan
eleh Beberava Aliran, hraico, Jakarta, 1990:501
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RAGOAN 3
DESAIN HUKUM DAN MASYARAKAT BERDASARKAN
ABAGIUM UBI SOCIETES 18I 1ustl

input output
¢ |

masyarakat |w——s3P proses e | masyvarakat

hukum hukum hukum

feadbat k&

Masyarakat hukum pada diagram di atas., hakekatnva
merupakan himpunan dari individu-individu vang menaikatkan
dirinya pada hukum. setiap individu vyang terikat ldalam
masyarakat hukum, pada dasarnya memiliki Kkepentingannya
sendiri. adanya suyatu kepentingan vang sSama terhadap
sumber—sumber pemenuhan yang terbatas. dapat mengakibatkan
timbulnya sengketa/konplik. Untuk itu diperlukan' suatu

pedoman kepada para individu tentang bagaimana hendaknva

hubungan diantara mereka dilaksanakan secara baik dan adil

melalui mekanisma proses hukum.

41, Ragaan ini dipergunakan oleh Lili Rasjidi, ketika Beliaw menjelaskan secara dizgramatis selalui pendekatan
sisten tentang hubungan antara hukus dan sasyarakat menurut adagiun Op7 Secietes Ibi Ius (Lihat Lili Rasjidi, Hukes
Sebagai Svatu Sistes, 1994, halamam: 101)



suatu  masyarakat dikatakan telah memiliki sistim
hukum. jika dalam kshidupan masyarakatnya sudah terdapat:

(1) Suatu sistim peraturan yang menjadi pedoman perbuat-
an orang—orandg vang termasuk di dalam suatu kelompok
tertantu;

{(2) Terdapatnya posisi-posisi sosial vang berupa spesia~
1isasi fungsi tertentu, ssperti fungsi pembuatan
norma, penafsiran norma dan penyelesaian sengketa
(Rahardijo., 1983:75).

Apabila di dalam suatu kelompok atau masyarakat
tertentu éddah dapat dijumpai adanya ciri-ciri tersebut di
atas, makafdisitu sudah'terdapat kaehidupan hukum. Sehingga
kahidupan ?hukum. pisa saja dilepsskan dengan Jaringan
formal vang berkaitan dengan identitas negara42. Hukum yang
hidup itu adalab hukum yang mendcmiﬁasi kehidupan itu
sendiri, yaitu hukum yang dipraktekkan oleh masyarakat.
walaupun tidak dicantumkan dalam proposisi yuridis. Hukum
sesungguhnya bukan suatu obyek dengan pembatasan vang tak

barubah-ubah, melainkan suatu cara memahaml hubungan—

hubungan sosial {Rouland, 1992:36).
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47, VYinogradoft, sebaqaimama yang disitir oleh Satjipto fahardjo. 8anwa praktek-praktek yang dijatankan oleh angqotd
asyarakat bukannya berpedonan kepads preskripsi peraturan-peraturan, aelainkan praktek yang dituntut oleh pertis-
bangan meaberi dan penering. Hukun ity lahir bukan pads waktu teriadi sengketa/konflik, welainkan tinbul dari prakte-
praktek yang serta-nertd perdasarkan pertinbangan sosial serta indivicual tentang bagaidana enaknya suatl ha) ity akan
dilakukan {Lihat dalan Satiipto pahardio, Aukup dan Masyarakat, hagiasa bandung, 1980:31)



sudut pandana vana gemikian inl. dipengaruhi oleh
ciri holistik hukum, vang intinva adalah penekanan pada
hukum sebacai salah satu unsur dari kebudavaan yand Ctidak
terlepas dari unsur lainnva dalam masvarakat. Sshingoa
dengan de@ikian untuk dapat melihat dan menempatkan hukum
vang sesual dengan struktur sosialnya. maka lebilh dahulu
narus melihat kepada masvarakat dan kebudavaannya sebagal

suatu kessluruhan.

Wiliam Chamblis, telah menaindentifikasi g1l fat—-sifat
dari kKonsep-—-konsep hukum yang kini dominan., vaitu:

(1) hukum merupakan gambaran dari nilai-nilai vang
diterima secatra Konsensus di dalam masvyarakat:

(2) hukum menterijemahkan nilai~nilai terssbut sebagal
dasar dari aturan-—aturan spsial:;

(3) hukum menterjemahkan nilai-nilai tersebut sebagail
alat untuk melindungi kepentingan masvarakat:

(4) negara dalam sistem hukum merupakan value natral:

(%) didalam masyarakat yang jamak. hukum menggambarkan
kepentlnqan kepantingan gari masyarakat secara
keseluruhan vyang dapat mewakili semua kepsntingan
vang berbeada-beda dari kelompok- kelompok vang ada
dalam masvarakat { Podgorecki. 1987:151).

Konsepsi hukum diposisikan sebagal pola hubungan
antar manusia dan sekaligus merumuskan nilai-nilai vang
diterima oleh masyarakat kedalam bagan atau stereotif
tartentu, vand dikombinasikan dengan suatu pak$aan

{negaral. untuk mendorong agar suatu perbuatan tertentu

&0



gikemudian hari sesual dengan yang gikehendaki. Hal ini
karena hukum berkaltan erat denaan usaha untuk mewujudkan
nilai-nilai tertentu, melalui suatu mekanisme paksaan.
Namunn kekuatan vang bersifat memaksa dari hukum, menurut
purnadi Purbacaraka (1988:11), bukanlah merupakan unsur
mutlak. yang harus ada pada setiap hukum. Justru vyangd
menjiadi eéensi hukum adalah adanya adopsi nilai~nilai
yang menjadi sifat untuk mematoki (sikap tindak). Sebab
manurut wiener. jika hukum, lebih mengedaepankan kepada
kekuatan paksa justru akan menimbulkan perlawanan
(Rasjidi.l993:95).

Dari sinilah timbulnvya ide. bahwa hukum 1itu mem-
pentuk masyarakat menurut ayatu pola b%ngunan tertentu vang
spesifik sesual dengan struktur masyarakatnya43. sardjito,
(1990:129), hukum merupakan perwujudan nilai-nilai dan
berlakunya suatu sistem nukum tidak dapat dilepaskan dari

struktur masyarakat dan nilai-nilai pendukungnya, dsngan

membarikan patokan penilaian, masyarakat talah mendorong

e A e e Tl B e A WA e et § B S sy T S =

43. levembergen, sebagainana yang disitir oleh Satjipto Rahardio. Gahwa hukus ity dalan dirinya nengandunqg dua hal,
yaitu: pertana, patokan penilaizn, menyatakan apa yang dianggap baik dan tidak dan kedws, patokan tingkah laku, melt-
lui penilaian ini 1ahirlah petunjuk tentang tingkah laku wana yanq termasuk kedalas katagori harus dijalinkan dan
yang harus ditinggalkan dalan kehidupan sesial nasyarakatnya { Satjipto Rahardjo, [law Huku, aluani, 1986 :10)
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AURUmNya untuk bargerak atas kekuatan sendiri, vang tentu-
nya tidak dapat dilepaskan dengan basis sosialnya44.

Kondisi ini sekaligus dapat dipergunakan untuk

menggambarkan hukum dalam tataran formal, yang blsa saja

seolah~olan bertindak otonom dalam melakukan pangaturan.

Fadahal pada saat—-saat tertentu akan muncul fungsi kontral

lain, sebagai manifestasi vang dijalankan oleh dunia ide

dan nilai-nilai, yang bisa jadi esensinva berseberangan

dengan otonomi hukum formal. Ssbab hukum itu tidak jartuh

dari langit atau muncul dari pikiran para ahli hukum me-

lainkan merupakan bagian dari kehidupan vang lebih besar

dan luas. Tidak dipahami sebagai suatu institusi vang

isoterik dan otonom. senantiasa berjumbuhan erat dengan

nilai-nilai dan norma-norma serta bersifat terbuka dengan

proses kehidupan sosial.
B. Tipologi Hukum dan Masyarakat

Menurut Talcott Parsons. SUatu Ccltrl vang meiekat suatu

perkembangan masvarakat adalah terjadinyva suatu diferen-

44, Kondisi seperti ini, dapat disebandingkan dengan pendapat Ronny Hanitijo Soemitro. Ketika Beliau mengatakan bahwa
aspek legalitas seharusnya berakar pada masalah kebidupan kolektit masvarakat {Linat Romny Hamitijo Seemitro, Politil,
kekuasaan dan Hukum (Pendekatan Nanajesen Hukunj, Badan Penerbit Undip Semarang, 1997, halaman: §)
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siasl. Melalui diferensiasi., masvarakat terural Redalam

berbagal bentuk bidang spesialisasi vang relatif

masing-
masing mendapatkan kedudukan vang otonom. Oleh Kkarenanva
susunan masyarakat menjadi semakin kompleks. Proses de-

ferensiasi ini akan menimbulkan perkembangan bagl sistem

sosial dan hukumnva (Rahardjo.i983:49).

Tunnsr menganggap perkembangan hukum dan masvarakat—

nya sebagai suatu bentuk penvesuaian institusional terhadap

masalah-masalah pengendalian dan koordinasi dalam proses

modernisasi masyarakat yang selalu berkembang sesual dengan

realitas sosialnva4b,dan perkembangannya, merupakan suatu

masalah yang rumit., Turner menyatakan:

Linkages between law and socciety are opten lert implic—
it: change in the relative importance of these linkages
is frequantly not discussed: and there is a tendency to
olace too heavy an emphasis on single variables and
theraby ignore tha multiplicity of institutioconal in-
fluences on legal development(1974:3).

A o oy o ot AR bR i Yt Vst o s S b Mok WA Shs?

45. A.h.G.Peters, bahwa proses modernisasi yang paralel dengan realitas sosialnya aeniliki sifat beius selesal,
karena proses modernisasi pada dasarnya adalah usaha yang disengaja untuk senizbulkan perubakan sosial dan peabarvan
sosial. Orfentasi kepada perubahan dan pewbaruan yang disengaja ini, telah aenyehabkan tinbulnya farakteristik dari
realitas sosial moders sebagai wujud dari ‘buatan manusia’. Nanun wengingat kelas-kelas dan kelompok-kelonpok yang
seapunyai kepentingan-kepentingan yang berbeds didalan perubahan dan peabaruan, waka mereka pasti akan berbeds peada-
pat mengenai bagian-bagian yang mama yang salah dan perubahan- perubahan apa yang harys dibuat [A.A.G.Peters dan
Koesiiani Siswosoebroto, Kuku dan Perkembangan Sosial: Bukw 111, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1990:15)
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Wa;aupun proses diferensiasil dan perkembangannya
bersifat kompleks dan rumit, namun secara umum dapat
dijelaskan melalui beberapa variasi tipologi perkembangan
hukum dan masvarakatnya. maskipun realitasnya tipologi ini
balum dapat menjelaskan secara lengkap dan komprehansift.
sapab dalam perkembangan hukum pasti terijadi variasi-
variasi sabagal akibat dari perbedaan kondisi masyarakat
serta aaanya intervensi hukum asing vYand justru dapat
bersifat a historis bagi kehidupan hukum dan masyarakat
1okal46. Namun dari aspek historisnva tidak dapat dipung-
kiri adanya suwuatu benang maerah tahapan perkembangan Rulkum
dan masyarakatnvya.

tmile Durkheim, dalam tipologinya. mengemukakan suatu
teorinya. bkahwa hukum merupakan ukuran bagi adanya tipe-

tipe solidaritas tertentu dalam masyarakat, yaitu: solidar—

(e i v (et o e ey Ukt T e e SR i o S e

4. Hodel ini juga dipergunzkan oleh Hobert fouland, ketika menjelaskan proses gvolusi dan implikasi intervensi
hukwe pads masyarakat lokal, yaitu yelalui proses evolusi bergaris tunggal, Menurut pahan evelusi ini, bahwa semud
nisvarakat welewati tahap-tahap identik, baik wenqenai isi maupun urat-urutannyd, Oafa bidang hukun evolusi ini
pencapai puncaknya ketika hukua dilepaskan dari anasir-anasir non hukun. pahan evolusi yang deaikian 1ni senurutnya
dapat juga berimplikasi negatif bagi kehidupan lokal. fa wenyitir pendapat B.Kalinowski, statu wasyarakat (hukus,pen)
odern tidak putlzk terletak pada tahap perkembangan sebeluanva tetapi oleh cara kerja intern berbagai unsur yang
pesbentuk sistin sosiainya. Tahapan (evolusi) dipergunakan sebagai peabenaran terhadap intervensi hukua (transplantasi
hukus) pada suate daersh tertentu, untuk menciptakan suatu sistis hukes yang aodern (Linat Nobert Roaulad, Antrapolgi
Gutus, Atmajaya Yogyakarta, 1997:12). Legika pebenaran transplantas hukun yang desikian fni, sebemarnya juga
dipergunakan oleh Belanda di Indonesia (Hindia Belanda) nelalui prinsip Konkordansinya.
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itas mekanis dan solidaritas oraanis. Untuk lebih delasnva

dapat dilihat pada ragaan dibawan ini:

HAGHAAN 4
SKEMA SOLIDARITAS s0sTAal. EMILE DURKHEIM4f
! j
} Solidaritas Sosial !
eed
T I
{ i
Masvarakat | | Masyarakat
segmantal / | nasional/
orimitif [ | modern
| |
™ 1 : !
E Makanis } } Organis |
Il
! l
LT .
| | kesadaran kolektit | !
] | (coillective concience) | |
i L i |
r : ! !
| Hukum Refresift } 1Hukum Restitutif|
L et
Spolidaritas mekanik merupakan karekteristik dari
masvarakat vang relatlf sederhana (homogen) . Kesatuan cdan
parsatuan dalam masvarékat umumnya - didasarkan pada

hubungan antar nribadl serta persamaan kebliasaan, dagasan
maupun sikap. Mereka itu bersikap dalam berbuatan—perbuatan
vang sama, demikian pula menahayati nilai-nilai dan cita-

e e o S e e S o e A o Mkt T o s o S S

47, Suber ragaan diperoleh dari: Taufik Abdullah dam Van Der Leiden. Ourkhein dan Pengantar sosiologi Moralitss.
Jakarta, Yayasan Obor [ndonesia. 1986:18) -
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cita yvang sama. Sedangkan solidaritas oraanik ditandal oleh .

pembagian keria yang sudah maju dan rumit. dasar solidari-
tasnya ﬁerletak pada hubungan fungsional antara pribadi-
pribadi maupun kelompok-kelompok yvand melaksanakan perbagai
peranan yang bervariasi.

Berkaitan dengan dua tipe solidaritas masyarakat
tersebut, maka terdapat dua tipe nukum, vaitu hukum repre-
sif dan: restitutif. Pada masyararat dengan solidaritas
mekanis,‘ tipe hukumnya represif, hukum'yang represif ini,
merupakan suatu bentuk pehgorganisasian vyang didasarkan
pola kehidupan berséma vang kolektif. dengan keterkaltan
dan kesamaan yvang besar diantara para anggotanva. Sebagal
akibatnya maka hukum yang dilahirkan, adalah vang bisa
menjamin dan mempertahankan sifat-sifat keterpaduan <dan
kasamaan dalam nilai-nilai kehidupan kolektif masyarakat-
nya. Melalui cara membatasil kebabasan bergerak dan Kke-
merdekaan untuk melakukan pilihannya (Rahardijo. 1985:48).
Menurutnya hukum yang demikian, harus lebih banyak bekerja
dengan inempergunakan ancaman-—-ancaman hukuman, sebagalmana
vang 1a katakan: Every precept of law can be detfined as a

rule of sanctioned conduct (Durkheim,1964:17).
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Peralihan Kkepada solidaritas organik, ditandaili oleh .

menurunnya ikatan kolektivitas dan naiknya induvidualitas.
Disini mulai terjadi hubungan—hubungan yvang bersifat priba-
di vang tidak terikat lagi dengan pola kesamaan., melainkan

terbuka iuntuk didasarkan atas rancangan—ranhcangan vang
dibuat sendiri oleh para pihak vang berkehendak untuk
melakukan hubungan tersebut. Individu tidak dikelompokkan
dalam ségmanvsegmen, tatapi menurut Kegiatan vyang mereska
lakukan, seperti misalnya kelompok profesi. Baerlawanan
dengan masyarakat segmenter. maka didalam masyarakat vyang
ditandai oleh solidaritas organis terdapat saling keter—
gantungan vang besar., keadaan ini mengharuskan adanya
kerjasama (Taneko, 1993:9).

Hukum., pada masyarakat bertipe seperti ini dituntut
untuk mampu menyediakan fasilitas vyang membatrikan dpkungan
bagi rancangan-rancangan bebas yang d;lakukan oleh para
anggota masyarakatnya. dalam hubtingan vang satu dangan yang
lain. Disini anggota masyarakat diberikan keleluasan vang
cukup besar untuk memilih sendiri bentuk—-bentuk hubungan‘

yang mereka kehendaki dan merancangnya. Menghadapl tuntutan

vang seperti 1tu, pengorganisasian masyarakat vang bar-
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orientasi kepada pentuk perilaku yang seragam, tentulah
tidak bisa dipertahankan lagi. Pada tipe masyarakat Yang
gseperti ini., yand diperlukan pambeatrian kesempatan agar
kebebasan dalam hubungan antara pPara anggota masyarakat
bisa terjamin. Hukum pberperan mengembkalikan parsoalannya
kepada keadaan semula. hukum tidak boleh menvebabkan
nubungan—hubungan yand bebas meniadi toarhambat, peranan
hukum hé}us dijaga sedemikian rupa sehingga hanva menyedia-
kan Tfasilitas vang.‘memungkinkan hubungan=hubungan itu
menemukan keseimbangan keﬁbali (Rahardjo. 1977:150). 0leh
Alant Hunt (1978:68). diartikan sebagai The return of
things as they weare. karena hukum restitutif. berupaya
membentuk kembali hubungan yand sukar kearah vang normal .
atau keadilan vangd meyaimbangkan kembali.

Teori purkheim diatas. menkonsepsi hukum ditengah-
tengah masyarakat, sebagai suatu fakta 50513148. vang meru-
pakan endapan dari cara-cara pbarpikir aan bertindak. Hukum

dikonsepsikan sebagai gejala vand tergantung struktur

wm—uﬂwﬂuw—‘wm-ﬂmm——lwq—!uw-—l

48. Hukun ‘sebagai fakta sosia} inilah, yang oleh fulivs Stone sebagainana yang disitir Soetandyo Wignjosoebroto,
sebagai suatu hukem yang bersifat dinanis, Helalui kekuatan kohesi (solidaritas) tertentu yang pengakibatkan terja-
dinnya perubahan pada pranata, pzka akan ditindak-lanjuti oleh perubahan hukusnya. (Soetzndyo Wignyosoebroto, Kupy-
Jan Bahan Bacaan Hekur dan Nasyarakat, Fakultas Hukue Unair, halaaan:d-s)
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zosial idalam masvarakat dan parubahannva juaa tidak dapat
dllemnaskan denaan Sstruktur masvarakatnya. sebab hukum
merumakén suatu sarana untuk mempet tahankan keutuhan
masQarakat maupun  untuk menentukan adanva paerbedaan—
perbedaan dalam masvarakat.

Relatif berbeda adalah tipologi vand dikemukakan clah
Henry Sumner Maine. Menurutnva. perkembandan masvarakat itu
berialag dari status ke kontrak (Rahardio. 1983:74).
Berdasatrkan teorinva. bahwa sajarah hukum dan masyarakat
menunijukkan adanya pola avolusi menuiu kepada hukum vang
modern. Status atau kedudukan merupakan suatu kondisi dari
individu tanpa kemauan dan kasempatan. kaeadaan tersebut
merupakan c¢iril tertib sosial. dimana kelompok marupakan
unit primer kehidupan sosial. Setiap: individul terlibat
dalam Jjaringan hubungan kekerabatan dan kelompok.- Dengan
berkembangnya paradaban. keadaan tersebut berubah meniadi
suatu isistim sosial vand didasarkan pada kontrak. vaitu
Sesuatﬁ parbuatan vand ditandai dengan pergerakan progare-
=it dari kondisi status/kedudukan (kolektif) ke kontrak

vang bersifat individual. sebagal pancearminan timbulnya
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kebebasan dan kesempatan untuk menentukan nasibnya sendiri
(Soekanto. 1985:13).

palam deskripsi teoritis vand dilakukan oleh Hart,
secara spisifik hukum dikonsepsikan sebagal institusi
sosial_yang bertujuan untuk menyelenggarakan keadilan dalam
masyarakat. yéng senantiasa berbeda (bervariasi) mengikuti
tingkat perkembangan masyarakatnya. Pada masvarakat vang
dengan'éiri~ciri:

(1) Populasi maéyarakat vang kecil/sedikit:

(z) Lingkungan yang relatif stabil.

{3) Hubungan masyarakat terijalin erat baerdasarkan asas

kekaerabatan, sentiman dan kepercayaan vang sama.

pada masyvarakat vyand demikian ini. maka penyvalenggaraan
keadilan sudah cukup melalui penggunaan rezim par-
aturan—peraturan yand tidak tertulis atau sedaerhana. Yang
disebut dengan beraturan kewzjiban primer/tidak resmi
{primary rule of obligation). adapun kelemahan vang
terdapat pada peraturan yanQ demikian ini adalah:

(L) Adanva ketidak—-pastian. dalam suasana réjim. separtl
itu, masyarakatb mhidup dalam ikatan paraturan yang
tidak merupakan satu sistim, terdiri dari perangkat
¢tandar sederhana yand tarlepas satu sama lain.

(23 peraturan—-peraturannya barsifat statis. satu~$atunya
m~ara barubahan adalah melaluil suaty bproses per-



cumbuhan vana lambat. Sehingga tidak dijumpail sarana
untuk melakukan perubahan secara sadar adgar per-
aturannva disesuaikan pada keadaan vand barubah.

(3) Tidak efesiennya cara—-cara masvarakat untuk mempar-
tahankan peraturan-peeraturan vang berlaku. c©ara
menvelesaikan senagketa dilakukan melalui  tekanan
cosial vang bersifat kabur (Rahardio, 1986:153).

parkembangan tahap berikutnya. dari masvarakat rejim
peraturan tidak resmi atau maréturan kewaijiban primer.
menuiu kepada tipe masyarakat rejim peraturan resmi atau
peraturan kewaijlban sekunder (secondary rules of obliga-
tion). Rejim peraturan ini. memerinci lebih laniut apa vang
dilakukan oleh peraturan primer denqah cara mempertaiam.
menciotakan; manghapuskan, merubannva secara pasti dan
tegas. Untuk itu peraturan Yyand dibuat. adalah:

(1) Peraturan vang berisi pengakuan terhadap norma
tertentu (rules of recognition). Dengan adanva
peraturan ini. maka jelas dan pastilah apa vang
merupakan kaidah dalam perbuatan atau hubungan.

(2) Peraturan yang menggarap perubahan-perubahan {rules
of change). Dengan adanya peraturan ini bisa diten-—
tukan secara jelas dan tegas bagaimana peraturan-
peraturan baru yang meniadakan yang lam diciptakan.

(%) Peraturan bagi penyelesaian sengketa (rules oT
adiudication). Peraturan ini memberikan - kekuasaan
kepada seseorand untuk membuat keputusan yvang mem?
punyal otoritas mengenai ikhwal apakah suatu
peraturan tertentu dilanggar (Rahardio. 1986: 1547,

Berbeda dengan Hart. menurut Talcoot Parsons, calam
proses diferensiasi. terjadi suatu evolusi perkembangan

masyarakat dan hukumnva. melalui tiga tahap. vailtu: premi~
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tif. partengahan dan modern. Sebagaimana vana terlihat pada

ragaan dibawah ini:

RAGAARN 5
PERKEMBANGAN MASYARAKAT DAN HUKUI"INYF\49

Primitif_ Pertengahan - Modarn

bahasa

tiukum
tulis formal

Feiralihan dari hasa primitif kepertengahan ditandai
oleh munculnya bahasa tertulis, sedangkan sistim hukum
formal menandai peralihan dari masa pertengahan ke modern.
Bahasa tertulis mempunyai peranan untuk turut merubah
struktur masvarakat, khususnya memisahkan wilavyah
kebudavaan dan sosial. Dengan pemunculan bahasa tertulis
tersebut dimungkinkanlah kebudayaan itu berkembang secara
lebih otonom. oleh karena itu ia tidak lagi tergantung pada
aaya kemampuan ingatan manusia.

Munculnya sistim hukum formal menandai.lahirnya gsistem

Aukum modern. Menurut Gianfranceo Poggi. sandgat ditentukan

A v Ty Y— ot s Wi AL S S T e kS WA nld S it v

49.5uber raqaan: Satiipto Rahardio,Hukuw dan Pervbaban Sosial: Sustu Iinjavan Teorifls serta Pengalaaan-Pengalanan di
Indonesia, alunni 8andung,1983:49)
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olah proses tahapan pembentukan negara modern, vang alur

‘oerkembanqanva dapat dilihat pada ragaan dibawah ini:
RAGAAN &

MUKUM MODERN
(Transformasi Nilai dan Sosial)50

\ A
Abad XIX constitutional gephukum modern RI abad XX
state rule of law

l |

Abad XVILL absolutisme 4___~,,bureaucratic koloni
law
(developmental
arrested)
Abad XY city state Vo XVIL
cstandestaat
Abad VII feodal gewm———y fe0dal svystem
of rules
Masyarakat Huium Indonesia
(sosial politik)

. [ ]
. parkembangan masvyarakat

dan hukumnhva

Pada tahapan pefkembangan akhir dari proses. vyaitu

terbantuk negara konstitusional. Kedudukan hukum memegang

A o —— T - o Y oyol st T W W W

50.Suber Ragaan:Pengembangan dari sumder perkuliahan Sosioloai Hukus, Prof.0R.Satjipte Rahardio.SH, Hagister Ilme
Hukun UND1P, 1991, ‘
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peranan vital., diperaunakan secara sadar dan sistematis
mengatur kenidupan bernegara dan kemasvarakatan. Suatu
vang menonjol dari Kehildupan konstitusional vang demikian
ini adalah terdapat suatu sistem peraturan hukuh vang
menjadi kerangka bagi seluruh kegiatan dalam suatu negara.
baik itu kegiatan perorangan maupun kKenegaraan. Karak-
teristik yang demikian ini cukup membedakan dari sistem-
sistem pada tingkat bgrkembangan sebelumnya. Disini vyang
dikatakan hukum adalah suatu vang barsifat abstrdk dan
formal. suatu sistem hukum terdiri dari ketentuan—-ketentuan
vang bersifat umum yang bersumber dari suatu pusat Kke-
kuasaan yvang berdaulat., terpadu, homegen dan dianagap tidak
mengenal Kekosongan—kekosongan.

Dalaﬁ kondisi vang demikian ini. maka fungsi integra-
tif dalam masyarakat tidak lagi dilakukan oleh keskuasaan
politik menurut kehendaknya sendiri.Ssbagaimana dikonstatir
oleh Kelsen maka bangaturan hubungan—hubungan kemasyarakat-
an ditundukan pada peraturan—-peraturan, bailk menganai
substansi maupun prosedurnya vand telah ditentukan secara
pasti dan diketahui oleh semua orang. Juga dibidang. hukum

ekonomi atau bisnis terjadi pembebasan, vaitu dibebaskan
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sektor tersebut dari anasir-anasir non hukum, seperti
kekuasaan politik. budaya dan keagamaan dengan mendasarkan
diri pada pengaturan hukum secara formal. dengan harapah
agar te#capai kepastian dan ketertiban secara maksimal

(Fadjar,4996:32)). Karakteristik ini vang umumnvya diper-

gunakan Untuk menandal lahirnva sistem Mukum modernbl.

Realitas ini vang dikritik oleh Satiipto Rahardjo
(1983:li5). menurutnya perkembangan hukum  dan organsasi
kenegaraan bersifat unik. yaitu dimulai dari ﬁasa sebelum
organisasi negarsa vang modern kemudian beraiih ke
pesmbsntukannya sebagal suatu organisasi yang modern dan
diteruskan dengan suatu palimpahan kembali kekuasaan Kepada

sektor-sektor kehidupan swasta. Dalam perkembangan Yyang

-—w-w—w—-—”m—dwmp—*-nwwm——u

s1. Salah satu aspek dari konsepsi hukuw nodern yang aeapunyai arti penting adalah ciri instrumental dari hukes
yodern, Yyaitu pengunaan dengan sengaja untuk aengeiar tujuan-tujuan atau pengantarkan keputusan-keputusan politik,
sosial, ekononi yang dianbil oleh negard. david ,Trubek, melihat hukum modern gebagai suatu proses sosial tertentu
yang wuncul dari proses perkeabangan pada ususaya, dengan ciri utananya adalah: {1) merupakan sistin peraturan, (1)
serupakan suaty bentuk tindakan nanusia yang dilakukan dengzn penth kesengajaan, {3) perupaken bagian tetapi juga
sekgligus otonon terhadap negard. Sedangkan Harc Galanter, aenyebuthan 11 (sebelas) ciri-ciri dari hakun wodern:
(1)bersifat tertitorial nonpribadis {2} transaksionsl: {3) universalistis; (4)hierarkhiss 5)birokratis; (b)rasional;
(7)dijalankan oleh ahli hukus; {8ibersifat teknis (9) dapat ¢irubah (10)bersifat politik (11) pesbuat dan pelaksans
pukun dipisahkan secara tegas. {Lihat dalan, Harc Galanter, dalan bukunya Myron Keiner: Hodernisasi, Diranisasi,
Pertusbeban, Gajanada University Press, Yogyakarta, 1994, halaaan:118-121)
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demikian ini dikenal adanva 3 {tiga) siklusSz. vaitu:
pertama. adalah tingkat pengoraanisasian masyarakat poli"A
tik vang masih rendah. Tingkat ini ditandal oleh kemampuan
struktural dan personal organisasi negara yand rendah dan
otonomi sektor-sektor swasta vang tinggi. Kedua. timbul
manakala pangorganisasian negara telah menjadi semakin rapil
dan kekuasaannya Jjuga semakin efektif. dalam keadaannya
vand démikian ini memang ia lalu tidak barsedia lagi mem—
bagi-bagi kekuasaaan dengan pihak swasta. sedangkan perkem-
pangan selaniutnvya, vaitu siklus ketiga. sekalipun keadaan
tidak dikembalikan seperti pada gsiklus pertama. namun
kecenderungan menunijukkan adanya pelimpahan kembali ber-
baucaai sektor kekuasaan pbublik ke sektor swasta. Oleh karsna
hukum sebagail kerangka kehidupan snsial itu melekat padsa

tarat kemampuan negara untuk mengorganisir dirinya. maka
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§2. Siklus verkesbangan kehidupan negara disini, terdapat dalas karya lepas satiipto Rahardjo tentang . Suatu Kasus
pergeseran Kekuasaan Publik yang teriadi pada kontraktor babi (Lin pheng Seng} di Pontianak. vari analisis yang di-
Lakukan, dapat nenggambarkan adanya interaksi amtarz bekerjanya nekaniswe kehidupan sosial vang formal dan yang
infornal, Pada saat aekanisae formal aepgendor, maky dengan sedirinya nasyarakat akan pestnculkan  mekanisaenys yaeg
infornal, sehingga dengan deafkian kehidupan sosial aksn tetap berjalan. Pergeseran aekanisne tersebut, secara tepat
dijelaskan welalui siklus kehidupan masyarakat/negara (Lebih Lanjut Lihat Satjipte Rahardioe, dnakz Persoalan Ruker
dan Aasyarakat, &luani Bandung, 1983:111-118)
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siklus-siklus perkembangan itu beriaku pula pada sistem
hukum modern.

Dalam kondisi vyanga demikian, apabila suatu hukum
modern giberlakukan pada masvarakat lokal tertentu dapat
tarjadi idua kemungkinan, yaitu: melakukan penolakan atau
menerimé dengan beberapa perubahannya. Inilah vang oleh
Nobert Houland disebut sebagal akulturasi53 dibidang hukum
pada sié£1m hukum modern., yaitu suatu proses transformasi
yang dialami oleh suatu sistem hukum  bila berhubungén
dengan kondisi sistim hukum (lokal) vang dabat bersifat
unileteral (salah satu hukum barubah) atau pbersifat timbal
palik (melalul proses modifikasi) karena bersentuhan di-
antara sistim hukum terssbut (Sulaiman,1992: &9-70).

Berkaitan dengan hukum modern vang karakteéristiknya
formal ini. apabila ditelusuri dari sejarah pe rkem-
bangannya. Oleh Weber, dapat dipilah menjadi dua tipologi:

(1)Irrasional (irrational)

a.formal irrasional (formal irrationality)
b.Subtantantif Irrasional (substantive ratipnality)
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§3. Akulturasi adalah suate proses sosial di mana aantsia dalan svaty masyarakat dengan suaty kebudayaan tertenty
divangaruhi oleh unsur-unsur dari suatu Yebudayaan asing yang sedenikian berbeda sifataya, sehingga unsur-unsur ebu-
dayaan asing tersebut laabat-laun diakonodasi dan diintegrasikan ke dalan kebudayaan ity sendiri tanpa Kehilangan
kepribadian dari kebudayaannya sediri (1ihat Koentiaraningrat, Sejarah Teori dntropologi I1VL Press,1990,halanan:91)
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(2)YRasional (rational)
a.Substantif rasional {(substantif rationality)
b.Formal rasional (Formal rationality)
(Taneko,.1993:13)
Berdasarkan tipologinva Weber, hukum irasional formal
adalah bukum vang disandarkan pada hai~hal suci dan di-
tandai oleh suatu kepercayaan ﬁvata atas magis. ciri-ciril
itu digambarkan sebagail perintah terinci mengenal tata
cara untuk mengembangkan dan melaksanakan paraturan hukum.
sedangkéé hukum substantif irasional. apabila ada putusan
vang dipengaruhi oleh fakta kongkrit dari kasus Khusus
yang dinilai atas dasar etika. emosi (parasaan). dari pada
pelaksanaan norma~norma umum terhadap fakta tersebut.
Individu tunduk pada pejabat vang bebas untuk menentukan
hukum. Dalam hal ini Weber mencirikan hakim patrimonial
China ssbagai penyelenggara keadilan kadi/solomonian.
perkembangan berikutnva, adalah terbentuknya hukum modern
vang berkarakteristik formal. Adapun vyang dimaksudkan
denaan hukum rasional formal merupakan karakteristik Kkhas
dari kebudayaan Barat yang lakir dari perpaduan antara
kepentingan kapitalisme dan keharusan adanya peraturan
formal dan tata cara prosaedural yang resmi (birokratis),

dan seragam.
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C. Hubungan Hukum dan struktur RKemasyarakatan

veberadaan hukum tidak capat dilepaskan dengan struk-
tur masyarakat dan proses perkembangan masyarakat Lazimnya
selalu diikuti oleh perkembangan dan perubahan hukumnya.
Realitas ini dengan sangét baik. dapat dijelaskan melalul
teori sistem tentang masyarakatnva Talcott Parson354, yang

pemapatannya dapat dilihat melalul model kontrol Siberneti-

ka55, diﬁawah ini:

e e e i e e I b b e W B oy o A sy L 5

6. {feori Parsous ini, dipergunakan sebagai dasar analisis dalm disertasinya Satjipto Rahardjo yang barjudul Hukan
dan Perubahan Sesial: Suatu Tinjauam Teoritis serta Pengaiamanan-Pengalanana di Indonesia dan Robert H.Bellzh yang
berjudul Relegi lokugawa akar-akar Budaya Jepang {alik bahasa), pl.Granedia Jakarta,1992.

5y Sibernetika berasal dari kata Cybernetic, aerupakan salah satu teori sisten sekanis (#echanise systes achine
systea) yang secara aualogi diterapkan dalas hehidupan vanusia (fiving organise-bunan iifer. hsal-wulanya dizmbil dari
katz yunaai “kubernztes” yang sama artinya dengan steersans atau governer yand dalan bahasa Indonesiz dapat padan
dengan istilah alat atau pengatur (on a2 engine). Teori ini untuk portams (zli dicetuskan olen Mobert Wiener, yang
dipergunakan untuk senunjukan adanya proses penyelenggaran pesan searih, yaitu proses konunikasi {sisten komunikasi)
antara pewberi pesan dan peneriaa pesan. peabderi pesan merupakan pihak pertana ving pcaberikan pesan kepada pihak
keduz (penerina pesan) yang pengakibathan tisbulnya reaksi pada pihak kedua untuk memberikan infornasi kepada pihak
pertana, sejunlah kehendzk pihak pertana. Tanpa adanya pessn dari pihak pertama, pihak kedua tidak akan meaberi reaksi
kepads pihak pertama. Sehingsi pihak pertams, melaiui pesan yang diberikan, juga berkedudukan sebagai pusat enerqi
yang aeadorong pihak keduz untuk bereaksi. konsep dasar teori inilah yang diperqunskan oleh falcott Parsons, ketika
senjelaskan perkeabangan hukun dan sistin kemasyarakatanaya. (Libat Lili Rasyidi, Aekes Sebagal svatt Sistem 1390
o).



RAGAAN 7
MODEL KONTROL SIBERNETIK PARSONSZ®

DIMENSI SUBSISTEM GERAK PERTUKARAN
FUNGSLONAL : STBERNET LK
L. Latensi sistem buaaya Rendah

. Kontrol infor-

masi yang tinggi

I. Integrasi sistem sosial

&. Pencapaian sistem Kepri-

tujuan badian
8. Adaptasi organisme 1?
perilaku Rendah Kondisi

enersi yang
tinggl

pada ragaan di atas terlihat. subsistim budaya memi-
1iki energi rendah dan informasi tinggi. vand partfungsi
sebagal latensi (untﬁk mampertahankan pola). meialui fungsi
ini aktivitas hubungan antara sistim “sosial dan sistim
budaya menjadi bermakna, dan makna disini eksistensinya
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56, Susber ragaan diketip dari: Haryataoko, panusia dan Sisten; Pandangan Ientang panusiz dalaw Sosivlogi laleott
parsons, Kamisius Yogyakarta, 1986:45)
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terletak melahpaui individu. terdiri dari suétu kesadaran
kolektif vyand disosialisasikan oleh ipndividu (Salman.
1986:72). Pamberian makna disini berisikan suatu patokan
niiai-nilai vang telah teruji dan diterima dalam rangka
mewujudkan perilaku individu maupun masyarakat. yvang dipetr-
57y,

oleh melalui proses cara helaijiar Nilai-nilai ini.

mempunyal fungsi yang utama dan ampuh, guna menentukan

bentuk—ﬁentuk hubungan yang dikehendakil.

Melalui fungsi ini setiap masyarakat memiliki
idantitasnya Yyahd diwarnai oleh pilihan hilai~ni1ai. Uleh
karena itu, dalam subsistim budaya dapat dijumpai sejumlah
pranata sosial (institusi aosial) dan pola—-pola kebudayaan.
Hal inilah vang menyebabkan setiap {ndividu atau suatu
komunitas tertentu mampunyai paersapsi dan pandangan yvang

berbeda—beda terhadap paerbagai hal dalam kehidupannya.

§7.1ssensi nakna dari aspek dudaya ini diperoleh individu nelalei proses belajar, artinya tidak wuncul dengan
sendirinya. Nilai-nilai dam norma-norma yang dianbil sebagai pedonan bertindak cepertl 2pa yang dicita-citakae
pasyarakat dipelajari individu sejak nasa kecil hingga ia dewass, dan proses penyesuaian ini berlangsung secara terus-
aenerus, yang terdiri dari: (1) iaternalisasi, diartikan sebagai proses berbagai pengetahuan yang belyn dikemal
individe nasuk aenjadi bagian dari diri individu tertentu: (2} sosialisasi, diartikan proses bagainana seorang indi-
vide nenyestaikan diri dan bergaul dengan lingkungan teazn-temdn disekitarnyd dan (3) enkulturasi, diartikan sebagai
proses dimana individe aeailih nilai-nilai yang dianggap cocok dan paling baik bagi dirinya dalan koateks hidup ber-
nasyarakat. (Lihat dalan L.Dyson, Tertib Sosial Dalas Kajian Kebudayaan, pirlangua University fPress, Surtbays, 1991,
halasan:235)



rarbedaah dalam cara pandang ~akan menyababkan
variasi dalam tingkah lakunya. sehingga mungkin saja model
tingkah laku pada komunitas tertantu, dianggap
ganjil/tidak lumrah.namun bagl kelompbK lainnya «cianggap
sebagail kewajaran bahkan keharusan. Karena ukuran menilai
adalah aturan yang bariaku abstrak, dan piasanya kelompok
komunitas marasa model tingkah lakunya yvang dianggap
paling, sesuai. baik dan benar.

Masukan subsistim budaya. mamberikan bahan informasi
kepada hukum, guna meramu aturan hukum yang sasual dengan
nilai-nilai yvang bhidup, guna dijadikan padoman oleh
masyarakatSB. Llewellyn. mengistilahkan hukum merupakan
bagian dari kebudayaan yand telah melembaga, Yand bisa
diamati daril substansi norha“normanya dan standar-standat
nilai vang dijadikan patokan dalam kehidupan bermasyarakat
(Soekanto, 1985:34).

Masyarakat dan kebudayaan merupakan suatu dwi tunggal
yang tidak mungkin dipisahkan., vang harus dianggap sabagal
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sg.karl N.Liewellyn aengkonspsikan, Bahva heken eropakan bagian kebudayaan yang antara lain wencakup kebiasaan,
sikap, nilzi-pilai maupun cita-cita nmdnnmﬁﬂunduiwuu@mmﬂ ke generas perikutnya (Soerjono
Soekanto, Perspektif Teoritis Studi Hukun Dafay Masyirakat, fajavall Jakarta, 1985:33)
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gkspresl suatu sikap kebudavaah. artinya tertib hukum harus
dipelajari dan dipahami secara fungsional dari sistim
kebudayaan. dengan damikian terdapat hubungan vyand erat
antara tipe hukum dengan tipe kebudayaannya {Soekanto,
1988:161).

Malalul subsistem budaya diperoleh informasi tentang
Ailai-nilai vang hidup dan sekaligus sebagal salah satu
sumber 'dava bagi bekerianva sistem sosial. Kecudukan sub~
sistim scsial ini, memegdand peranan sentral. Karena péda
hakekatnya etfektivitas ketertiban pada masyarakat lebih
banyak ditentukan pada pengakuan sosial terhadap hukum  dan
bukannyas kKarena penerapannya sscara resmi olsh negara.
Manurut Eugen Ehrlich, ketertiban lebih didasarkan pada
pada Takta diterimanya hukum yang didasarkan aturan daﬁ
norma sosial vang tercermin dalam gistim hukum. Ial barang-~
gapan bahwa mareka'vang berperan sebagal pihak vand mengeh*
bangkan sistim hukum harus mempunyai hubungan Yyang arat
dengan pilai=-nilal vang dianut dalam masyarakat yvang ber-
sangkutan ( $oekanto. 1984;21J.

Menurut peta Parsons. dimensi fungsional primer

subsistim sosial adalah untuk melakukan integrasi. Sub~
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sistem ini. mempunyal hubungan erat dengan dengan prose$
interaksi dalam masyarakat. Proses ‘nteraksi antara indi;
vidu-individu dan komunitQSnya, tumbuh dan berkembang tidak
secara kebetulan. meiainkan tumbub dan berkembang. di at#s
standar_penilaian umum vang disepakati bersama olenh anggoéa
masyvarakat guna membantuk suatu struktum\ sosial59, yahg
dalam sistem sosial seringkall dikonstruksikan sebagal
perwujudan produk kultur tertentu. ' |
palam sistem sosial kehidupan hukum dalam masyarakéﬁ
adalah untuk mengentegrasikan hubungan/kepentingan di~
antara Sesama anggota masyarakat yvand bersifat komplek%,
sehingga diperoleh suatu tingkat Kemampanan tertentu daiam
masyarakatbo. Penqintegrasibini menuntut adanva peril%ku
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59. struktur sesial nenecut pikiran padcliffe-rown, tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan, dan oleh Firth dartikan
sebagai hubungan-hubungan sosial yang lebih fundamental guna seaberikan bentuk dasar pada masyarakat, yang |e|be}ikan
patas-batas pada aksi-aksi yang seaungkinkan dilakukan pada setizp totalitas yang terbit, seperti wisalnya kelompok,
institusi, interaksi dan posisi sesial.( dalan Soerjono Soekanto, Beberapa Teori Sosiologi HukunTentang Stroktar
Hasyarakat, Raja 6rafindo persada. Jakarta,1993:106-107)

§0. Satjipto Rahardje, pengkonstatasikan: bahwa kedudukan hukun dalzn nasyarakat titik beratnya pada fungsi integrasi,
dalan hal ini hukus diarahkan untuk aengakonadasi keseluruhan sisten sosial kemasyarakat. Fungsi tersebat |e}iputi
sistes kaidah yang bertugas untuk wengoreksi dan nengatur perilake yang nenyimpang dari kaidah-kaidah yang bersangkut-
an, ontuk weaenuhi kebutuhan ity naka hukua ditewpatkan pada kedudukan yang sentral ditenqah-tengah suatu }rnses
hubungan sosial fenasyarkatan. fLihat Satiipto Rahardjo, Pembanqunan Hukur yang Siarabkan Kepada lujvan nasional,
Kajalah Hasalah-Kasalah Hukun, Tahun X11-1982 Nomor §-6, halawan: 1 dan bandingkan dengan Otje Salman, Seperapd fspel
Sosiologi Hukua, #lumni Bandung.198%:47) !
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4an peranan tertentu. vand diarahkan untuk mewuﬁudkaﬁ kata
sepakat para anggota masyarakat terhadap nilai-nilai
kemasyarakatan tertaentu. barupea kesepakatan barsama
(ageneral agreements).

Kesepakatan beréama ini. memiliki dava mendatasi
perbedaan pendapat dan kepentilngan diantara para anagota
masvyarakat dalam hubungannya satu sama lain vang didorong
oleh motif mencukupi kebutuhan hidupnyaﬁl. penagintegrasian

vanga demikian bagi Soedjito sosrodihardjo {1986:3 ). s@lain

bartujuan untuk mempercoleh kesepakatan barsama = demil -

mewujudkan ketertiban yang bersumberkan kepada nilai-nilai
tertantu, Jjuga memiliki implikasi adanya perubahan hukum
dan masvarakatnya, apabila nilai-nilai vand dijadikan
pedoman dalam masyarakat menaalami parubahan.

selanjutnva subsistim politik denoan dimensi funasi-
onal primer untuk mengeiar tuiuan. suatu masvarakat selalu
merupakan kesatuan politik. Artinva. masvarakat itu senan—
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§1.  Henurut A.H.Kaslow, kebutuhan dasar wanusia itv meacakup, antara lain: (A} Food, shefter, clothing: {2} Safety
af selfv and property; {3) Seif-esteen; {4} Seli-actvalization dan {5} Love. hpabila kebutuhan-Kebutubar dasar ter-
sebut tidak teroenuhi, naka manusia akan werasa \uatir, yang nungkin sifatnya ekstern {reality anxiety) atal yang
sifatnya intern {newrotic aaxiety and aoral anviety) (Likat Puraadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto,Perikal Kaedih
Hukea, Aluani bandung, 1982: 13}
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tiasa bsrusaha untuk mencapai berbagai tujuan vyang di-
anggapnya bailk, dan ini dilakukan melaiui optimalisasi
potensinya atau memobilisasi sumber-sumber daya guna
mencapai tujuan yang dianggapnvya baik tersebut. Soerjono
seekanto. menysbutkan sebagal suatu fungsi vang berhubuhgan
antara s;stim sosial dengan aKsi kepribadian quna mencapal
tujuan (1993:117).

subsistim politik. tampil untuk manentukan pilihan
kaputusan berbagail tujuan yang diinginkanéz. Tujuan ini
merupakan suatu vang inheren dalam masyarakat, sebab tidak
ada suatu masyarakat yang tidak mempunyai tujuan. Tujuan
yvang paling sedsrhana adalah barangkali untuk bersama-—-sama
mempertahankan kelangsungan hidup dari masyarakat 1tu
sendiri. Hukum dalam hal ini menerima masukan dari sgektor
politik da{am bentuk petuniuk tentang apa dan bagaimanakah
ia harus manialankan fungsinva guna mancapal tujuan., vyand

seCara kongkret dan eksplisit tercantum dalam hukum

positif.

§7.50ehardio.3s. engartikan politik, ketika belia aeajelaskan tentang politik hukun. aenvrutoya xpiilfik diartikan
sebagai suatu seni (cara) atau pilihan, yang berfungsi nesbantu uniuk nengetahui tujuan dari suatu sisten. Tujuan dari
sebuzh sistem hukum berupa suatu tujuan yang besar dan konpleks dan bisa dipecah-pecah kedalaw tujuan yang lebih keeil
{spesifik), sepert bidang dudaya, sosial, elonoai. (Soehardio,Ss. Bakan Aulizh Politik Hukum, 1991:5)
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Disini memperiinatkan antara hukum adan politik mem-
punyail hubunga% vang srat. Hubungan tersebut tidak hanva
tercarmin dalam konteks disiplin keilmuan masing-masing
namur  juga dalam kehidupan nyata. Seperti vang dikatakan
seidman bahwa: To promote economic davelopment., qoverment
must realy upon the iaw, for the ledaal order is the filter
through wich policy becomes practice (Rahardio,l977:65).

Sedaﬁqkan subsistim ekonomi merupakan panghubung
antara hasyarakat dengan‘lingkungannya vang berupa dunia
fisik organis. Subsistim ekonomi dengan dimensi fungsi-
onal primernya adaptasi. maka dimungkinkan masyarakat
mempartahankan kelangsungan hidupnva ditengah~tengah 1ling-
kungan vang bersifat bio~fisis. Mempertaﬁankan kelangsungan
hidup disini mengandung arti kemampuan untuk menyerap dan
memanfaatkan sumber-sumber daya yand terdapat dalam ling~
kungan bio-fisis tersebut untuk kepentingan kelangsungan
hidup masyarakat itu sendiri. Soerjono Soekanto (199%:117)
mengistilahkan sebagail hubundan yvang menvangkut penvesualian
masyarakat terhadap kondisi dari lingkungan hidupnya.

Fungsi adaptasi tersebut mewujudkan diri dalam bentuk

teknik-teknik untuk menyerap dan memanfaatkan Lingkungan.
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sesual dengan fungsi untuk manjatankan adaptasi. maka sub-
sistim sekonomi mengembangkan kulturnva sendiri vang
sesuai. Namun sesungguhnya kultur disini. bukan dimaksud
sebagail sistim nital vyang dipertahankan oleh sub sistim.
budaya dan sosial, melainkan labih behoreintasi kapada
sikap—-sikap vang diperlukan untuk melancarkan pekerjaan
vang lebih mengacu kepada dunia materi. gsubsistim ekonomi
ini memﬁérikan bahan informasi kepada bhukum mengenail
bagaiman% substansi aturan hukum dibuat agar dapat men—
dukung proses perkeambangan dan aktivitas perekonomian.
Ppanerapan hubunhgan sibarnetika yvang demikian 1ni,
melahirkan fenomena saling memasuki diantara subsistim satu
dengan ‘subsistim vang lainnya. Hal ini berartl tingkat
indenpesndensi yang absolut dari masing-masing subsistim
adalah mustahil. karena masing-masilng subsistim dalam
masyarakat berkaitan satu sama 1ain dan mengikuti pola
tertentu; Fenomena tersebut oleh Parsons dinamakan baglan-—
pagian saling perasukan. Melalui bagian-bagian inilah di-
mungkinkan terjadinya saling pertukaran diantara subsistim-

subsistim.
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bengan menerima fenomena seperti tersebut di  atas,
Pparsons melihat sistim kemasyarakatan sebagal suatu
sistim yvang terbuka. vaitu vang salalu mengalami

proses saling pertukaran dalam bentuk input dan output

dengan Iingkungannyab3. Pada pokoknya sistim sosial Kema—

syarakatan ini tanggap terhadap lingkungan, memperhitung-

kan linakungan dan kemudian berjuang untuk mempertahankan

aksistensinya dari segala tekanan dari luar lingkungannya.
Prinsip perasukkan subsisten yang demikian ini., se-
laras dengan Gerakan Studi Hukum Kritis (Critical Legal
Studies M0vement)64n vang intinya menyerang dengan total
dan radikal sendi-sendi teoritik, postulat dan asas-asas

vang diperkenaltlkan dalam tradisi hukum liberal (Barat).

45, Resadi Kantaprawira, aengkualifikasi sistin sosial yang bersifat terbuka kedalan § (seadilan) ciri, vaitur (1}
adanya input energi: {2) throughpat; (3) output derupa energi dan informasi terhadap 1ingkunganayas (4) sifat siklis
{keberulangan] peristiva atau kejadian {dalas keavataan, Yeberulangan 1tu hanya bersifat wirip, dan tidak pernab sama
benar)s (5) entrop: neqatif negentropy), yaitu dala rangka usaha weaceqah kepunzhan: (6} input informasi dan negi-
tiive feedback sebacai antisipasi terhadap kelainan ataw penyimpangan, (1) keadaan nantap {Steady State) dan kesiz-
bangan dinasis (dynasic foneostasis); (8) diferensiasi struktur; (9) eowifinalty, yakni tejuan-tujuan yang sams dapat
dicapai selalui penggunaan cara-card yang berbeda (Lihat Rusadi Kantaprawira, Pendekatan Sistes Palan Plmu-ilse
Sosial: aplitasi Dalaa Meninjau Rehidvoan Politik Indonesia, Sinar Baru Bandung, 1990, halanan; 22)

¢4.8erakan ini dipelopori oleh abli-ahli hukum kenanaan seperti: Richard Abel, Heller, Horton Horwitz, Ducan Kemnedy,
stevard Hacaulay, Resenblatt, David Trubek, Mark Tusnet dan Roberto H.Unger. Dalan gerakkanaya tidak terorganiser dan
terstruktur tetapi jebih merupakan sebush forum bagi pertukaran gagasan, quns serespons gejolak-gejolak sosial sekali-
qus nencari solusinya.



sepsrtl netrallitas hukum (neurralitv of law). otonoml nukum
(autonomy oOF  law). pamisahan hukum dangan politik (faw
politics distinction). Menurut doktrin, asas-asas dan
postulat hukum diatas tidak lebih hanva sebagal mitos
belaka dan false necessity. karsha ticak sepérti vang
dikonstruksikan oleh teorinya., proses-proses hukum bekerja
bukan diruang hampa melainkan pekerja dalam rsalitas vyangd
tidak nef;al dan tidak bebas nilai. Tidak mungkin melakukaﬁ
isolasi hukum dari dari konteksnva diman% ia eksis, sebab
hukum itu dikonstruksikan sebagal negorrabie, subjective
and police-dapendent as palitics (Unaer.l999:17)

Hubungan antara keempat subsistimltersebut melahirkan
relasi fungsional., sehingaa masinq~masing subsistim merupa=
kan romplemen secara timbal balik. Setiap institusi dalam
subsistim tertentu melahirkan output vang dalam.proses di—

namikanva akan berpengaruhn terhadap bentuk sistim hukunm-

nya. Setiap subsistim mempunyai struktur-struktur tersen-

diri., baik vang Khas maupun yang dapat diklaim secara
gabungan, vang dalam relasinya saling membatasi dan
mengawasi. Hal ini dibutuhkan untuk membetrikan resistensl

taerhadap kecenderungan akan parubahan vang menvimpang dari
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tujuan~tuyiuan sistembs. reori Parsons inilah vang manjadi
peletak dasar bagi mazhab struktur fungsional.
D. Interaksi antara Hukum dan Ekonoml
1. Penetrasi Hukum dan Ekonoml

Hukum dan Ekonomi adalah merupakan'dua subsistem darl
suatu sistem kKemasyarakatan vang saling perinteraksi
antara satu dengan yang lainnya. Disatu pihak hukum dapat
dilihat'-sebagai nasil dari berbagal kekuatan sosial dan
ekonomi yang terdapat dalam proses kemasyarakatan, sepertil
peta Farson 41 atas. Dilain pihak hukum juga memiliki
Kontribusi mengatur dan mengarahkan kekuatan sosial ekonomi
menuiu ‘kepada suatu tatanan sosial dan skonomi vang

kehendakiée,
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§5. Konsepsi medern aengenal istilak sistin sosial Kemasyarakatan dapat ditelusuri melalui pendapat para sesiolog,
seperti misalnya Auguste Conte, Spencer, Ourkhein, Harx. Wever lain. Heaang nereka tidak menquraikan sistin sesial
secara eksplisit akan tetapi sering seabicarakan unsur-unsur atau bagian-bagian dari sistie sosial. mkan tetapi kon-
sepsualisasi dari istilab sistin sosial yang besar pengaruhnya datang dari Talcott Parsons. karel J.Yeeger, wenyebut-
Yan tujuan sistin sosial secara makro penekankan bahwa seaua struktur dan pramata sosial berhubungan saty demgan yang
lain, sehingga perabanan dibidang yang satu aengakibatkan perubaban dibidang yand lainava. Setiap sistim sosial ter-
gantung dari prasyarat-persyarat tertenty, seperti: keanggotazn, keaampuan aencapai tujuan, integrasi, sekanisee
pengatasi krisis intern (lihat, Karel d.Yeeger, Pengantar Sosiologi,P1.Granedia Pustake Utama, lakarta, 1997:31)

§6.Angoapan klasik yang aemyatakam: dat recht hak achter de feiten aan (hukun ity ada dibelakang dan mengikuti
kejadian-kejadiaa). Telah wendapat kritik, diantaranya T.Hulya Lebis, menurut hukun selain berfungsi sebagai pelisi
yang meselihara secarity aad order yang sering kali verubah kalau nilai-nilai berubah, Hukun dapat pulz berperan
sebagai agent of moderaitation (Lihat T.Hulyas Lubis, Hukus dan Ekonoxi, Pustaks sinar harapan, Jakarta, ' 1992:14)
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Menurut Karl Mark (dokterin marxist}. hukum merupakan
oroduk ekonomi. dan sebuah ide hukum tidak lain merupakan
refleksi dari dunia materi (ekonomi). Jika pemikiran Marx

ini ditetavkan dalam bidang hukum. maka berisi dua doktrin

utama. vaitu:

(1) Doktrin tentang determinasi ekonomis dari hukum,
artinya hukum hanya merupakan suatu supearstruktur yvang
ditecakan di atas suatu basis ekonomi. Relasi-relasi
hukum tidak dapat dimengerti dan diijeslaskan olebh
kemaiuan pikiran manusia umumnva. melainkan berakar
dalam kondisi-kondisi hidup material. Begitu terjadi
perubahan fondasi ekonomi. maka seluruh superstruktur
ikut berubah pula. Jadi., bentuk dan isil hukum diten—
tukan oleh faktor-faktor ekonomi.

(2) Doktrin ciri-ciri kelas dari hukum. dalam pandangan
Marx. seluruh sistem hukum dari permulaan sejarahnya
hingga sekarang telah diciptakan oleh mereka vyang
berkuasa secara akonomis. Hukum hanvalah instrumen
bagi penguasa. Begitupula lembaga~lembaga fukum
dipakai sebagai sarana pembenar bagi kapentingan=-
kepentinganya yvang bersifat ekonomis (Rengka,1997:10).

Suatu tatanan ekonomi. menurut ‘Sukadji Ranuwihardjo
tidak mungkin berdiri terlepas dari tatanan hukum vyang
mengatur Kkaidah keadilan dan ketartiban dalam pergaulan
hidup bérsama. Karena ia harus tumbuh dan bsrkembang
serasi denéan kesadaran hukum masyarakatnya sebadal suatu
keseluruhan (aAbdurahman., 1987:54). Sehubungan dengan per-
soalan ini., Sunaryati Hartono menegaskan, bahwa antara

sistem hukum dan sistem ekonomi suatu negara terdapat
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hubungan vanhd sangat erat dan pengarun secara timbal—-balik
(1982:6) dan hal 1ini tentunva selaras dsesngan prinsip pe-
rasukan dari Parsons. §Suatu pembaruan dasar—dasar pemikiran
dibidang. ekonomi dapat menguban dan menentukan dasar-—dasar
sistem hukum yvang bersangkutan. maka peneggakan asas—asas
hukum yang tidak sesual. justru akan menghambat terciptanya
relasi dibidang perekenomian secara kondusit.

Sehingqa dengan demikian hukum sandat dipengaruhi oleh
bidang ekonomi dan begitu pula sebaliknya hukum juga dapat
mempengaruhi perkembangan okonomi dalam masvarakat. Seperti
yvang dikonstatasikan Peter Mahmud, bahwa perkembangan
hukum merupakan konskuensi logis dari perkembangan eakonomi
dan beagitupula éebaliknya paerkembangan dan pasrtumbuhan
ekoomi dapat 1lebih dipacu melalul instrumen hukum
(1997:3).

Berdasarkan pola sibernetike Parsons. telah ditunjuk-
kan bahwa subsistem ekonomi didisipliner oleh subsistem—
syupsistem dengan kekayaan norma. yaitu subsistem budava,
subsistem politik dan subsistem sosial. Namun karena bidang
ekonomi memiliki potensi esnergl vang lebih besar dibanding~

kan denyan subsistem yang lainnya. Maka dalam reaiitasnya
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subsistem ekonomil. ﬁuga memunculkan norma tersendiriby. Hal
ini inl vang olLeh Satiipto Rahardjo (1985:57) dikatakan,
bahwa sistem peraturan dalam masvarakat merupakan Conditio
sine qua non bagi berjalannva kegiatan ekonomi. Kehidupan
ekonomi mengandaikan terlebih dahulu adanva suatu tata
tertib tertentu dan dalam tata tertib inilah kegiatan
ekonomi dilaksanakan.

waléupun pidang ekonomi, didisipliner oleh subsistem
lainnya .serta memiliki energil untuk menggerakkan (mela-
hirkan) katertiban. Atau dengan kata lain. subsistem
akonomi berperan untuk mengkondisikan berjalannva proses-
proses dibidang sosial,. termasuk didalammnya hukum. Namun
ia sendiri tidak bisa mendesain peraturan-peraturan vyang
nantinya akan menhgikat dalam kegiatan ekonomi. Hal ini.

tidak lain karena subsistem ekonomi hanya  memiliki fungsi
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67. Bahwa dalan proses perasukan diantara subsisten, vang paling kentara adalah pada subsistem ekonoai. Karema selain
didispliner oleh infornasi sengenai tata nilai atau norna-norma yang berasal dari subsisten budaya, subsistea politik
dan subsistem sosial. Ternyata subsistem ekonowi weailiki Kekuatan utama sebagai penggerak vyang mendorang pewbangunan
sisten hukus dalan aasyarakat Kekuatan subsisten ekononi yang demikian, oleh Ch.Rimawan diistilakan dengan imperi-
alisne ekonomi, yaite suaty proses agresi il ekononi terbadap ilmu sosial dan hukun, yang wujudnya dapat berupa:
{1). Xonsep |akéilalisasi. aengoptinalkan pendayagunaan pranata hukua, (2) Xensep efisiensi, dislai pranata hukua
dilibat sebagai suaty faktor produksi, yang menjadi efisien apabila nilai ekomoni benda dan jasa telah diaantaatkan
sengksinal mungkin, dalam dunia peradilan efisiensi ini'berguna untuk nenghasitkan putusan yang tidak hanya ‘sebagai
"nacan kertas® { Lihat dalan Ch.Hinawan, Pendetatan Exonons lerhadsp Nokuw Sebagai Sarana Pengembalian Wibawa Hekum,
Kajalah Hukuw dan Hasyarakat, No.5 Tabun XXI 1991, Ui-Jakarta:422)
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primer UNtuk melakukan adaptasi dengan lingkungannya;
sadangkan funasi primer dari pembuatan atau péngadaan
peraturan berada pada kewenangan subsistem sosial. Sehingga
melalui rekayasa darl csubsistem sosial inilah. akan mem-
berikan legitimasi dalam kegiatan dibidang ekonomi.
Reqdlgsi aturan-aturan untuk melegitimasi keglatan
dibidang ekonomi vang dilakukan oleh subsistem sosial
(tarmasuklvang bersumbar dari subsistim ekonomi ), menempat-
kan hukum pada kedudukan vang strategis dan sekaligus
memikul potensi konflikéB.Dikatakan memiliki kedudukan yang
strategis. karena melalui instrumen hukum dapat diperguna-
kan untuk mengatur tingkat kepastian dan sekaligus mem-
proyeksikan bentuk sistem perekonomian vyang diinginkan,
Sedangkan mengandund potensi konflik. karena kemungkinan
adanya substansi aturan-aturan vand dibuat oleh subsistem
sosial. itu berbenturan dengan tata nilali masvarakat maupun

kabiasaan yvang berlaku dalam praktek kegiatan skonominva.
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¢8. fedudukan tukea disini diposisikan retan terhadap konflik dengan bidang ekononi, sebab tidek nustahil otononi yang
diniliki oleh subsistem sosial dipergunakan untuk neabuat aturan-aturan yang tidak selaras dengan prinsip-prinsip
dibidang ekcnoni atau ateran yang dibuat tidak dapat aengakonodasi kepeatingan dibidang ekononi, Henghadapi kondisi
yang deaikian ini, Satjipto Rahardjo. Henegaskankan bahwa kedudukan hukun bukan Bargs s3ti iz diterina dan dijalankan
sangat tergantusg pada kesediaza orang-orang untuk wenundukan diri dan ini sangat ditentukan oleh pertinbangan-
pertinbangan ekononinya {Lihat Satjipto Rahardjo, 1986: §3)
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MHukum berpengaruh terhadap kenidupan ekonomi dalam
bentuk pemberian kaldah-kaidah bagal perbuatan—-perbuatan
vang tergolong kedalam perbuatan ekonomi. Pengkaidahan
seperti ini tidak terlalu mempunyai arti negatif bagi
perbuatan ekonomi bersangkutan., karena perbuatan-—perbuatan
ekonomi =3enantiasa memeriukan psraturan guna membatasi
perbuatan orang. sehingga optimasi dari penyelenggaraan
kesejahtaraan dalam masyarakat bisa tercapai. Dilihat dari
sudut ekonomi., maka cara tersebut., dijalankan dengan menye-
diakan fasiliitas penhgaturan.

Pertukaran dan kegiatan ekonomi misalnya tidak bisa
dijalankan apabila tidak dikstahui secara pasti tarlebih
dahulu sampal seberapa jauh penggunaan—penggunaan sumber
daya dalam masvarakat bisa diterima. misalnya: hukum per-
janjian dapat memberikan petunjuk yvang bisa diikuti orang
tentang bagaimana caranya. suatu perikatan bernilai sah,
seperti persyaratannya, akibatnva. dan sebagailnva. Secara
ekonomi. arti sah ini mempunyai makna tersendiri vang tidak
persis éama dengan makna vang dihavati olsh para ahli

hukum. sahnya suatu perbuatan akan meningkat pradikbilitas

dari perencanaan ekonomi (Rahardijo., 1985:5&). Kontribusi
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predikbilitas. vyand diwuiudkan dalam bantuk per%turan—
paraturan, akan bertfungsi memberikan informasi dan sekall~
gus meng@atur tentang aturan main yvang harus dipenuhi atau
vang tidak boleb dilakukan dalam bidand perekonomian.

Satjipto rahardio. menyitir dari. Nyﬁart mengemukakan
bahwa adanya konsep hukum vang mempunyai pengaruh bagil
paengembangan kehidupan ekonomi. antara lain:

{1) predikbilitas, hukum mempunyal Kemampuan untuk mem—
. pberikan gambaran Yyand pasti dimasa depan mengenail
keadaan atau hubungan-hubungan yang dilakukan pada
waktu sekarangd. Peratuhan hukum itu hakekatnya selain
merupakan pelembagaan hubungan—hubungan sosial dalam
bentuk stereotif-stereotif. Juga menjamin. bahwa
akibat-akibat tindakan yang dirumuskan calam paraturan
itu kemudian hari dapat direalisasi. ASas tidak betr-
1aku surut dalam hukum. juga memberikan andil untuk
mempartinggi tingkat praedikbilitas nubungan-hubungan
dalam masyarakat.

(2) Kemampuan prosedural . pembinaan dibidang hukum acara
memunakinkan hukum meterial itu dapat merealisasikan
dirinya dengan baik. Kedalam pengaertian hukum acara
ini termasuk tidak hanya ketesntuan hukum perundang—
undangan melainkan Juga semua prosadur penyelesaiaan
vang disetujui oleh para pihak vand bersengketa,
misalnya bentuk-bentuk: arbitrasi. konsiliasi dan
sebagainya. Kesemua lembaga tersebut hendaknya dapat

bekerija dengan aefesien apabila diharapkan, bahwa
kehidupan ekonomi itu ingin mencapal tingkat vang
maksimum.

(3) kodifikasi daripada tyjuan—tujuan. perundang"undangan
dapat dilihat sebagal suatu kodifikasi tujuan sarta
maksdud sabagaimana vyand dikehendaki oleh negara.
dibidang ekonomi misalnya kita akan dapat menjumpai
tujuan=tujuan itu seperti dirumuskan didgalam pebarapa
perundaﬂguundangan vang secara langsung maupun tidak
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(4)

(5)

langsung mempunyai pengaruh terhadap kehidupan pereko-

nomian, saeperti: Undang—undang Penanaman Modal Asing..

Undang—undang Perbankan. Undang-undang Koperasi dan
lain sebagainva. Farumusan yvang jelas serta dibantu
cieh teknik perungang-undandan vang baik akan membantu
pihak—-pihak diluar pemerintahan untuk memahamil tujuan
pemerintah dengan seksama serta dengan demiklian akan
dapat menyesuaikan tindakannyva kepada arah vang di-~
berikan oleh perundang—-undangan. Seperti vang dikata-
kan Seidman: "Untuk memajukan pembanaunan ekonomi,
maka pemarintah harus menvadarkan diri kepada hukum,
oleh karena tertib hukum itu merupakan saringan mela~
lui mana kebijakan dituangkan ke dalam praktek”.
Panyeimbangan. Keinginan untuk mempertahankan hak-hak
pribadi sebagail kometmen terhadap ruie of law dan  hak
asasi manusia sering harus bertentangan dengan tuntut-—
an pembangunan ekonomi. Dengan demikian. maka sistem
hukum vang didukuhg oleh berlakunya baik hukum materi-
al maupun formal merupakan satu kekuatan yang memberi-
kan keseimbangan diantara nilai-nilai vyang berten—
tangan di dalam masyvarakat. 1a memberikan kesadaran
akan Lkesceimbangan (sense of proportion) dalam usaha~
usaha negara melakukan pembancunan ekonomi.

akomodasi, perubahan yang cepat sekali pada hakekatnya
akan manyebabkan hilangnya keseimbangan vang lama.
baik dalam hubungan antara individu maupun kelompok
di dalam masvarakat. Keadaan ini dengan sendirinva
mengehendakidipulihkannya keseimbangan tersebut mela-
lui satu dan lain jatan. Disini sistem hukum mengatur
hubungan antara individu baik secara material maupun
formal memberikan Kesempatan Kepada keseimbangan vang
terganggu itu untuk menyesuaiakan diri pada lingkungan
vang baru sebagail akibat perubahan tersebut. Peamulihan
kambali itu dimungkinkaﬁ olah Kkarena diddlam ke-
goncangan itu sistem hukum memberikan pegangan ke
pastian melalul perumusan yang Jjelas dan difinitif.

Ay A
wifgfé) pefinisi dan kejernihan tentang status. disamping

fungsi hukum yvang membarikan predikbilitas itu dapat
ditambahkan bahwa ia juga memberikan ketegasan menge-
nai status orang-orang dan parang-barang dimasvarakat.
Ketegasan itu dicapai melalui definisi~-definisi vang
dituangkannya ke dalam paraturahmperaturan hukum
(Rahardijo, L980:148).
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2. Fungsi Hukum dan Kegiatan Ekonomi

Feranan yang strategis hukum dalam interaksinya
dengan ekonomi, adalah terletak pada fungsi vang diperan—.
kan oleh.hukum ditengah-tengah masvarakat. Menurut éoerjono
Soekanto - (1986:115). bahwa hukum disamping berfungsi
sebagai sarana pengendalian sosial (social control} dalam
artian untuk menciptakan keteraturan. ketertiban dan ke~
damaian udalam masyarakat, juga berfungsi sebagal sarana
untuk memperlancar prosesg interaksi sosial (law as a facil-
itation of human interaction) dan untuk merubah masyarakat.
Menurut Lawrence M. Friedman, fungsi hukum itu meliputi:
pengawasan /pengendalian sosial (social control), penyele-
saian sengketa (dispute setlemert) dan rekayasa sosial
(social engineering). Manurut Mochtar Kusumaatmajaég, Hukum
berfungsi sebagal sarana untuk merekayasa masyarakat. yaitu
sarana pembangunan masyarakat. Hal ini didasarkan pada

anggapan bahwa adanya ketertiban dalam pembangunan merupa-

kan suatu vang dianggap penting dan séngat diperlukan.

49.Kochtar Kusunaatnadia, bertolak dari pahan aliraf sociological jurisprudence nengetengahkan suatu konsep  Roscoe
Pound tentang perlunya meafungsikan law s ¢ tool of social egineering, yaitu hukun sebagai sarana untuk serekayass
pasyarakat aenurut skenario kebijakan peacriatah {Lihat Soetandyo yignjosoebroto,Dart hukus Xolenial Ke Hukun Kasion-
al: Dinanika Sosiai Politik dalan Perkeabangan Hukus di Indonesia.?T.Raja6rafindo Persada,199%:231)
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Disamping  1tu. hukum sabaaai tata kaldah vang capat

perfungsi untuk menvatlurkan arah—arah kegiatan warga

masyarakat ketujuan yanga dikehendaki, Satjipto rahardio .
barpendirian bahwsa tungsi yang dijalankan oleh hukum dalam
masyarakat, selalu bardampingan antara fungsi hukum sabagal
sarana bpengendalian sosial dan fungsi hukum untuk melaku-
kan social enginering (1987:144).

Funési pukum  ditlihat sapagal sarana pengendalian
sosial. maka kita akan melihat hukum berfungsi menjalankan
tugas untuk mempertahankan suatu tertip atau pola kehldupan
yang telah ada. Hukum disini sekedar menijaga agar setiap
orang menjalankan paranannya sebagaimana telah ditentukan.,
atau sebagaimana diharapkan dari padanya. Peran apa yang
harus 1a Jjalankan sangat ditentukan oleh sistem sosial yang
berlaku. apabila setiap anggota masyarakat disitu menjalan-
kan peranannya sebagaimana ditentukan oleh sistem sosial

itu, masvarakat akan berjalan dengan balk 70.
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10.Ronny Hanitijo Seemitro, Hekanisee fungsi hukun sebagai pengendalian sosial dapat dixlasifikasikan kedalam §
(tiga} katagori, yzitt: {1) bersifat fisik (coercine power), dengan nepergunakan kekerasan (senjata) akibatnya terasa
pads jasmani seseorang dan biasanya dilakukan pada negarg-neqara yan sedang bergolak, Tujvannya aqar anggota masyara-
kat takut dan mepgalab. (2} bersifat kedendaan {gtilitarian pover), nelalui benda-benda stau jasa,  dilakekan pada
sasyarakat yang sudab senghargal faktor-faktor waterial serts sudab aenqakei periuiva inbalan yang sesusi  terhadap
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Salain Kedua sifat tersebut. pengendalian sosial dapat
bersifat tcrmal dan informal, dan vand didasarkan pada
subyek atau lembaga vang melakukan pengendalian. Dalam
pengendalian formal Lembaga~Llembaga hukum merupakan mesin
yang berfungsi menerapkan peraturan—peraturan hukum. Se-
dangkan :pengendalian informal dapat dipergunakan untuk
mengukur mnerasuknya hukum dalam masvarakat (bila norma-
norma tidak dikenal sebagal peraturan vang berlakﬁ. maka
siapa yahg tahu orang—orang mematuhinya)—-—-=norma itu harus
dikenal oleh pihak-pihak vang tarlibat dalam kehidupan
sosial dan norma itu hanya efektif bila ada desakan—desakan
sosial—— (Taneko, 1993:38).

Bila aturan—aturan itu tidak dikuatkan oleh desakan
sosial, maka akan mengurangi dava afektivitas pengendalian
formal. sehingga desakan-desakan sosial dapat dipergunakan
sebagai parameter peslembagaan hukum. Desakan—desakan sosial

ini bukannya sanksi, akan tetapi lebih mengacu suatu pen-
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...Continued. ..

daya treasi dari anggota-anggota masyarakatnya, dan bissanya terdapat pada masyarskat yang secara ekononis Kuat.
Tajuannya agar sebanyak sungkin anggota-anggota pasyarakat neaatuhi noraz-norma yang berlaku (3) bersifat sinbolis
(soefal pover), nengutanzkan proses peaderian teladan dalas bentuk norna-norms yang diabtraksikan dari tingksh laky
bagian terbesar angqota pasyarakat. Tujuannya untuk seyakinkan anquota aasyarakat {Ronny Hanitije Soemitro. Lenbaran
fukur dap Hasyarakat, Kajaiah tasalah-nasalzh huku, Fakultas bhukue Undip. Ho.6-1992 Tahun XXIL: 26}
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ciptaan kondisi tertentu. misalnva pengucilan vang dilaku-

kan teman., tetanaga atau bahkan kelompok maupun masyaraksat

pada umumnya.

A

Barbeada dengaﬁ fungsi hukum sebadgalimana disebut

dimuka., maka social engineering. lebih bersifat dinamis.

Hukum diperaunakan sebagai sarana meélakukan oerubahanﬂ'

perubahan didalam masvarakat. Dalam hal ini. hukum tidak
hanya me;eguhkan oolgfpola vang mamang telah ada didalam
masyarakat. melainkan ia berusaha untuk menciptakan hal-hal
atau hubungan~thungan baru. Perubahan ini hendak dicapail
dengan cara memanipulasi keputusan-keputusan vyvang akan
diambil oleh individu-inividu dan mengarahkannva kepada
tujuan=~tuijuan yvang dikehendaki. manipulasi ini dapat
digunakar dengan berbagali macam cara. misalnva dengan
memberikan ancaman pidana., insentif dan sebagainya
(Rahardio, L977:145).

panagunaan hukum untuk melakukan perubahan dalam
masvarakat, berhubungan erat dendaan konsep penvelenggaraan
kehidupan sosial ekonomi suatu masvarakat. Dimana peranan

hukum menjadi lebih penting. terlebih-lebih dengan adanva

konsep parkembangan masvyarakat vang didasarkan pada



perencanaan. Dalam keadaan vang demikian ini. pembentukan

hukumnya dustru harus mendahului pelaksanaan pembangunan
di skonomi. Peran hukum disini. diharapkan berfungsi:
(L) sebagai_sarana penuniang perkembangan modernisasi:
(2) hukum sebagai pemberi patokan dan pengarahan serta
parencana dalam pembangunan skonomi .

Oleh Satjipte Rahardjo. bahwa perencanaan ini adalah
membuat p&lihanwpiljhan vang dilakukan secara sadar tentangd
jalan yang mana dan cara vang bagaimana yang. akan ditempuh
oleh masyarakat untuk mencapaili tuiuan-tuijuannya. fipabila
pilihan inilah yang diwujudkan melalui hukum, maka hukum
telah dipakai sebagail suatu instrumen. Hanva dalam menilai
proses pencapaian tujuan melalui instrumen hukum, Kkita
tidak boleh berpikir seperti dalam ilmu~ilmu alam
(1986:173). Sebab prosesnya akan berlangsung cukup .panjang
dan efeknya vyang ditimbulkan bisa merupakan efek domino.
yang sifatnya berantal. Dalam kedaan vang demikian ini,
maka hukum bisa digolongkan kedalam faktor penagerak mula.
yaitu vyang memberikan dorongaan partama secara sistematis
menuiu kepada model (sistém) el.onomi vang diinginkan.

sebab seperti vang dikemukakan Georges Gurvitch, hukum
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adalah rekayasa untuk mengemudlkan suaﬁu mekanisme sosial
yang ruwet dibidang ekonomi tetapi hukum bukan semata—maté
alat rekavasa (1988:9).

Disini hukum sabagal alat pemula/pelopor untuk melaku-
kan parukbahan (pembaruan) masyvarakat guna mengatur dan
menata perekonomian masyarakat. atau dengan Kkata lain
hukum dapat berperan awal guna mempercepat proses relasi
di bidang ekonomi. Pembangunan ekanomi hanya dapat terlak-
sana dengan baik bilamana dilaksanakan atas dasar suatu
tertib hiukum vang memunakinkan dan dapat mengamankan pelak-
sanaannya. Kemudian dari peraturan hukum dimaksud diharap-
kan memberikan dampak vana bersifat positit guna memper-
cepat laju pertumbuhan ekonomi.

Goh Keng Swee. menvebutkan arti pentingnva peranan
hukum dalam bidang ekoﬁomin denaan mengatakan:

For the efficient conduct of business on modern lines,

it wag nacassary to astablish eadministrative and Jleagal
gvstems which would ensure.the two requisites of

ardarly business. First, public security, law and

crder, second, the entforcamants of contracts
(1o83:224).

Peran hukum dalam bidang ekonomi vang demikian,

menurut Abu Sairi (Ll977:6). harus berorentasi pada memaju-
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kan skonomi gecara optimal, oleh karena itu upava vang.

dilakukan harus memtokuskan pada aturan hukum vang dapat

memperlancar roda dinamika ekonomi. Namun masalah  vang
palik adalah terdapatnya kenvataan., bahwa hukum sebacai
pangerak pemula dihadapkan pada suatu tradisi hukum  maupun

kegiatan ekonomi vang bersifat kompleks (tidak sama) dalam

suatu masyarakat. Akibatnya pilihan model hukum vang sesuail

dengan dinamika skonomi vang diinginkan tidaklah mudah.
Barkaitan dengan pilihan tersebut secara makro, diken-

al beberapa model hubungan antara hukum dengarn ekonomi.

antara lain: pertama, model hukum pada struktur ekonomi
pasar dan kedua. model hukum pada struktur ekonomil
berancana7l. Pada masing-masing model peran dan fTungsi

hukum mempunyail karakteristik vang spesifik.

Mo i o et SAUAS AAAA WA WA ALY L T v S Y S Y S b

71. Tidak jauh berbeda dengan wodel di atas, David M.Trubek, wengelompokan organisasi ekononi dan “struktur hukun,
nenjadiz(t) Hukun di dalam suatu sistin pasar murni: Xeterikatan secars sukarela. Dalan sistin ini, ekomowi jelas-
jelas dipisahkan dari kehidupan kenegaraan, sistis ekonosi diterina sebagai soatu subsistin vang berdiri sendiri, dan
Raapy bekerjz dengan canpur tangan negara yand menimal; (2) Hukun di dalaw sistin kowando eurni: keterkaitan yang
tidak sukarela. Di dalas ekononi komando, tidak akan dijuapai pemisahan antara neqara dan ekonomi, ekononi teriebur
jadi satu dalan negara; dan (3) Hukum di dalan ekononi camperan. Di dalan sistim ini, sistin pasar nasih dipertzhan-
kan, akan tetapi semata-nata sebagai alat politik ekononi atau sebagai alat penqukur bagi tindakan neqara yang di-

inginkan ( Terjenahan bebas Satiinto Rahardje, bahan dari bavid #.Trubek, Joward i Social Theory of Lav. The Yale taw
Journal, Tzhun 1972.80 13 24,
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D1 dalam model pertama. vaitu model skonomi pasar,

kedudukan iembaga-lembaca vana mendukung berjalannya sistim

ekonomi tersebut adalah penting. kRarena kehadirannva adalah

merupakan suatu keharusan di dalam pembanaunan ekonomi.

Proses ekonomi disini tidak digerakkan dari suatu pusat

kekuasszan, malainkan diserahkan pada mekanisme proses

akonomi 1tu sendiri. seperti penawaran dan permintaan.

Hukum dipandang sebagal suatu instrumen bagi penciptaan
dan pembinaan pasar-—pasar. Karena ia mampu memberikan
praedikbilitas kepada para pelaku ekonomi (bisnis), atau

dengan perkataan lain mampu memberikan kepastian hukum

dalam rangka mereka menialankan bisnisnva.

Hukum mendorong orang-orang untuk melakukan kegiatan
ekonomi secara kreatif. sehingaa akan memicu parkembangan
p%sar dan ekonomi., serta dapat meniamin buah dari kegiatan
tersebut akan mendapat perlinduncan secara makﬁimal; Mala-
lui lembaga—~lembaga seperti kontrak dan bak—-hak -milik
individual.

sistim ekonomi pasar., oleh Trubek dikatakan sifat
hukumnya harus otonom terhadap negara. Sistim hukum vyang

otonom ini akan mewakili strukturnya vang berkarakteristik,
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separti adanva peraturan—psraturan umum yana telah diterap-—
kan\ secatra selragam padan asamua  pelaku—-palaku ekonomi
(bisnis). Menurut Weber. hukum yvana efektif dalam sistem
gkonomi pasar adalah hukum vang tidak hanya membatasi
tingkah laku dengan paksaan. Tetapi ia harus juga melaku-
kanh ajakan kepada para pelaku ekonomi (bisnis) untuk
mematuhi ketentuan vyang ada tanpa mempergunakan ‘paksaan
(Rahardja; 1980:191-193}.
Dalam siétim ekonomi pasar, aturan vyang memaksa itu

harus mencari legitimasinva melalui suatu ajakan kepada

kepentingan—-kepentingan pribadi secara lebih mawas. Sebab
dalam skonomi pasar, rasa keterikatan orang untuk
mematuhi hukum, lebih berifat terbuka dan sukarela.

Sahingga hukum ditempatkan sebagal perangkat vang memberi-
kan Jaminan perlindungan terhadap sétiap hubungan  hukum
(perikatan)q‘hukum lebih berfungsi sebagail"a tool of sosial
control' ., vang kedudukan hukumnya mengikutli kegiatan ekono-
mi (Himawan, 1997:27).

Dalam model ekonomi vang demikian ini. tugas pemsrin-—
tah hanyalah mempertahankan hukum dan ketertiban. dan

hanya diperbolehkan membuat hukum vang membatasi perdacang-
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an dan harda-harga dalam kadar yana sangat minimum. Adapun
Peran hukum  vana demikian. mehurut Musselman akan

memperoleh beberapa Keuntungan sepertl:

(1) Dapat mendorona orana untuk mempergunakan tenaga
danketerampilan secara mnaksimal. dan hasilnva
adalah terciptanva sistim bisnis vana dinamis dan
inovatif; _

(2) Memperkecil perlunya pemerintah merancand ekonomi
secara berlebihan:

{Z) Peran pemerintah (hukum) terbatas hanva diperlukan

untuk mengatasi hal-hal yang tidak benar di pasar
(1989:26~27).

Sedangkan model vang kedua. vaitu model hukum pada

struktur akonoml berencana. pada dasarnva menakankan
sifat puroosif dan aspek kekuatan pada hukum. Pelaksanaan
pembangunan. khususnya bidana ekonomi dilihat sebagai

suatu tranformasi dari kealatan ekonomi vang dilakukan
secara sadar dan sengaja. Peran negara dilihat sebagal
wahana utama untuk menialankan rencana vang telah dibuat.
Saehingga hukum dipercunakan sekagal alat meneriemahkan
tujuan pembangunan ke dalam norma~norma dan sekaligus
penerapannya. Semakin efektif untuk mengarahkan tingkah
laku manusia. maka semakin berhasil pembangunan itu i

jalankan (Rahardjo.1980:191)
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Dalam mocdel ekonomi berencana. panggunaan hukum
dikonsepsikan sebagal instrumentarium' vang menentukan
kebijakan dibidang ekonomi, dan ciri yang tampak -menonjol
adalah peran pengaturan dalam arti seluas—luasnya dari
hukum bagi perkembangan ekonomi (setiawan.l993:6), atau
dengan perkataan lain hukum dipergunakan sebagal sarana
untuk merealisasi kebijlaksanaan—ksbiljaksanaan negara dalam
bidang eéonomi. Untuk Tty dibutuhkan suatu kekuasaan vyand
kuat untuk dapat menggerakan aturan—aturan tersebut, hal
ini berarti dalam model ekocnomi vang demikian negara cen>
derung menijadi otoriter. Disinl hukum dipergunakan 'sebagai
acuan bagi model perkembangan ekonomi vang dicita-citakan
sehingga hukum merupakan legal Framework Policy.
£. Konstruksi formal dan Implikasinya dalam Kegiatan Bisnis

1.Kegiatan Bisnis dan Transaksi Bisnis

Di  lihat dari perspektit makro. kegiatan bisnis ter-
masuk di dalam subsistim ekonomi. Munir Fuady. mengarti-
kan kegiatan bisnis adalah suatu kagiatan di bidang eko-
noml, khususnva vang menyangkut usaha dagang. industri atau

keuangan vyand dihubunakan dengan produksi, pertukaran/

transaksi barang atau jasa. dan urusan—urusan keuangan yang
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oertalian agengan kKegiatan tersebut {1996:2). Secara spesi-

Ti1k menurut Bucharli Alma {L1993%:2., Keglatan bisnis adalah

suatu Kkegiatan usaha untuk menghasilkan., menjual dan

membell barang dan Jjasa guna mendapatkan keuntungan

(profit). Sedangkan Ricard Simatupang. mengartikan kegiatan

bisnis sebagai keseluruhan Kegiatan usaha vang dijalankan

oleh orang atau badan secara teratur dan terus-menerus,

valitu berupsa Kegiatan mengadakan parang-barang. Jjasa-jasa

ataupun tasillitas untuk diperiual-belikan dengan tujuan

mandapatkan keuntungan. Lebih lanijut menurutnva,' ruang-—

lingkup dari kegiatan bisnis dibedakan menjadi 3 (tiga)

bidang usaha, vaitu:

(1) Bisnis dalam arti KkKegiatan transaksi, vaitu
keseluruhan kegiatan jual-bsll vang dilakukan oleh
orang-orang dan dan badan—badan, balk  didalam
negari maupun diluar negeri ataupun antara negara
untuk tujuan memperoleh keuntungan. Contoh: produ-
sen (pabrik}, dealer, agen. grosir, toko dan
sebagainva:

(2) Bisnis dalam arti kegiatan industri., yvaitu Kegiatan
memproduksi atau menghasilkan barang—-barang vyang
nilainva labin dari asalnva. contoh: industri
perhutanan, perkebunan., pertambangan. pabrik maka—
nan., pakaian, pabrik mesin dan lain sebagainva:;

(3} Bisnis dalam arti Kegiatan jasa~Jjasa, vaitu ke~
giatan vyang manvediakan Jjasa-jiasa vang dilakukan
baik olsh orang maupun badan. contoh: Jjasa per-—
hotelan. konsultan., asuransi, parliwisata. benga—
cara, notaris. akuntan dan lain-~lain (1997:2).
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Walaupun Kegiatan bisnis cakupannhva sangat Lluas.,

tersabut diatas. Namun tuijuan hakikinva adalah pertukaran
atau Jjual-bell barang dan jasa. dan pertukaran ini, pada

umumnya dalam lalu~lintas bisnis ciistilahkan dengan isti-

-

lah transaksi bisnis. Dalam realisasinva transaksi bisnis
ini dipermudah oleh instrumen penukar/pembavar vaitu uang.

Sehingga dengan demikian, transaksi bisnis merupakan bagian

dari kegiatan bisnis.

Salanjutnya dengan mempergunakan dikotomi Ulpianus
mengenai Ius publicum dan lus privatum, maka kegiatan
bisnis vang telah dirasukif&iatur dalam undang—undang dapat
dikelompokkan dalam ruang lingkup hukum dagang, dan  hukum
dagang merupakan bagian dari hukum perdata {(iex specialils
derogag lex genesralis) (Marzuki, 1996:4).

2. Aaspek Formal Tidak Bebas Nilai.

Memasukkan pengaturan Kegiatan bisnis di dalam undang-
undang. Berdasarkan tipologl hukum dan masyarakat, merupa-

kan konskuensi logis dari perkembangan hukum modern72

e v e e B W Al by i LeLar e e ST e AR T WY T T

12. Hukuw dan wasyatakat modern berdasarkan tipologinya: Surkheim, Weber, Poggi, [funner, Parsons serta ciri hukumnya
Galanter, aerdpakan proses perkeabangan sutakhir huken dan masyarakat. Dengan ciri utamanya ini, huken diperqunakan
sebagai instrumentarium untuk mencapai tususn tertentu, yang struktur hukumnya harus nenampitkan jati diri sebagai
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Selanjutnysa Esmi warassih, menggambarkan

hukum  vang memiliki kekuatan untuk melakukan aintervensi

(pengaturan) pada segala aspek kehidupan (1992:45).

Intervensi hukum pada saegala aspek kehidupan, tapr-

masuk dibidang bisnis., dibenarkan Satjipto Rahardjo

(1979:46 ). Menurutnva semakin modern., Rompleks dan urbannva

suatu masvyarakat., maka 1a semakin msmbutuhkan

pangaturan-
pengaturarn yang formal sitfatnva. Untuk 1itu diperiukan
selektivitas peraturan-peraturan hukum. vyanga diharapkan

dapat memberikan pedoman vang bersifat seragam. guna men—

ciptakan ketertiban dan perlindungan (kegiatan bisnis,pen).
Nzmun kegiatan selektivitas modern telah memisahkan

hukum  dari tipe-tipe regulasi sosial lain vang menguasail

1alu lintas pergaulan manusia yang begitu kompleks. Atas

nama ketertiban dan perlindungan tersebut, paham otonomi

hukum (vuridis formal) seolah-seolah dinobatkan sabagai

suatu mutlak dan harus, dan dapat mengatur segala kebutuhan

kehidupan manusia. bDengan begitu kewlbawahan hukum lalu

AR Y S S b B A S AR AR Bt WA A A WA et St

LaGontinued. ..

staty institusi yang cemakin otonow, atay wenurut istilahaya Satjipto Rabardjo eksistensi hokues, wemampilkan wujud-
nya sedagai swatu teknologi sosial, yang wewiliki ciri-ciri: formal, rasional dan birokratis (prosedural} yang kuat.
(Likat dalaw Satiipto Rahardio. £tiks dan Budaya Hukes, Majalzh Hukua dan Peabangenan, Tahun XY) 1986: 330).
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persandar pada kekudtannva sendiri (yang ditopang oleh
negara). Aklbathya hukum membsentangli diri pada bentuknya
yang dipositipkan tertulis, sistematis ({terkodifikasi).
seragam dan barlaku universal . Kondisl inilah vang oleh
Hart diartikan sebagal model suatu sistim hukum vang
berkarauter sistim fogis tertutun. yvaltu suatu peraturan
hukum vang telah ditentukan terleblh dahulu tanpa mengingat
dan mempertimbangkan tuntutan sosial dan realitas komunitas
lainnya.

Memwertegas darl segi predikbilitas diatas. perasukan
karakteristik Dhukum modern ini, memberikan wontribusi
positif pada kegiatan bisnis. Satjipto Rahardijo, menvebut-
kan:

Bahwa ekonomi modern semakin berpandangan bahwa peng-
harapan (expectations) individu-individu merupakan
determinan tindakan—tindakan ekonomi dan oleh karenanvya
merupakan faktor-faktor yang merajai dalam orang menen-
tukan ekwilibrium ekonomi. Dalam suasana kompleks dunia
modern. sebagian besar dari hasil-hasil itu ditentukan
oleh sebarapa tepatnya kejadian-kejadian vang mandatang
diramalkan sebelumnya (1980:144).

Dari suasana vang demikian, maka pengaturan kagiatan
bisnis secara formal dan birokratis itu memang diutamakan

agar pengambilan keputusan secara rasiohal dapat dilaku-

kan secara maksimal. Esmi Warassih. menyebutkan:

113



Sebagal aturan hukum yvang mampu memberikan prediksi
pagl pelaku-pelaku (blshig.pen) vand permain serta akan
konskuensi-konskuensi dari setiap tindakkan vang a1~

lakukan. Prediksi dapat dilakukan karena sudah ada
jaminan akan kepastian tarhadap konskuensi-konskuensi
dari setiap perbuatan-perbuatan dan hubungan— hubungan

bisnis yang dilakukan (1998:2}

Dalém kegiatan bisnis. aspek kepastian dapat dipergu-
nakan untuk menjamin kaamaﬁan dan sekaligus melindungi
kegiatan bisnisnva. Para pelaku bisnis tidak dapat bertin-
dak sem%unya sendiri karena sud%h jelas aturan main dan
akibat vang ditanggungnya. Melalui aturan hukuim , diharapkah
para pelaku bisnis tidak akan ragu-ragu dalam merealisasi
transaksi bisnisnva. Jaminan vang demikian ini secara
kongkrit diwujudkan dalam bentuk paraturan perundang-
undangan.‘

Dalam hUbungan ini Satjipto Rahardjo mengatakan,
kecuali kepastian vyang lebih mengarahkan kepada suatu
pentuk formal, perundangan—undangan juga membarikan ke-
pastian mengenai nilai vang dipertaruhkan. Sekali suatu
peraturan dibuat. maka menjadi pasti pula nilai yang handak
dilindungi olenh peraturan. Sebab, menurutnya:

Bahwa kelebihan dari perundang-undangan diantaranva

adalah karena ia bisa memberikan kepastian mengenai

nilai tertentu, sshingga perundang~undangan terlibat
kedalam prosas pembuatan pilihan—pllihan. Dalam
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penentuan nilai sebagal suatu pillihan tersebut;

mengharuskan terjadinya pengutamaan terhadap suatu

golongan tertentu di atas vang lain (Rahardio,
1986:116).

Kondisi vang demikian ini sejalan dengan . realitas
masyarakat modern, yang mengenal perlapisan yang semakin
tajam. Sehingga akan menambah sulitnya usaha mengatasi
kacanderungan hukum atau pérundanganwundangan untuk tidak
memihak. Dalam suaséna vang demikian itu, mereka vang bisa
bartindak efektif adalah pihak-pihak yang dapat mengontrol
sBCara aominan institusi ekonomi dalam masyarakat.

Berdasarkan hal dimuka, maka tampak bahwa di dalam
pambentukan undang-undang adalah tidak bebas nilai. Sebab
dijumpal pertentangan nilai-nilail serta kepsntingan-
kepaentingan. Parbedaan tidak hanya terdapat dalam pem-
bentukkan undang-undang tetapli juga dalam psngrapannya.
Akibatnya oleh Schuyt, yang disitir oleh Satjipto Rahardjo.
ada dua kemungkinan vang timbul, yaitu:

(1) Sebagal sarana untuk mencairkan partantangan (oon
flict op lossing):

(2) Sebagai tindakan yang memperkuat terjadinya per
tentangan lebih lanjut (conflict varsterking)
(Rahardjo, 1983:66).

Kedua kemungkinan tersebut menunjukkan, bahwa suaty

komunitas yang tidak berlandaskan kesepakatan nilai~nilai,
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pembuatan undang-undang sslalu akan merupakan endapan

pertantangan—-partentangan yand terdapat di dalam Komunitas

tarsebut. Pada kemungkinan pertama. maka pembuatan undang-

undang merupakan suatu jJalan URTUK melakukan suatu pencalir-
an pertentangan. Kemungkinan kedua lebih menijelaskan apa
yang dapat timbul apabila masyarakal merasa keapentingannya
tidak terakomadasi oleh janii atau penyelesalaan vyand
dilakukan oleh perundang"undanganys. Aklbatnya. ia tidak
akan mempergunakan (mamayuhi) perundang-undangan tersebut.
Bahkan tidak mustahil ia . akan membuat aturan sendiri
sebagal Ppilihannya., karena &irasakan lebih akomodatif
terhadap kepantingannya74,

Walaupufi suatu kKeglatan bisnis vand dibungkus dalam

konstruksi formal memiliki nilai-nilai positip sebagaima~

na disebutkan dimuka. MNamun karena sifatnya vang unitorm,
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13, Oleh 1.8.Susanto, Memegaskan, banws hukua (Undang-undang) pada dasarnya hanyalah janji-janji kepads sasyarakat
yang akan diwujudkan melalui keputusan hirokrasi. de dasarnya adalab janii untuk weaberiken keadilan, yakni janji
vatex meaperbaiki ackanisne perubahan terhadap ziokasi ganjaram, struktur-struktur, keseapatan, dan jalan masuk ke~
cari-cara kehidupan sosial kita sendiri (Dataw 1.§.5usanto, kajian Sosiologis Terhadap leabaga pengadilan, Hakalah
pertenuan Dosen penjajar Sosiologi Hukum PIH-PTS Se-Jateng dan DLY,Kudus,24-26 Ropeaber 1995}

74, Perbedaan dan pertentangan ini terjadi menurut Nobert Rouland, karena masyarakat ity tidak nelihat duniz secara
sana, seringkali nilai-nilai yang divtamakan {ty berbeda satu sama lain, dan bahkan substansi hukun juga dipersepsikan
secara berbeda-beda diantara kelowpok nasyarakat satu dengan telowpok sasyarakat laianya {Kobert Rouland, Antropelogi
Hukun,Ataaiaya, Yogyakarta, 1992:1-3)
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mutlak can sSistematis. maka cepat atau lLambat akan me- .

mancing timbulnya sikap-sikap (perilaku) alternatift dalam

menghadapinya. Dalam hal ini perilaku vyang tidak ingin
menerimanya sebagal institusi yang berlaku absolut., vang
dianggap dapat mengakomodasi semua kepentingan bisnisnya.

pemaksaan terhadap sitfat-sifat diatas. seringkali
mendapatkan tantangan, Karena dapat mengakibatkan dastruk-
tif bagi komunitasnva. Sebab perilaku itu sendiri. olsh
Black. merupakan aspek variabel realitas kehidupan., vang
beraifat Kompleks. vang dipengaruhi aspek: stratifikasi.
morfologi, kebudavaan, organisasi dan ekonoml {Soekanto,
L984:130) .,

Selanjutnya jika ditelusuri berdasarkan tipologl
perkembangan masyarakat dan hukum diatas. Tampéklah.”bahwa
awalnya hukum itu tidak bersifat formgl.‘Sehingqa sudah
pasti dalam perkembangan/perialanan untuk menﬁa&i sistim
hukum modern . ada bagian-bagian subtansial vang terceocer.
dan yang tidak dapat dimasukkan kadalgm skema—-skema hukum
vang berkarakteristik formal. Apalagi mengingat, dalam
dunia bisnis sarat dengan daya improvisasi sarta kental

pengaruh nilai-nilai dan norma-norma masyarakatnya.
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Keinginan pearundangan—-undangan untuk membuat suatu
rumusan yang bersitat umum dan uniform mengandungl resiko.
bahwa ia akan menaabaikan perbedaan-—perbedaan atau ciri-
ciry khusus yang tidak dapat disama-ratakan begitu saja.
‘Terutama dalam suasana kehidupan modern vang cukup
kompleks dan spasialistis, tidak akan mudah membuat
perampatan—-perampatan (generalizations)(Rahardjo.,1986:115).

Dalam sibernetikanya Parsons. Tampak bahwa aspek

sosio-kultural., merupakan bahan i1nformasi dan energl vang
saling merasuki, dan yanga palina dominan sabagal pedoman

guna mencapal prinsip sosial dan ekonomi secara maksimal.
Akibatn&a sudah pasti ada nilai-nilai vang tidak dapat
dimasukkan pada Kkerangka formal, sebab nilai-nilai vyang
dipegang oleh masyarakat demikian 'lQas dan dalamnya,
sehingga terlalu sukar untuk dapat diucapkan dan dibungkus
melalui peraturan—-peraturan dan lembaga hukum resmi .
Menurut Moore., hukum negara (aturan formal), hanyalah
salsh satu dari banyak faktor vang mempengaruhl Keputusan-—
keputusan vang dibuat seseorand. tindakan vang ambil dan
hubungar vang mereka miliki hanya muncul KkKalau hukum

dipariksa dalam konteks kehidupan sosial vang biasa.
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Proses umum yYang menvangkut kompetisi-—-buiukan., bpaksaan

dan kerija sama menjadil penqgatur tindakan vang efektift,

dibandingkan ketentuan aturan hukum resmi (ihromi .

L1993 1681,

Apalagl jika aturan hukum Tormalltersebutn ternvata
tidak Jumbuh sacara maksimal ldengan nilai~niiai
sosio-kultural pada masyarakat vang dikenai aturan terse-
but. ﬁkigatnya dengan semakin kuatnva kecenderungan Kkearah

vang bersitat formal dan birokratlis. maka semakin kuat pula

munculnya perilaku untuk mengesampingkan atau mencolak. Hal
ini dapat terladl Kkarena hukum 1tu memang merupakan

leambaga vang bersifat kompleks., untuk sebagian ia merupa-

kan teknik. Sedangkan untuk sebagian vana lain., merupakan
Laembaga sosial. Sehingga untuk mengetektifkan tidaklah
mudah perlu waktu dan sosialisasl vang lama.

2. Efektivits Perundang-undangan dan Basis Sosialnva.

FEfektivitas perundangFundangan marupakan bagian dari

efektivitas hukum75, dan tema pokok dari suatu efektivitas

o e ot it vt WALt WA L Lk WAL R e e Y o B o o

75, Henurut Donald Black, studi efektivitas hukun dapat juea dilakukan pada suatu ideal hukem yang tidak didasarkam
pada undang-undang ataw case lav {keputusan hakin), tetapi dapat pula dinilai dari materi eapirisnyz terhadap standar
keadilan, seperti: peaerintahan verdasarkan hukum, kesewenangan-wenangan, konsep mewbela diri, leqalitas vang tidak
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adalah mentelaah apakah perundang—undangan (hukum) telah
efektiit berlaku ditengah—-tengah masvarakat atau telah
sesuai dengan harapan/tujuan diinainkan. Untuk mehgatahui
nal tersebut. tolak ukurhva dapat dilihat denaan cara

membandinakan antara ideal hukum (kaedah vang dirumuskan

dalam undang-undang)., dengan realitas hukum. Berkaitan
dengan hal ini. Soerjono Soekanto menvatakan:

Apabila seseorang mengatakan bahwa suatu kaedah hukum

berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu

biasanva diukur apakah pengaruhnya berhasil mengatur
sikap tindak atau perilaku tertentu, sehingga sesuai
dengan tujuannya atau tidak (l986:23).

Bardasatrkan sosiologi modern vang berorentasi em-
piris, pada umumnya cenderung berpendapat. bahwa kekuatan
pokok kontrol sosial ( dhi.bisnis,pen) itu terletak pada
adanya Kkaedah kelompok yang telah diresapl. serta adanva
tekanan tekanan psikologik antar sezama warga komunitas dan
hanya sebagian saja pasal-pasal pada peraturan—-paraturan
tertulis vang dibuat secara formal yang memiliki kekuatan
kontrol secara maksimal (ditaati) (Winjbsoabroto;l976:2).
satjipto Rahardjo menyebutkan, Bahwa hukum sebagai alat

.. Continued. ..

secara eksplisit dicantunkan dalam hukun waterial dan formal dan fain-lain {dalas Hulyana ¥. Kusuna dan Paul $.8aut
led), Hukus, Politik dan Pervbahan Sosial, Jakarta, 1988:21}
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pengontrol masvarakat vang formal sitatnya 1tu  bukanlah

satu~satunvya di dalam masvarakat, tradisi misalnva tidak
kurang kgatnya dibandingkan dengan hukum didalam menjialan-—
Kan fungsinva (980:47). Sebab keetektifan hukum 1itu ter—
gantung sekali pada dukungan-dukungan vanha penuh dari
nilai-~niiai dan sikap-sikap sosial vana dihavati oleh warga
komunitas.

Salah satu hal vang patut untuk diketahul, bahwg
manusia itu bukan robot-robot ia mempunyvai kepentinganw
kepentingannya sendiri dan pengalaman—-pengalaman sendiri.
Bahkan orang secara individu maupun kolektif bisa (umumnya)
mempunyai pengalaman yvang lebih intensif dengan norma-—norma
lokal daripada horma-norma hukum negara vyang bersifat
formal. Sepserti vang dikatakan cleh Vvan Doorn (Rahardjo,
1985:42), orang-orang secara individu maupun kolektif
selalu akan memberikan tafsirannya terhadap tuntutan-
tuntut&n vang dibebankan oleh hukum Kkepadanva. Ini ber-
arti sekalipun skema-skema hukum untuk setiap orang sama
tetapi perwujudannva dalam berperilaku‘bisa menjadi lain.
Terjadinva perbedaan tersebut. disebabkan pada penatsiran

vang berlainan. vang dipengaruhi oleh faktor pengalaman

121



dari masing-masing orang. Baik secara 1ndividu maupun
kelompok serta pengaruh asal-usul sosial, pendidikan.
pandangan hidup., tingkat berkemoangan diri. kepentingan-
kepentingan ekonomi dan sosial-kebudavaan. dan Keyakinan
politiknva. Akibat faktor-faktor tersebut. manusia kerap-—
kali %kan lolos dari konstruksi formal. dikatakan lolos

karena mereka tidak dapat diikat esluruhnva menurut keten-

tuan yang disusun secara formal semata’®

Suatu penalitian menarik dari Stewart Macaulay’7,
yang pberjudul Non-Contractual Relatlions in Business
membuktikan penagunaan kontrak dalam kKegiatan bisnhis. bukan

sebagal suatu vang pastl, seperti vang tercantum dalam isl

6. Satiipto Rahardjo aeaberikan illusterasi yanq menarik, ketika beliau melakukan kritik terhadap konstruksi formal.
dalaw contoh yang diberikan nemurutnya, seorang nahasiswa dapat wembuat Karya ilniad (tesis,pen} tentang peranan dan
kedudukan polisi dengan carz merekonstruksi dari peraturan-peraturan yang ada. Haka jadilah nantinya ganbaran tentang
seorang polisi sebagal hasil rakitan dari “spare parts”berupa pasal-pasal undang-undang atau peraturan lainnya yang
tersebar disana-sini. Tetapi qambaran tentang potisi sebagai hasil rakitan yvang demikian itu tetap bukan postur polisi
yang kitz lihat berkeringat berdiri diterik matahari aengatur laly lintas. It juga bukan polisi yang mempunyai
tabiat begimi, tingkah laku begitu, Ity hanyalsh seaavan Kkarikatur seorang polisi nenurut pola hak, kewaiiban prosedur
aenjalankan tugas wenurut  bagan yamg telah disusun secara Foras!® (Satjipto Rahardio, Areks Persealan Hukue dan
Kasyarakat, kluani,1983:24)

11. Bari beberapa tulisannya Satjipto'ﬂahardjo (13 Hukun, Hasyarakat dan Pembanqunan, (2} Pesanfzztan Ilme-Llmu
Sosial Bagi Pengeabangan Iiwe Hukun, {3) Hukun dan Nasyarakat, daa Ronny Hanitijo Soemitro, Perspektif Sesial Dalas
Pepahazan HKasalah-Hasalzh Hukum. Keduanya sering mensitir penelitian dari Stewart Macavlay. Selain ite berdasarkan
penelitian Eddie C.Y.Kuo tentang Jaringan Bisais Regional Jeruk Handarin 4i Nalaysia, aesberikan suate kesimpulan,
pahwa: kelussan. Kelenturan, kepercayaan pridadi dan kekvatan jaringan bisnis merupakan modal utams bispis etnis
China {CY.Xuo, L996: 107).
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kontrak. sebab secara empiris hanva beriaku relatif atau
hanva sebagail "macan kertas' bpelaka. Darl penelitiannva,
menunjukkan., walaupun telah‘ acda suatu kKeranhgka hukum
kontrak vang telah dapat diterima secara umum, Para pelaku
bisnis didalam transaksinva sering Kali lebih suka mem-
buat persetujuan melaluil cara-cara vand lain atau informal.

Berdasarkan hasil penelitiannya dilaporkan, bahwa
penerapan kontrak-kontrak yanga dibuat ternvagét;idak kon=-
sisten dilihat dari sudut hukum. Senqketavﬁengketa vang
sebelumnya telah di atur di dalam kontrak untuk menghadapi
kemunaklnan—kemungkinan yanga akan datang sering diselesal*
kan tanpa menyinagung subtansi kontrak vang telah dibuat
manakata nantinya terjadi sengketa. sakalipun para pihak
sebalumnya telah dengan terperinci mencantumkan akibat—~
akibat vang terjadi serta_bagaimana sanksinya. Dalam dunia
bisnis. perkara/ sengketa lebih banyak diselesaikan. di-
antara para pihak dengan jalan berunding berdasarkan
_orinsip agivae dan take dan bahkan kerapkali tanpa Jasa
pangacara., yang seolahwoiah tidak pernah dibuat suatu
kontrak sebalumnya. Fada umumnya praktek bisnishya dapat

berhasil dengan suksas melaksanakan transaksi-transaksinya.
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tanpa veriu menggunakan kontrak atau hukum Rontrak. Karena

kKontrak atau pembuatan kontrak itu mahal., baik dari seql

pembiayaan. segi waktu pembuatan. maupun dari segi fleksi-

bilitas transaksi (Soemitro, l989:19).

alam hubungannya dengan studi mengenal penggunaan

kontrak dalam dunia bisnis di atas, ternyata bahwa

hubungan‘ keparcavaan vang telah melembaga dalam

cdunia

bisnis tidak dapat dikesampingkan begitu saja, oleh beker-—

jJanya kontrak-kontrak vang dibuat secara rasional sekali-

pun. $Sehingga tampak adanva batas-batas Kkemampuan hukum

(formal} sebagal alat pengatur Kkontrak. serta adanva kecen-

derungan kaidah non hukum ikut melengkapi/menopang atau

bahkan mengasampingkan berlakunya hukum kontrak (formal).
Dalam hubungan vang demikian ini. orandg sering menga-

takan., bahwa undang-undang itu tidak beroperasi di dalam

ruang yang hampa. Sehingga digolongkan sebagal suatu in-—

strumentarium vang formal guns mencapal tujuan-tujuan

tertentu, senantiasa dibavangl atau disaingi oleh mekanisme

vang bekerja secara tidak resmi (informal). Namun mempunyai

kekuatan vang sering lebih kuat dan efesien daripada

aturan vang bersifat formal.
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Dalam dunia bisnis. umumnya para pelaku bisnis sudah

mempunyai dunianva sendiri., lengkap dehgan segala pranata.,

termasuk aturan permainan dan pola-pola hubungan diantara

mereka sendiri. Kondisi vang demikian ini. mengakibatkan

terjadinva persaingan antara bekerijanya hukum resmi dengan

pranata dan sikap-~sikap vang sudah melembaga secara infor-

mal didalam dunia bisnisya, vang penuh dengan norma-norma

dan nilai-nilai sebagai basis scsial dalam melaksanakan

kegiatan bkisnisnva. Secara eksplisit. Gunardi Indro, menva-
takan:
Peétama—tama parlu disadari, bahwa bisnris dalam arti
partukaran terdapat dalam setiap kebudavaan, sehingga
dengan demikian setiap bisnis pada hakekatnya dilanda-

si oleh nilai-nilai dan norma vang ada pada masyarakat
(komunitas bisnis.pen) vang bisa berbeda~bedal(l999:4}
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BAB IV
KEBERADAAN CEK PADA KOMUNITAS BISNIS

ETNIS CHINA DI KALIMANTAN BARAT

A. Sejarah Cek dan Basis Sosialnva.

i dalam melakukan analisis terhadap cek putih

sebadal pambavaran Lransaksl Disnlis pada Komunlitas bisnis

etnis China di1 Kalimantan Barat. maka terlebih dahulu

dilakukan suatu pemaparan sacara umum terhadap esensi atau

keberadaan cek (formal)} berikut latar belakang sosialnva.

Sehinaga nantinva diharapkan dapat menaunagkap secara lebih

komprehensif. penyebab distfunhasional cek tersebut dan

logika fungsionalnya cek putih bagili para pelaku bisnis

etnis China di Kalimantan Barat.

Sebagai suatu instrumen pembzvaran., cek telah berlaku

umum dalam masvarakat bisnis di Indonesia. PFPengaturan an

persyaratannva secara terperinci telah diatur pada Kitab
Undang—~undang Hukum Dagang (KUHD) dan Surat Edaran Bank

Indonesia (SEBI). Pada mulanva. cek tidak dikenal pada

masvarakat bisnis Indonesia dan jika diruntut dari sejarah

lahir/keberadaannya cek, boleh dikatakan merupakan

proses evolusi dari mata uang tunail. Oleh karena itu dalam



upaya menelusuri cikal-pakal perkembangan cek. mau tidak
mau harus membicarakan sosok dari  uang tunail.

Di  lihat dari seljarah keberadaan uang. maka boleh
dikatakaﬁ usianva setua dengan peradaban perdagangan
(bishis) itu sendiri. Pada mulanya. uang diciptakan sebagai

suatu  instrumen untuk memberikan kemudahan dalam proses

partukaran. Namun dalam perkembangannva. ternvata fungsi
uang tidak hanva sekedar memudahkan teriadinva pertukaran.

Para ahli mengkualifikasikan ada beberapa macam ’fungusj.?8

vang melekat pada uang. yvaitu:

{1l) Sebagai alat penukar {(medium of exchande):
(2) Sebagai alat pengukur nilai (standard of value) dan

(3) Sebagail alat penimbun/pepghimpun Kekavaan (store of
valua) (Manulang,1997:18)

Tanpa adanva uang. maka dalam dunia bisnis .umumnya
akan tergantung pada sistim barter.. Dalam sistem ini. para
pelaku bisnis sering kali menemul kesulitan dalam mencari
kesesualan tentang nhilail nominal barang vang dipertukarkan.
dan dalam mencari patner tukar menukar {(barter).

et e YpeR S e SPe P N T P A R UL T RS M WA LA S Vot

18.0isamping ketiga fungsi tersebub, sebagaimana ditulis ofeh Wiltiam Jevons dalan “Woney and rhe Hechanisa of
Exchange’. vang dapat juga berfungsi sebagai pembayaram cicilan dan unit rekening ( Sastranidiava, Jeri Dasar Hukus

Ehkononi Bagian & Tenfang Surat Berharos, Progran Kerjasama Provek Eiips dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia,
1998:1-8)
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Sebagal solusinya pada waktu i1tu. para pelaku pishis
S pbarupava mencari alternatit vang dapat digunakan @ sebagal
"alat pbavar {(uang) dalam proses pertukatran. Pilihan awalnya
adalah kepingan smas sebagai alat vyang paling tepat.
Karena Keberadaannya dapat diterima olsnh semua pihak,

disamping 1itu nilainya relatif stabil. Namun alat tukar

kepingin emas ini, ternvata menimbulkan bebarapa Kendala

yang mengakibatkan terhambatnya Laju perdagangan. yaltu:

(1) Sulitnva mengangkut uang (kKepingan emas) dari tempat
satu ke Ketempat Lainnva., apalag: Jika pembelian
barang-barang dagangan tldak sedikit jumlahnya;

{2) Raesi1ko keamanan diperjalanan;

(3) Mahalnva biava pengangkutan uang tunal karsna bahan
vang berat;

{4) Kesulitan melakukan pembayaran Jjika harga barang
ternyata berada dibawah nilai nominal uang (kepingan
emas ) (Hadiwegeno,l991:17).

Parkembangan berikutnya, masvarakat bisnis manemukan

Csemacam  kKertas vang dijamin nilainya sama denhgan  emas,.

‘Kertas tersebut merupakan surat bernarga karena nilainya

telah dijamin dengan emas. vang penyimpanannya dilakukan

npleh tukang emas atau pihak bank79

ks A At A T T Y e e S S Moy e e ke okt A

19. Pada wasa inilah diduga cikal bakal lahirnya instrumen peabayaran cek. Menurut sejarahnya i Inggris sekitar abad

17, pandai (tukang) emas di London mulai menerisa sinpanan berupa emas dan aengeluarkan sote sepagal bukti bahwa

nereaa berhutang sejumlah nilai emas sinpanan tersebut. Kedudukan vandai emas pada waktu itw, dianqgap sebagai pihak

128




fahap selanjutnya adalah uang simbolis.,

yang tidak dapatr ditukar untuk suatu komoditas vang

berniiai i1ntrinsik, uang sepeartl i1tu biasa disebut fiat

money ., Karena aslinva berasal dari perintahn pr1rhak

pemerintah. Perkembangan uang simbolis inil. sangat penting

bagli tercilptanya uang tunal sebagal instrumen bembayvaran

tersendiri. Uang tunai dapat diartikan sebadgal suatu bsntuk

uang simbolis vang diperlakukan sebagail suatu Komoditi,

yang obyeK fisiknya mempunyai nilai pastl dan ditetapkan

sebalumnya serta pemilikannya dapat dengan mudah beralih
darl seseorang ke orang lain (Elips.l998:9).
I'ernvata penggunaan uang tunai dalam transaksi vang

relatif besar sering mengalami kesulitan. Rarana dinilai

kKurang wpraktis dan aman. maka tuk 1tu dicarilah alterna-—

tif p=mecahannya. vyaitu dengan cara mempergunakan salah

satu instrumen pembayaran seaparti bentuk nots book.

mwwmmmm-m WA W WA W b Wy e e e e e

L Continued. ..

yang aapat dipercaya.Aofe yang diterbitkan dapat dalam bentuk tunjukfperintah, yang menyebutkan harus dibayarkan pada
sepesbaws atau sepemilik dari sofe, Perkembangan berikut sofe ini, diadopsi oleh lembaga perbankan menjadi samt sete,
nelalui penerbitan lembaran-lewbaran kertas yang dapat ditukarkar dengan emas dengan memperiihatéan pada bank yang
sengeluarkannya. Oalam suatu perkars Ailler v. Race,$7 Eng.Rep 398 (1758) Kakis ketus, Lord NapsFieid, wemvtuskan
bahwa dank mote secara tetap dan universal baik ¢i [aggris maupun dilvar Inqaris disznakan dengan vang tunai; dibayar
dan diterima sebagaimana layaknys uang funai; serta yang terpenting batwa nilal tukarnya harus diciptakan dan dijamin

untuk tujvan perdagansan (Lihat, Seri Dasar Wukus Ehonosi Bagisn & Ientang Surat berharga, Prograx Kerjasams Proyex
Elips dan Fakultas Hukum Universitas indonesia, 1998: §).
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Instrumen pembayaran 1ini. di  Inggris telah mengalami
dimoaifikasi dan dinamakan Chegue.

Uleh Karena 1tu. cek pada mulanva didugs pertama kKall

dipargunakan dalam dunia bisnis masvarakat lnggris.

Sehingga keberadaan awalnva, J1elas tidak dapat dipisankan

dengan basig soslialnvya dalam hal 1ph1 masvarakat Eropa

(Inggris)., vang pertumbuhan hukumnhya., sseshingga mancapal
bentuk vang tormal dan tertulis (modern) 1inl dilakukan
tidak kurang dari mulai abad v1I sampal dengan abad XXX,
dan perubahan menuiu kepada karakteristik hukum tersebut
teriadi secara bertahap (Iincrimantal), sesual pertumbuhan
dan perkemhangan masvarakatnva. Kemudian peangaturan cek
versi Inggris diadopsi dan menvebar di  Jerman. PFPerancis,
Belanda dan dibeberaps negara lainnva.

Walaupun asal mula Ltahirnva dari Inggris. rarnvata
dalam perkembangannya. masing-masing haegara memiliki spesi-
fikasl substansi cek vang relatit berlainan. Sehingaa para
pelaku bisnis (kKhususnya dalam transaksi bisnis internaf
sional) seringkali melakukan kekeliruan (kesalahan) ketika
mereka merealisasi pembayarannya, selaln ity seringkali

juga dipergunakan untuk tujuan-tujuan tidak baik (menipu).
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AKLbatnya Justru dapat menimbulkan dangguan kKelancaran

pisnis di antara para pelaku blsnls 1tU sendiri.

Menyvadari kenyataan tersebut serta demli mewujudkan
kepastian dan perlindungan hukum dalam penggunaan cek, maka
berdasarkan Konvensi Jenewa 1912 ditetapkan suatu penya-—
ragaman bentuk dan substansi cek. Menindak-lanjuti dari

Konvensi Jenewa tersebut, menugaskan pada setiap penanda-

tangan konvensl untuk segera meratifikasi dan memasukkan

aturan—aturan mengenal cek dalam peraturan perundang-

undangan di negaranya masing-masing. selanda sebagal salah

satu pesarta penandatangan dari Konvensi Jenewa, segers

menindak~tanjuti konvensi tentang cek dengan cara memasuk-—

kan aturan-aturan mengenal cek kedglam Kitab Undang-
Undang Hukum Dagangnnva (W.V.K).

Berdasarkan prinsip konkoracansi vang dianut pemerintah
Baelanda terhadap negeri jajahannva dan akibat diksluarkan
STBL.1917 Nomor 12 tentang Penundukan diri dan ST8L. 1917
Nomor 129 tentang berlakunya Hukum perdata dan dagang
Belanda selurubnya bagl golongan Timur Asing China, kecuali
vang mengatur mengenal kongsi dan adopsi. Maka memungkin—

kan golongan Timur Asing dan Bumiputera untuk menundukkan
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diri serta diberlakukan Buaerliike Wetboek (8K) dan Wetboek
van Kophanded (#viK) vang didalamnva sesuai STBL.1935/ 562
Jo STBL.1935/531., memuat tehtang aturan menqengi cak.

Esensi cek sebaaqail instrumen pembavaran., tidak lahir
(tidak dikenal) dalam komunitas bisnis magyarakat China
maupun masyarakat asli Indonesia. Sehingaga dapat dikatakan.
bahwa cek marupakan instrumen pembayaran &asing yang
ditranspiantasi dalam insfruman penbavaran transaksi_bisnis
di Indonesia. Transplantasi vyang démikian dalam dunia
bisnis harus dimaknal sebagali suatu perwujudan dalaﬁ
pembavaran praktek bisnis modern vang telah berlaku sscara
umum dalam dunia bisnis.
B. Pengertian. Persyaratan dan Bsntuk-bentuk Cek

Sebagal instrumen pembavaran. cek di golonakan sebaqal
vembavaran tunai atau giral. Walaupun telah diatur secara
tegas di dalam undana-undang. namun definisinva tidak dapat
dijumpal didalam undang-undang itu sendiri. Manurut‘ Rasijim

Wiraatmadia:

Cek adalah wmarkat vang berupa perintah dari nasabah
kepada bank-nya vang ditanda-tangani oleh nasabah
vang bersangkutan sebagai penariknya., untuk mambavyar
taipa svarat suatu iumlah Uang tertentu kepada suatu
orang/pihak tertentu atau vang ditunijuk olehnva atau
kepada pembawa (1985:17).



Hampir sama dengan pendartian di atas. Muhammad Jumhana

mengartikan cek:

Sebadgal sSuatu perintah tanpa svarat dcarli nasabah
kepada bank vang memelihara rexening ¢iro nasabah
taersebut untuk membayar seiumliah uang tertentu kepada
pihak vang disebutkan didatamnya atau kepada

peme—
gangnya(1l993%:99),

Sgdangkan Lord Chorley (1978:39), menvebutkan: '"Tha Chegue

is the written order by which the customer regulires his

bankeayr to repay the money which has beesen tfent to him.

Menurut SEBI Nomor SE.Q00L12/Dir-1978, cek diartikan sebagail
surat perintah dari nasabah pemegang rekening kepada bank-
nya untuk membayar sejumlah uang kepada orang tertentu atau
badan vang menunjukkan surat peraintah tersebut di Bank

vang bersangkutan.

Bardasarkan definisi di atas. maka konzep dasar meka—

nisme pembavaran transaksi bisnis melalul instrumen cek,
diawall dengan penciptaan suatu hubungan hukum (perikatan}
antara penerbit (pemilik dana) dengan pihak bank (sebagal
tersangkut/penvimpan dana) dalam suatu bantuk perjaniian.
Perjaniian vang dibuat ini, meliputi jasa-jasa vang diberi-

kan dan blava vang akan dikenakan oleh bank atas opelayanan

jasa vang diberikannya. Pada umumnva pelaku bisnis selaku
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panerpl*t dihadapkan pada bentuk standar (baku) kontrak
penerbitan cek sebagal ketentuan vang berlaku umum, bank—
bank akan memakal bentuk standar kontrak yang sama sehihgga
hampir tidak ada Kesembatan bagi penerbit (pemiiik danaj.
untuk mencatri kontrak vang berbeds dari bentuk vang telah
ditetapkan oleh pihak bank.

Perkembangan berikutnya. pemilik dana sebagal peme-
gang bdku cek. menerbitkan cak dalam transaksi bisnis
dengan mitranva. Jadi disini perjaniian transaksinya dapat
dikualitikasikan sebagal suatu psrikatan dasar80 vang
melatarbelakangl Lahir/dipergunakannya cek. Selaln itu
seperti vang dikonstantir Sastrawidjéya banwa latar~
pelakang penerbitan cek dalam transaksi bisnis jﬁga bisa
mengalami perluasan. Menurutnya Jika timbul sengketa,
kadangkala salah satu plhak berusaha untuk memaksakan
kehendaknya dengan mengirimkan cek Kepada pihak lainnya

atas sejumlah uang vanga diangaap sesual, dengan disertai

vy Yo Y et T (e b LAl B i L St N e e M b

80,1228 Prayoqo, nengkualifikasikan cek sebagai surat berharga yang penerbitamnya dilatarbelakangl adanva perikatan
dasar antara penerbit dengda pidak lain. Oleh Emmy Pangaribuan, perikatan dasar ini sebagai hubungan asli antars
penerbit dengan pihak pemegang pertama, dan biasanya berbentuk perianjian jual beli. fimana pihak penjual dan Dpembeli
telah sepakat untuk wemperqunakan instrumen opembayaran cek (Imam Prayoge, Surat Berbargs: Alat peabayaran padi
Hasyarakat Hodern, Reneka Cipta, Jakarta,1991: 17 dan Eamy Pangaribuan Simanjuntak, Aukew Oagang Surat-Surat Berharga,
Seksi Hukoa Dagang Fak.Hukum UM Yogyakarta, 1981:28)
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kata-kata pada cek, pahwa cek tersebut merupakan

atas seluruh kewajiban.

Kemudian pihak lainnva harus memu-

tuskan apa vang harus dilakukannya dengan cek itu, Keadaan

sepertl ini dikenal dengan doktrin setuiju dan puas (accord

and satiffaction)(1993:71).

Selanjutnya Jika diperhatikan karakteristik cek.

dengan mendasarkan pada uraian pada bab sebelumnya.

maka
struktur cek dapat diklasitikasikan sebagal salah satu
instrumen pembayvaran vang lahir dari produk masvarakat dan

hukum modern dengan ciri vang lebih menekankan kepada aspek

formal, - rasional, rinci dan birokratis, demi terciptanva

suatu kepastian dan pariindungan bagl para pelaku

bisnis. dalam melakukan transaksi bisnisnva. Pengaturan cek

vang demikian menandakan bahwa aspek formal merupakan

faktor vyang sangat menentukan keabsahan bagl penggunaan

instrumen psmbavaran cek dalam transaksi bisnis.

Dilibat dari aspek formalnya, agar suatu cek dapat

berlakud setagai alat pembavaran vang sah. maka terlebih

dahulu harus memenuhi bebasrapa persvaratan dan persvaratan

ini menurut ketentuan pasal 179 avat (1)} KUM Dagang adalah

pelunasan .



oarsifat mutlak. Adapun svarat-svarat tersebut.

saparti

vana diatur dalam pasal 178 KUHD. vaitu sebadai berikut:

(1) Pada setiap lembar cek harus memuat kata cek. dan

(2)

(3)

(4)

{(6)

harus dinvatakan dalam bahasa vang dipergunakan
dalam surat cek. Hal ini nemberikan pengertian bahwa
iika klausula cek tidak disebutkan dalam rumusan
teksnya. surat tersebut tidak berlaku sebagai cek:
Adanva perintah tak bersyarat untuk membavar. svyarat
ini menegaskan bahwa pelaksahaan pembayaran tidak
boleh diaantungkan kepada svarat tertentu vang
hakekatnva dapat menghambat. menghalangi serta
menunda pembavaran cek;

Nama bank sebagal pihak tersangkut. vang dimaksud
tersangkut KkKetentuan 1ini sesual dengan pasal L8O
KUHD adalah seorang bankir vana mempunvai fonds
untuk dipergunakan penerbit:

Fenuniukkan tempat pembavaran, dimana pambavaran
harus terijadi. Mengenai tempat pembavaran. dalam
pasal 179 avat 2 dan 3 KUHD mengatur lebinh lanjut
bahwa:

(al apabila tempat pembavaran tidak dituniuk =secara
khusus maka tempat vang disebutkan disamping nama
Lersangkut diangogap sebagai tempat pembavaran,

(b} apabila dissbutkan banvak tempat disamping nama
tersangkut., maka cak dapat dibavar ditempat vang
dicebut pertama. Kemudian bilamana penunjukkan—
penunijukkan demikian itu tidak terdapat, maka
pembayvaran cek dapat dilakukan pada kantor pusat
sitersanghkuts '

Tempat dan tangeal penarikan cek. arti penting per-
gyaratan ini sangat erat. hubungannya dengan tegang
penawaran pembavaran cek., valitu selama 70 hari
dihitung seijak hari. tanggal penerbitan cek (pasal
206 avat L KUHD). Jika tempat penerbitan cek tidak
disebutkan pada cek dianggap ditanda-tanqani ditem-
pat vang disebut disamping nama si penerbit (pasal
179 ayvat 4 KUHD): -

Tanda tangan penerbit. ini merupakan svarat vang
penting Kkarena surat cek pada hakeskatnya adalah
akta. Tanda tangan adalah svarat mutlak bagi suatu
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akta dalam hal i1ni akta sebagal alat buktli per-
buatan hukum dalam penarbitan cek berdasarkan
nerikatan. Demikian juga tanhda tangan psherbit
merupakan pertanggung-iawaban terlaksananya pem-

bavaran bankir (Wiraatmadia,l985:34~35 dan Pravogo.
1991:190).

Dalam hubungannya dengan pgnulisan hurut dan  anaka
pada ce8hk. Bank lndonesia melaluis SEBI Nomor 2/77 UUP/SU
tanggal L4 September L1966 menaharuskan adgar dailam penulisan
caek ditulis dalam hurut~hurut latin. Surat edaran 1inl
dikeluarkan karena pada waktu itu banvak bersdar cek vang
ditulis bukan dengan huruf latin., melainkan dengan huruf
China. Keadaan semacam inl menurut 8ank Indonesia banvak
manimbulkan Kesulitan., Karena pibhak perbankan menemul
kesulitan untuk mengartikan tulisan dalam cek tersebut.
terutama kesulitan untuk mengetahui apakah Jumlah uéng vang
tertulis dalam huruf dan vang tertulis dalam angka sama
atau terdapat perbedaan.

Disamping harus memenuhi persyvaratan di atas. dalam
transaksi bisnis dikenal berbagai bentuk cek. antara lain:
(1) Cek atas pengganti penerbit, diatur pasal 183 avat

(1) KUHD, vang menvatakan bahwa cek dapat diterbitkan

atas pengganti penerbit., kekhususan benftuk ini

Cadalah nama pemegang pertama tidak disebutkan,

sehingga penerbit sama dengan pemegang pertama.

Surat cek bentuk ini berklausula atas pengganti (aan

order) Jika diperalibhkan kepada orang 1lain harus
dilakukan dengan endosemen.
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(2]

(3)

(4)

(&)

Cak atas penerbit sendiri, diatur pasal [83% avat (3)
KUHD vang menvatakan bahwa surat cek dapat diterbit—
kan atas penerpblt sendiri. xekhususan pentuk 1ni
adalah si penerblt sama dengan tersangkut (Bank).
Jadi perintah membayar 1tu darli Sankir kepada
Bankir., 1ini terjadi apabila Kantor pusat dari Bank
terseput menerbitkan cek atas kantor cabangnya.

Cek untuk perhitungan orang kKetiga, diatur pasal 183
avyat (2) KUHD vang menvatakan bahwa surat cek dapat
diterbitkan atas perhitungan orang ketiga. Namun
demikian ada kalanya terjadi bahwa penerbit dianggap
talah menerbitkan surat cek atas perhitungan dirinya
sendiri. Jjika dari surat cek tersebut atau dari
advisnya tidak untuk perhitungan siapa cek itu
diterbitkan.

Cek Inkaso, diatur pasal L83 avat (L) KUHD., wvang
manvatakan bahwa Jjika dalam ‘cek penarbit memuat
kata—kata harga untuk dipungut, inkaso atau dalam
pamberian kuasa atau kata-kata lainnva vang berarti
memberi perintah untuk menagin semata-mata, penerima
boleh melaksanakan segala hak vang timbul dari surat
caek tersebut, tetapi ia tidak bisa mengendosemen—
kannya kepada orang lain. kecuali dengan cara mem—
beri kuasa. Dalam cek inkaso upaya bantahan hanva
dapat dilakukan kepada pemegang. dan pbembesrian

‘perintah pada cek inkaso tidak berakhir dengan

meninggalnya atau tidak cakap menurut hukum
si~pembari pearintah. Hubungan hukum antara penerbit
dan pemegang pertama dikuasai oleh hukum pemberian
kuasa., artinva pemegang pertama itu bertindak seba-
gai kuasa dari penerbit untuk menagih sejumlah uang
pada Bankir-nya. Jika uang telah dicverima lalu
disetorkan kepada penerbit.

Cak berdomisili. diatur padal 185 KUHD, vang menya-
takan bahwa setiap surat cek dapat dinvatakan di-
bavar di tempat tinggal orang ketiga. bkalk di tempat
tersangkut bardomisili atau di tempat lain dan vang
dapat menuniuk domisili itu hanvalah penerbit hal
ini dapat dimaklumi karena pada cek tidak dikenal
adanva akseptasi.

Cek Silang (Crossed Cheque), diatur pasal 214 dan
pasal 21% KUHD. Cek silang ini adalah selembar cek
yvang diberi dua garis miring vyang sejajar pada
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bagian muka. landa silandg pada cek 1tu memberikan
petunjuk  Kepada Hank pembavar., bahwa cek tersebut
hanva dapat dibavar kepaoa suatu Bank vang tersebut
diantara kedua harus silang. KC. $Shekhar (Rasjiim
Wiraatmadia.l985:10) memberi artl cek silang : &

ereossing is a direction to the pavina Ranker Ehat
the cheques should be paird only to a Sanker and if
the  Ranker is named in the crossing., only to  that
banker. Didalam cek silarng., pempbawa atau pemegang
tidak diperkenankan mengambil tunai dari Bank pem-
bavar. Dengan demikian cara ini bermanfaat untuk
melindungi cek dari pencurian maupun bentuk ke-
curangan Lainnva. Tuiuan cek silang adalah untuk

membatasi pihak-pihak vang akan memperoleh pembayar-
an atas cek itu.

C. Disfungsional Cek Sebagai Instrumen Pembayaran.

Dengan memasukkan cek kedalam suatu baagan hukum
{undang—undang) di atas. inl berarti pembavaran transaksi
pisnis diatur secara unitorm yvang taat kepada suatu  tata
nilai tertentu (salah satunva kepastian). Pengaturan cek
vang sedemikian terperinci beserta persyaratan tersebut,
dalam hubungannya denganh modernisasi pembavaran transaksi
bishia dianggap sepbagal hal vang wajar. Bahkan jika dikait-
karn dengan segl hukum =ebagal suatu peraturan vang Llogils
dan konsisten. maka bsntuk cek yang demikian sudah meru-
pakan suatu keharusan. Hal ini dilakukan, agar tercapai
suatu kepastian dan perlindungan hukum bagi para pelaku
bisnis dalam merealisasi pembavarannya. Dengan harapan

mareka., para pelaku bisnis tidak akan ragu-ragu dalam
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melarsanakan keagiatan bisnisnva. vang akhirnva datam skala

maxro baerdampak bagl Kelancaran dan Kemaiuan dibidang

kegiatan bisnis. Namun tujuan dara penarbitan dan

pengaturan cek vang cukup baik tersebut. ternyata tidak

direspons dengan baik atau kurang populer penggunaannya

dikalangan pelaku bisnis estnis China di Kalimantan Barat.
Satjipto Rahardjo. pesnvebab sitat vang distfungsional

syatyu aturan hukum (undang—-undang) sebagaian besar diaki-

batkan oleh tidak sesual (Jumbuhnva.pen) efesiensi

S0810~
kultural dengan peraturan vang berlaku (1986:37). Realitas
ini. semakin delas ketika memperhatikan alasan penveabakb

komunitas bisnis etnis China kurang menyukai cek:

(1) Aturan—aturan cek tidak memperoleh dukungan vang
senestinva dari norma-norma sosial non nukum;

(2) Aturan-aturan cek tidak/belum sesuai dengan norma-
norma sosial non hukum, sehingga dirasakan sebagal
norma vang asing bagl warga komunitasnya.

Dalam hal ini, Prank P.Grad berbendaoat parundanda-
undangan vang dibu%t tanpa melihat konteks sosial budava

akan lLuas J1angkauan pilihan—-pilihan teknisnva. bukan hanva
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akan gagal Untuk membina bidang yang diaturnva. tetapl Juga
persifat merusak (Soekanto.,l983:106). Contoh kongkrit dan
menarik dalam hal ini adalah dikeluarkannva Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 1964 tentana Larangan Penarikan Cek

Kosongﬁl‘ vang justruy berdampak neaatif. vailtu perkurang-

nva/hilangnya kepercavaan para pelaku bisnis ternadap cek

dan Lembaga perbankan.

Dari perspektift tungsionalnya Robert K. Marton, vang
membaai kedalam tiga postulat, yailtu:

(L) Resatuan fungsional vang sempurna dari suatu
masyvarakat (sistem). bertentangan dengan fakta.la
menegaskan bahwa disfungsi (eiemen disintegratit)
tidak boleh diabaikan hanya karena begitu terpesona
oleh fungsi-fungsi positif. aApa yvang fungsional bagil
kelompok vyvang satu dapat tidak funasional bagi
kelompok vang Lain.

(2) Fungsionalisme semesta tidak pernah ada. Oleh kareana
itu elemen—elemen sosio-kultural seharusnya diper-—
timbangkan menurut kriteria keselimbandan konskusnsi-
konskuensi fungsional vang menimbang fungsi-fungsi
positit, relatif terhadap fungsi negatif.

(%) Adalah indespensability. Suatu keharusan fungsional
vang telah ditetapkan., dihadapkan dengan berbagail

e s v e b WA W S e S Y ot Meks WA A i e

4.ncanan pidana dalam Undang-Undang Nomor L7 Tabum 1964 yang verat, yaitu: pidana aati, seunur hidup dan 26 tahun
pidana serta denda empat kali lipat dari nilai cek. Dimaksudkan untuk pencegal timbulnya faktor-faktor yang menga-
kibatkan berkurangnya/hilangnys kepercayaan sasyarakat terhadap cek pada untanys dan lembaga perbankan khusushya.
Realitasnya jostru berdampak sedaliknya, yaite timbulnya keegancn untuk mesperquaakan cek dalam peabayaran transaksi
bisnisnva. Dengan perkataan lain tejuan ¢iundangkan Undang-Undang Homor L7 Tahun 1964 tidak dapat diwujudkan, bahkan
seninbulkan keresahan dikalangan pelaku bisnis. Akhirnya dikeluarkan PERPU Nomor ) Tahun 1371 tentang Pencabutan
Undang-Undang Nowor &7 Tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong.
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item kKultural vanag dapat dipakal untuk memenuhi
kebutuhan sosial atau yvang disebut dengan konsep

alternatit tungsional. Lebih lanjut. Merton mem—

perkenalkan dua sifat fungsi terpsnting. vaitu
furigsi manifest adalah fungsi vang diharapkan dan
fungsi latent adalabh fungsl vang tidak diharapkan
untuk muncul (Polama,1994:37).

Bagi komunitas bisnis etnis China di Kalimantan Barat,
secara manifest diberlakukan cek, vang diharapkan cdapat
memperlancar proses transaksi bisnis. menciptakan rasa
aman. karena Jaminan atas kepastian dan parlindungan
(hukum). adanva keterlikatan lembaga perbankan éebaqai
pihak tersangkut/penangqung serta vang terpsnting lagi
melalui penerbitan cek., kepentingan pribadi dan perlin—
ddngan,.akibat terjadinva kerugian yang disebabkan ketidak-
juiuran bisa mudah untuk dibuktikan melalui Jjasa pengadi-
lan. Aspek manirest yang demikian ini akan tepat berlaku,
jika ins*trumen pembayaran melalul cek ini, dipsrgunakan
bagi para pelaku bisnis vang menjuniung tinggi Kepentingan
individu dan kecenderungan mencurigai (kurang mempercayail)
diantara para pelaku bisnis/pihak lain. Tetapi  umumnva
pelaku bisnis etnis China di Kalimantan Barat fungsil
positit manifest tersebut. tidak muncul dengan baik. Bahkan

sebaliknya memunculkan fungsi lIatensi negatif, karena

kehadirannya justru menghambat /manganggu kelancaran bisnis~
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nya. $ebab. praktek bisnisnva meniadi ticak fiekéibel;
menimbulkan perasaan kurang dipercayva. kurang familiar dan

masih belum dianggap sebagal mitra bisnisnva (dianggap

orang Luar).

Muncul Tungsli Iatent vang tidak diharapkan tersebut,

vang mendorong mereka untuk tidak mempergunakan cek sesama

Komunitas bisnishva., seandainva mereka terpaksa memperguna-—
kan biasanva disertasi dengan pemberitahuan alasannyva serta
ucapan maat terpaksa mempergunakan. Upaya 1ni dilakukan
untuk menghindari timbulnva faktor-faktor negatif diatas.

Disfungsionalnva cek. mencerminkan bahwa konsep hukum
vang berlandaskan nilai-nilai kepentingan individualis dan
prosedur rasional sebagal karakteristik hukum modern
mangalami banturan dengan tembok-tembok kultur yang
terdapat dalam suatu komunitas bisnis etnis China di
Kalimantan Barat, vang lebih mengedepankan nilai-nilai:
kepercavaan., solidaritas dan harmoni sesama komunitas
bisnisnva.

Disini kita menyaksikan terjadinya pergumulan antara

tuntutan untuk berprilaku dan bersikap sesuai ' dengan

Rukum (KUHD dan pgraturan lainnya) atau perilaku vang
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Rerakar aspek sosio-kulturalnva. Apabila pergumulan ini

dirhubunakan dengan sibernerika-nva dari Parson., maka tampak

bahwa distfungsionalnva cek bukanlah suatu vandg aneh.

Sebab bekerianva hukum 1tu tidak sama @ekalil otonom.

melainkan kalt-mencgkait (saling merasuki) dengan proses-

proses lain vyang berlangsung dalam masvaral:at. Kait-

mengkait ini dalam arti. bahwa tungsi hukum ssbagai

pengontrol sosial vang bersifat formal. akan senantiasa

diawasi dan dikontrol oleh berbagai proses dalam masyvarakat
(dhi, vang memiliki basis informasi

tingai. separti:

pbudaya. sosial).

Disamping 1itu. bahwa bekerianya nhukum Jjuga. selalu

dikondisikan oleh proses-proses vang memuat energi lebih
besar (dhi. bidang: ekonomi dan politik). Sehingga dengan

demikian daya laku hukum formal dalam suatu komunités
tertentu selalu memiliki konfigurasi menebal atau menipis.
sesual besar kecilnva dominasi faktor—-faktor tersebut
diatas. Boleh Jadi pengaturan cek dalam KUHD., walaupun
sudah lama dan dianggap telah mentradisi dalam dunia

pisnis. Namun belum siap diterima dalam suatu komunitas

bisnis etnis China di Kalimantan Barat. sebab warga komuni-
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ras

harus beialar mengakrabkan diri dengan struktur

nukum .
modarn vang masih relatif asing baginva.
! Dibarlakukan cek justru mengakibatkan mereka . menjadi
semakin ; asing. terutama sesama Komunitas bisnisnva.

Akibatnya wajar Jika muncul suatu  sikap  penolakan

i (disfunasional) terhadat aturan cek. Sebab dalam suatu

proses akulturasi hukum akan memunculkan beberapa variasi

sikap terhacdap suatu aturan hukum tersebut. vana dapat

‘ berupa:

g (1) Adaptasi secara penuh {fungsional),

(2) Adaptasi setengah (semi fungsional) atau

(3) Konflik/penolakan (disfungsional).

; Kondisi vang demikian ini. akan semakin jelas
1

mengingat bahwa produk hukum (KUHD) vang mengatur

mengsnai

cek marupakan suatu kodifikasi dan unifikasi hukum Belands

vang Jitranspbiantasi guna mengisi kekosonaan hukum.

Sehingga secara empiris belum cukup ditopang oleh kesadaran

Pukum kRomunitas pisnis pada masyvarakat China di Kalimantan

i Barat. Renvataan 1inl grat kKaltannva karena struktur dan
mekanisme cek formal., masih dianagap sebagal produk hukum
@ asing. vang kurang Jumbuh dengan basls sgosial vang
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malatar—-pelakangl kenicupan

1hdgividu | maupun komunitas

bisnisnva.

Dalam hal 1ni Ihromi. Rerkesimoulan dalam bidang

ekonomi (bisnis.pen). hukum negara menagalami Kkesulitan

penerapannvya. karana

sebagian merupakan akibat dari pe-

ngaruh keadaan saling kestergantungan vang Kkompleks dari

unic~unit ekonomi itu sendiri dan sebagian karena kenyataan

bahwa kecenderungan untuk mengorbankan Kkesempatan ekopomi

hanya untuk bertingkah-laku sesuai hukum dengan sendirinva

Jarang sekali terjadi: kecuali kalau psngelakan hukum

formal vang teriadi sangat ditentana oleh adat kebiasaan

masvarakatnva (1993:1511.

Dalam konteks vang demikian., meminiam istilahnva

Robert B. Seidman. maka tidak Jjumbubhnva perundang-undangan

vang mengatur mengenai cek., akan sancat ditentukan adanva

faktor—faktor non yuridis. seperti pada ragaan dibawah ini:
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RAGAAN §t2
MODEL ALUR KEKUATAN - KEKEUATAN NON YURIDIS
; DALAM BEEERIJANYA HUKUM

. Faker-faktor
i Sosial dan Per
; Seaal lainnya

!

Lexbaga

Pembuat <%

- npan Balik
Umpan bal? Norma

Norma

Lembaga
Fenerapan
Peraturan Aktivitas

Pemegang
Peranan

-

Penerapan

3

Faktor—i'ﬁktor
Sosial dan per
Sonal lainnya

Faktor-faktor
Sosial dan per
sonal lainnya

82. Swmber ragasn dikutip dari : Satjipto Rahardjo , Hukeen dun Musyanided, Angkasa Bandung, 1980 ; 27
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Melinat dari aran panah pada ragdaan adi atas. dapat

~

dijelaskan. bahwa hasil akhir dari pekeriaan tatanan

dalam

masyarakat tidak bisa hanva dimcnopoli oleh hukum. melain-

kan oleh

norma-norma. nilai-nilai. dan sebagainva. Seidman. disini

memanfaatkan teori persepsi peranan dalam bekerijanya nukum

di masvarakat. Suatu psraturan hukum dibuat tentunva berisi

narapan—harapan vang hendak dilakukan oleh subvek hukum

sebagal ipamegang paran (aktor). Namun bekerjanvya harapan
itu tidak ditentukan oleh kehadiran hukum semata. melainkan

olah berbadgaili faktor kekuatan—kekuatan sosial di atas

vang turut menentukan bagaimana respons vang akan diberikan

oleh pemegang peran terhadap produk hukum vang dibsrlaku-

kan.

Pelaku bisnis adalah pemegang peran. apabila 1a akan

melakukan pembavaran transaksi dengan memperdunakan cek.
maka oleh hukum dagang yang mengatur tentang surat-surat

barharaga (dhi.cek). ia diharapkan memenuhi berbagai tinda-

kan sebagal persyaratan didalam penarbitannva. Tindakan ini
dilakukan, sebagail respons terhadap harapan  dari  hukum

dagang. Akan tetapi peran vang dilakukan itu dapat sesuail
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3tau  tidak dengan kKetentuan hukum dagandg  wvang

paginva, akan banvak ditentukan oleh faktor

sosial vang

sosi1al ini sangat menentukan dalam proses pelembagaan hukum

dagang vang mengatur mengenail cek. Semakin dominan kekuatan

sosial komunitas bisnisnya vang menentang berlakunva ceak,

maka akan semakin tipis pula efek proses pelembagaan dan

efektivitas berlakunva.

Berdasarkan kenvataan tersebut. maka bekerianva hukum

positif vang hanva melihat obveknya dailam bentuk peraturan—

paraturan vang dipahami‘sebaqai kesatuan vang logis sering

manimbulkan oertentanganas. Aspek  penentangan tarhadap

formalisme terlihat secara nhvata dari pendapat Eugen Erlich

(Rahardio., 1977:25) yvang menvatakan:

- e ore . A W WA U Yot Hond bt bt ok e b e

83, Penentangan terhadip formalisme yang absolut sebagai suatu hal vang wajar, Realftas ini dari segl akademisi
Henurut Satjipto Rahardjo akan sangat bergquna dalam rangka usaha untuX meodekatkan diri pada kenvataan-Keayitaan
sosial yang hidup, serta dapat sendoronq ilav ukum untuk Iebih mewperhatikan teatang perkaitan antars hukun dan
tenonena sosialnya, Buktl adanya pertentangan formalisme terlihat dari beberapa aliran-aliram hukum, aatara lain:
(1) Aliran kultur dan sejarah yang menyatakan, bahwa sustu sistem hukum itu tidak dapat dipelajari terlepas dari
konteks Kultur dan seiarah dimanz iz bekeria;
(2) Aliran utilitarian, aliran ini menekankan vada aspek keaantaatan apa vang seharusnva dilakekan oleh svatu
sistem hukum, sehingga dapat memekan penderitaan sampai pada tarat vang wininal:
{3) Aliran realis, tervtana menusatkar verhatian pada proses peradilan. Nereka mengatakan bahwa peabentukan hukus ity
terjadi disidang-sidang pengadilan, waka atiran ini dapat dikatakan nemasukkan unsur manusiawi ke dalam hukun
(Lihat Satjipto Rabardio, Pewanfdatan Haw-Iisy Sosial Baui Pergedbanasn 1imy Hukyr Aluani 1877:23-4) .
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. rha cencere of gravity of legal development ilies not
in tegisiation. Aor 1n 1uristic science, nor  in judicial
decision. but in society itself...”

Eshi Warassih. menvebutkan bahwa bidana budava atau
aktivitas masvarakat tertentu sangat berialinan srat dengan
aspek-aspek lain dalam masyarakat. Dalam suatu paeraturan
hukum., Orang harus mencari kaitan—kaitan 1lain dalam
berpikifnva, vaitu meninjau hubungan antara hukum dengan
faktor-faktor serta kekuatan-kekuatan sosial diluarnva.
Hukum tidak akan dapat berfungsi jika dipisahkan dari
norma-norma sosial sebagal hukum vand hidup dalam masyara-
kat. Adapun hukum yang hidup adalah hukum vang menguasal
hidup itu sendiri. sekalipun ia tidak dicantumkan dalam
peraturan-peraturan hukum (1984:46). Oleh karena 1tu banq~
kajian hukum sebadal suatu bidang vang otchom vyand hanya
meneguhkan cara berpikir yvang logik. tentunya sudah tidak
dapat lagi dipertahankan'sebagai cara pikir yvang dominan.
Untuk itu diperlukan analisis secara sosio-kultural, sebab
prilaku hukum seseorang dilihat dari perspoktif sosiologis,
akan menampilkan kenyataan hukum dalam pandangan masgvara-

kat dan bagaimana pula 1ia diterima masvarakat.
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Suatu pemaksaan untuk menerima  penglihatan secara
vurigis semata. Menurut Satjipto Rahardjo. merupakan
penyerangan terhadap eklysivisme hukum,‘ karena menurut
pengamatan secara sosiologis menunjukkan bahwa dunia hukum.
tidak hanya pergumulan vuridis tetapil Jjuga: budava. poli~
tik. sosial. ekonoml dengan segals akibat dan hasilnva.
Dengan perkataan lain, doktrin supremacy of law dapat
mempunyai makna sosial vang Lain bahkan dapat menimbulkan
katidak—-adilan atau efek deskriminatif. Dalam Kritiknva
terhadap Konsepsi Rule of Law (ROL) modael Barat. disebutkan
bahwa nsgara vang mamiliki watak kebersamaan (solidaritas
vang kuat). seperti: Jepang. China, Korea. Indonesia. maka
Fonsap ROL model Barat dengan ssndirinva tidak mudah untuk
dijalankan karena masin ada partentangan dendan kekuatan-—
kekuatan non hukum (1997:6).

Kelemahan vana palina besar dari pandangan Tormal
tantang hukum., terletak pada asumsi implisitnva. bahwa
semua  orang cukup pendidikan untuk mempelajari hukum dan
cukup rasional untuk menundukkan diri pada hukum. formal.
asumsi formal vang demikian ini membuka lebar-lebar kemung-

kinan ketidak-adilan hadir menvamar sebagal Kkeadilan.

- L5l
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akibathya serinakall masvarakat mencari pilihan (sarana
lain) vana aianggap dapat mewuiudkan keadilan subtansial.

Olah karena itu Jdika produk hukum asing ditransplan-
tasikan pada suatu masvarakat rertentu., maka aftek atau
pangaruh  hukum tersebut terhadap pirlihan sessorand cdalam
perperilaku batut diduga akan berbeda pula. Dalam hal ini
dapat dikatakan., bahwa hukum vyand ditransplantasikan tidak
mungkin diharapkan akan dapat menerbitk%n afak yvang sSama
dengan efek yahg dapat ia terbitkan di tempat asal
produk hukum tersebut lahir. Seidman menyimpulkan bahwa
“rha Law of Nontransferability of Law". karena hukum itu
pada dasarnva tidak dapat ditransfer dari buml budava asing
tanpa mengangkat Jjaringan sistim institusional yang meniadi
konteks (akarnva)

. Secara tepat Friedman. menysputkan: “The dlegald
culture provides tfuel for tne potor oF Jjustice’ . Dengan‘
dimasukkan komponen budaya nukum daLam_auatu sistem hukum.
kita akan dapat melinhat hukum secara'lebih realitis valtu
nukum sebagaimana adanva dalam kehidupan masyarakat. Dalam
istilah yang lebih Khusus melinhat nukum sebagali suatu vang

terpasang dalam masyarakat. Sehingga dapat untuk melihat
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dan mengetahuil apakah aturan cek dalam KUHD digunakan atau

tidak da;am komunitas bisnpisnva. termasuk didalamnya apakah
terjadi Kkekeliruan dan psnyalahgaunaan dalam palaksanaan
pembavaran transaksl bisnisnva. Dengan demikian aspek
kultural ini dapat berfungsi sebagal Jiwa vang akan
menghidupkan mekanisme hukum secara keseluruhan atau bankan
sebaliknva ia dapat juaga mematikan €eluruh mekanisme pelak-
sanaan hukum vang telah ditetapkan berlaku.

Dari analisa tersebut dapat kita peroleh makna. bahwa
apablila pengaturan cek ity ditempatkan di  dalam konteks
masyarakat vang dilayaninva, maka harus dipahami bahwa
pengaturannya 1tu merupakan bagian dari suatu sistem sosial
vang lebih luas. Senantiasa berada dalam proses interaksi
dencan sistem-sistem lain vang juga menjadi bagian dari
suatu sistem sosial tertentu, sebadgaimana inti dari ajaran
sibernstika Parsons diatas. mkibatnva eksistensi dan dava
lakunya tergantung dary bagaimana dan  seberapa Jauh
proses—-proses iLnteraksi serta akulturasi (dhi.perasukan]

vang teritadi bisa kondusit mendukung berlakunya aturan
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tentang cek tersebut84. Latar prilakuy vang demikian ini.

tentunva akan semakin iLenakap dan 1elas jika ditslusuri

dari tradisi hukumnya masyarakat etnis China.

D. Tradisi Hukum China Dalam Masvarakat dan Praktek Bishis

Sscara historis, perkembangan hukum berkaitan erat

dengan prosas kKamasvarakatan. Huk um bukanlah suatu

institusi vyang bersifat statis dan isoterik. ia mengalami

parkembangan dan berubah dari waktu kewaktu sesuai dencan

parubahan dan perkembangan struktur masvarakatnva. Hukum

1ty barctemali erat sekali dengan konteks sosialnva. ia

akan senantiasa berevolusl seiring (paralel) derdan proses

parkembandgan masvarakatnva.

Secara historis perkembandan tradisi hukum China dan

masyarakatnyva, untuk periode vang cukup panjang terdapat

B4.Safly Faik Hoore, nengqunakan istilah sear-gutosomsus socialfieid (lingkungan sosial yang semi otonon) untuk menups
jukkan seatu bidang kehidupan sosial vang secara internal dapat membangkitkan aturan-aturam, kebiasaan-ebiasaan,
sisten-sisten sendiri tetapi juoa menjadi sasaran dari aturan-aturan dan kekvatan-kekuvatan lain vang berasal dari
denia yang lebid luas yang wengelilinginya. Lingkungan sesial sesi otonon ity mempunyai keaampuan seabuat  aturan
dap cara-cara qam cara-cara untik mendorong ketaatan pada aturannva, tetapi dalam carz yang sama diteppatkan pada

matrik yang lebih luas vang dapat nempengaruhi dam memasuki wilayahnya (Ihrowi, Antropologi Hokae Sebuah Sunga
Rampzi 1993:118) '



]

suatu Kontroversi antara ajaran confucius dan laegatis~-.

Disatu pihak ajaran confucius menakankan pentinghva di-

tegakkan prinsip-prinsip berdasarkan moral dan keblasaan

(LI) sebaliknvya ajaran legalis memandang perlu aturan—

L,

aturan hukum tertulis yang pasti (FA}. vang lebih menitik

beratkan keprada kepastian dan perlindungan individu. Namun

kemudian ternyata dalam kontroversi tersebut, ajaran

confucius  yana paling banvak mendominasi. Walaupun ajaran
legalis juga ada vang mempengaruhl. zkan tetapi dominasinva

sangat minimal dan secara terstruktur kurang mentradisi

dibandingkan dengan ajaran konfucius 86

Dari perspektif pengaturan hubungan kemasyarakatan,

ajaran Konfucius didasarkan atas sistim etika mengenai

hakekat manusia. Eksistensi manusia secara individu tidak

83.Maksud tradisi hokun disini lebih dititik-beratkan pads suaty kesinanbungan {pewarisan) peranan hukus dalam fe-
hidvpan wasyarakat, yang keberadaannya senantizsa aengalani proses wenebazl dan menipis sesuai dengan latar belakang
sosfo-kultural perkeabangan nasyarakatnya. Van Peursen, wenagartikan tradisi sebagal suatu pewarisan stay penerusap

norsa-noraz (huku), adat-istiadat, Kebizsaan (C.van Peursen, Strategi Kebudayaan (terfenatan) Oict Hartoto, BRP
Gunung Hulia, Jakarta- Yogyakarta, 1976:11).

8. Bahkan dalam alas pikiraa China, menurut HG.Creel. Xonsep leqalis Barat relatif berbeda dengan konsep legalis
China, adatah kurang tepat jika mengkaitkan ajaran legalisme dengan flmu hukun. Dalam Kkonsep legalis China Kepastian
dan perlindungan individu bukan tujuan utama hukus, hukew adalah wilik penquasa vang diperqunakan sebagai peranti
untuk sengawasi . secara penvh segenap warga negaranya, Jika warganegaranya melakekan Xesalahan keei! harus dihuko
berat, sehingga tidak akan auncul kejahatan besar. Konsep ini dinanakan nengqunakan fukuman untuk menghindari
hekunan ( HG.Creel, Alar Pikiran China (terjeasban} Soejons Soewarqons,F1.7iara Vacana Yogyakarta,1990:150-184),
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dapat terpisahkan dengan komunitasnva. Konfucius be -

pendirian. bahwa manusia adalah nakhluk sosial vang di-

bentuk seperti keadsannya oleh masyarakatnya dan begitupula

sebaliknya, hati nurani sessorang tentu melarangnya untuk

menarik diri dari masvarakat tetapi Juga melarang untuk
menyerahkan pertimbangan maralnya (LI) kepada masyarakat
secara penuh (mutlak). Manusia bermoral harus mempunvai

sikap bekerja sama. Manakala perbuatan vang didasarkan atas
berlakunya kebiasaan dan hukum terlihat tidak bermoral atau

merugikan, ia tidak hanya akan menolak untuk menyesuaikan

dengan kebilasaan dan hukum, melainkan ia akah barusaha

untuk menghimbau orang lain supava mengubah kebiasaaan dan

hukum,

Hubungan kemasyarakatan dan parsapsi terhadap aturan

hukum yang demikian ini, pada dasarnya memiliki persamaan

dengan konsep dialektikanva Peter Berger. Menurutnya

masvarakat sedikit banyak tergantung dari anggota-anggota-

nya dan begitupula sebaliknya, setiap individu membutuhkan

masyarakat untuk melayani kebutuhannva. baik itu individu
maupun kolektif. Dari sudut ini 1aluy ﬁasyarakat' dapat

dipahami sebagai suatu Kkolektivitas vang relatif bersifat
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swasembada. Atau dengan kata lain secara eksternalisasi,
masyarakat adalah produk dari kesadaran manusia akan per-
lunya hidup bermasyarakat (bersama): . secara obyvektivasi,
kesadaran manusia tersebut terobyektivasi dalam wujud
sebuah masyarakat dengan segala pranatanya; dan akhirnya
melalui internalisasi menentukan kesadaran anggotanya dalam
berprilaku guna mewujudkan kehidupan bermasyarakat. Itulah
sebabnya dalam masyarakat China, kerangka kehidupan ber-
sama vang lebih diutamakan disamping sebagai pribadi vang
memiliki kesadaran tértentu. Akibatnya sebagal anggota
masyarakat i1a harus memainkan peranan-peranan vanag telah
digariskan secara sosial. Hasilnya melalui internalisasi
anggota masyarakat melakukan seleksi dan sekgiigus mem»
batasi kebebasannya untuk mengikuti aturan permainan vang
dihasilkan secara sosial. Hal ini dilakukan karena. mereka
pada hakekatnya membutuhkan kehidupan masyarakat berjalan
dangan balk dan harmonis.

Dalam implementasinya, prinsip moral dan kebiasaan
(LI), mencakup seluruh tingkah laku vang pantas. Terutama
dalam realitas pembinaan keharmonisan sosial. yaitu melalui

lima hubungan pokok yvang meliputi:



{1) hubungan orang tua dan anak.

(2) hubungan suami dan istri,

(%) hubungan yang tua dengan yang muda,

(4) hubunygan kawan dengan kawan,

(5) hubungan antara penguasa dengan rakyatnva.

Suyasana harmonis dari hubungan—hubungan tersabut
adalah penting untuk tercapainya suatu masyarakat vyang
damai (stabil). Dalam prinsip LI terkandung tiga aspek
pedoman hidup bermasyarakat, vaitu:

(1) dalam suatu masyarakat para individu mengetahui hak
dan kewajibannva masing-masing:

{2) aturan moral adalah berdasarkan sifat manusia vang
baertaku tidak karena pengawasan dari  luar tetapil
maelalui kesadaran individu;

(%) kerukunan sosial hanya bisa tercapal Jjika setiap
orang mengetahui kewajibannya terhadap masyarakat.
(Radiaguguk. 1986:39)

Dari prinsip LT diatas. maka substansi hukum bisa
dilihat dari dua aspek: pertama, secara vertikal diakui
kalas antara pemimpin dan vang dipimpin, antara orang tua
dan anak dan antara vang tua dan muda dan antara suaml dan
istri. Kedua. secara horizontal mangatur hubungan privat
kemasyarakatan. Individu dalam masvarakat kebanyakan akan

sadar dan dapat menerima hak dan kewajibaana melalui

sanksi sosial dari pada dipaksa cleh hukum yang kaku;
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Menurut KkKonfucius ., hukum sebagaimana yvang diagung-

agunakan oleh Kaum legalis. dianggap hanyva = sebagal

pengganggu  ketertiban sosial belaka., hukum dipersenssikan

sebagal hukuman (hsing). sehingga Jjangan mencari ke~

selamatan dan perlindungan dalam peraturan-peraturan hukum

negara yang bersifat memaksa karena ia merupakan alat dari

paemarintah {penguasa) vang cenderung sawehang-wenang

(Radiaguauk, L986:38)1. 0Qleh Kaplan. kemuliannva bagi orang

China bukan ditentukan cleh pangabdiannya kepada negara

tetap: diukur sampai seberapa jauh kesetiaan dan bhaktinva

serta perlindungannysa yéng tartuiju kepada keluarga

(Simatupang,l999:139). Akibatnya clan, kelompok golongan

atau organisasi tertentu, akan menjadi institusi hukum

informal vang baerfungsi sebagai penengah (mediator) dalam

menyelesaikan setiap perselisihan/sengketa vang timbul

dalam komunitasnvysa.

Mereka kurang menvukal formalisme. Sebab dianggapnya

tidak efesien, tidak punva pengaruh langsung pada substansi

keharmonisan Kkeluarga dan masvarakat. formalisme hanva

milik panguasa dalam upava melaksanakan kawajiban

kKenegaraannvya. Hubungan privat (individu) dan bisnis diatur



oish intern masvarakatnva. Tidak diatur olieh formalisme

nukum  tetapl oleh aturan 1ntormal/keblasaan vang bearda-

sarkan atas hupungan salinag mnercava dliantara merska.

Kondisy vana demikian 1nl. tepat Kiranva apabllia.Jerome

Alan Cohen. seorang pakar tentana Rukum  China sampal

berke51mpulan:

Banwa orang-orang China pada umumnya masih jauh dary
konsep hukum dagang dan  hukum perdata sepserti

vang
dikenal didunia Barat (De Mante.l994:133)

Tradisi hukum vana demikian ini. boleh dikatakan
mendominasy dalam pbraktek bisnis masvarakat etnis China di

Kalimantan Barat. Dalam suatu Komunitas vangd pola

interaksinya cenderung  in—-groups telling dan ekslusive,

maka unumnva ditandal masih exksis dan terpeliharanva

tradisi vang telah diwariskan secara turun~temurun, walau-

pun kemungkilinan tradisi vang demikian, ditempat asainya

(negerili leluhurnva) telan mengalaml perubahan.
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BAB V

CEX PUTIH SESBAGAI PRODUK KOMUNITAS BISNIS
DAN MODEL. PEPYELESAIAN SENGKETANYA
A. Fungsional Cek Putih éalam Transaksi Bisnis
Harépan hukum formal sebagal suatu cara w»pengaturan
guna mewujudkan kepastian dan ketertiban. sering kali
hanya merupakan siogan. Meskipun dibuat aturan hukum untuk
semua orang sama. tetapi perwujudannya bisa manjadi lain,
bahkan sama sekali bertolak-belakang dari Keharusan vyang
talah ditetapkan dalam hukum formal. Sebab dalam masyarakat
itu sudah memiliki norma-norma ciptaannya sendiri (nhorma
informal) vang dianut,dihayati dan ditaati dalam keﬁidupan
masyvarakatnya. Dimana substansi normanya menolak atau
memperkecll keberadaan hukum forma187.
Fungsionalnvya cek putih (Cep pyvol dan  disfungsional-
nya cek (formal). sebagai instrumen pembavaran. Eada a—-

sarnya dipengaruhi oleh | produk norma Lokal praktek bisnis

PEN————p R £ S DS

§7. Suatu masyarakat sedikit banyak bersifat mandiri. yamg nemili¥i pola hubungan yang tertid dengan realitas dan
obyektivitas terteatu, berdasarkan sistis nlta: norna teriteir serta hukuanya seadiri, dan sistia ini telah teruji

dan diterina sebagal yang amoub sebagai se]arah kuitural lokalnya.(Linat Eka Darmaputra, Fancasila: Identitis dan
aodernitas tinjavan Etis dan Budiya, BOK Eunung‘nulla.l?92 t)
|
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vang bperkarakteristik informal dengan kecenderungan untuk

menghindari pengaturan vang bersifat formal dan birokratis.

Realitas 1inl akan menjadi semakin jelas. Jika dihu-~

bungkan dengan dikhatomi tipologi perkembangan hukum dan

masvarakat menuju kepada munculnva hukum mogern. vyang

arahnya terfokus kepada lLabel sentralisme hukum i leqad

centraiisms]sa. Namun Karena nakekatnva. ticiak semus

hubungan sosial dan ekonomi (bisnis) dapat reduksi kedalam

skema—~skema hukum modern. vang berkarakteristilk tormal dan

birokratis. Maka dalam perspektif vang demikian, sesuatu

vang mempunyal identitas formal dan birokratis. cepat atau

lambat akan memancing timbulnya suatu sikap alternatif

vang tidak irngin menerimanya sepagal sesuatuy instrumen yvang

barlaku absolut.

mapalagl Jika dilihat dari aspek mikro. bahwa perilaku
hukum seseorang 1tu akan banvak ditentukan oleh keputusan

dan pilihannvya atas berbagai alternatif vang dianggap

88. Label fegal cencrailsae, nemandang bahwa negara sebaqal pusat fenomena hukum. anggapan yeng demikian sebenarnya
tidak mutlak dahkan dikritik habis-habisan oleh ferakan Studi Nukus kritrs. Sebab secara empirls tidaklah beralasan

pahva neqara mempunyal tuntutan vang lebin (absolut) dari bagian-bagian [ain dari sistem sosial budaya nasyarakitnya
vang telah aelembaga.
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paling menauntungkan atau gediklit menimbulkan Kerudian.
Aturan vang telah digariskan dalam perundang—-undangan. pada
dasarnya hanya marupakan salah satu -diantara detarminan
institusicnal dan bukan satu—satunvya pesan normatif vang
akan mempsngaruni perilakuﬁya.

perkembangan hukum modarn. menurut Weber. Menunjukan
tendensi vang anti formal. Keadaan vyand cukup bertantangan
ini dengan sangat baik dilelaskan melaluli lahirnva
antinomi-antinomi aneh ketika aspek formal dan birokratis

diberiakukan pada dunia bisnis. Sebab pada saat vang ber-—

samaan para pelaku bisnis harus pertindak secars informal

gemi menjalankan bisnisnya itu sendiri (Rahardio,l982:46).
Seningga dengan demikian. Kemampuan atau keafektifan
hukum itu sangat tergantung sexall pada dukungan—-dukungan
vang penuh dari nilai-nilal dan sikap—-sikap sosial anggota
masvarakat dalam komunitasnya. seseorang tidak akan dapat
bagitu saja mengatur moralitas dan kegiatan bkisnis dalam
masyarakat dengan undang-undana secara serca merta. Apa-
lagi iika kehidupan bisnisnva meﬁiliKi reLasi dengan
akspresi kKehidupan bataniah antara individu denaan komuni-

tae bisnisnya secara kental. Akibatnya meskipun dikeluarkan
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peraturan vang mencopa Untuk memberl pentuk dan  pandarahan
secara Sistematlis dan logis. belum tentu dapat diterima
dengan baik oleh warga komunitas. bahkan kacendurungan
untuk tidak mentaati semnakin besar.

Fungsionalnya cek putih. sebagal sikap alternatiT vang
menoliak otonomi formalisme hukum dalam transaksi bisnis.
sedikit-banyak membenarkan bahwa eksistensi hukum‘ sebagal
teknologi sosial lebih banyak. hanya merupakan mitos
hukumag. Sebab. hakékatnva pelaku bisnis berikut komuni-
tasnya.  bukanlah bejana kosong. ia memiliki aturan main
vang spesifik sesual dengan realitas sosial komunitas
bisnisnvya.

I.5.Susanto menegaskan., bahwa penakailan undang-
undang dari perspektif realitas spsial. merupakan Jjanii-
jan1i, vang bisa barpeda dendan Kenvataannya (1992:18).
kondisi vang demikian. tampak ketika para pelaku bisnis
ethis China merealisasikan instrumen pembayaran melalui

cek vang seme@stinya harus taat kepada ketentuan dalam KUHD

et o e et s At A Y o o Yoy o WAMY AR Y S e S e WA

§9.Hitos diartikan sebagai suaty oemikiran yanq seoiah-olah fubungan antara konsep telah neniliki kebenaran {secara
ilniah) yang kuat (valid). Padahal bila diteliti, kebenaran yang disaksed wasih bersifat semu, bary merupakan dugaan
belaks. Oleh Satiipto Rahardjo, aitos nukum seagandung maksud, bahwa hukum realitasnya amtara jdez dan wrakteknya
tidak persis sama. (Lihat dalan Satjipto Rahardio. Penecakan Kukus: Suaty Tinjauan Sosiologis, BPHR.1985:8).
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aan SEBIL. Namun Tustru sebaliknva. mereka membuat suatu

alternatir instrumen pembavaran lain., vaitu cek putih

(Cep pyo) vang substansi maupun bentuknva sanaat bertolak

belakang dengan ketentuan vang diharuskan KUHD dan SEBT.

Untuk mengetahui bsntuk maupun substansinva cek putih

Yang barpeda dengan cek {tormal) sebagaimana vang diatur

dalam KUHD dan SEBI. dapat dilihat ragaan dibawah ini:

RAGARN 9
PERBEDAAN CEK DAN CEK PUTIH

No. |Karakteristik Cek (Formal) Cak Putinh (Informal)
L | Bentuk gaku oleh Lembaga|Fleksibeal.sesuai
Perbankan

keinginan para pihak
2 |Penulisan Taerperincl dalam |Bebas asal dapbat

bahasa Indonesla (dimengertli oleh

para pihak

3 Para pihak Penerbilt.pembawa. |Penerbit, pemegand.
tersangkut {(bank)|tersanagkut (bukan
(Bank) Bank )
4 | Tenggang waktu{Ditentukan secara|Berdasarkan kesepa-
DastTl katan para pilhak
5 |[Penvelesalan Lembadga formal Lembaca informsl

sanaketa




Paca tagaan diatas. tampak terdapat perbedaan vang

kKontras antara Karakteristik cek vang diatur dalam KUHD

dan SEBI dengan cek putih vang merupakan produk dari- Komu=-

nitas bisnis etnis China dl Kalimantan Barat. Mulai dari

bentuk, cara penulisan, personalia, tendgang waktu dan

mekanisme penvelesalan sengketa vana ditimbulkannya.

B. Cek Putih dan Orientasi Normartiftnva

Pada hakekatnva tindakan manusia tidaklah dilihat

sebagal suatu Kkelakuan biologis melainkan sebagal suatuy

kelakuan vana bermakna. Seseorang itu senantiasa ditempat-

kan dalam kaltan sosial tertentu. sehingaa perbuatannva

dapat diklasifikasikan sebagail suatu tindakan berstruktur,

vang dikondisikan oleh adanva latar satuan dasar, meliputi:

L. Adanva individu sebagail gktor.

2. Aktor dipandang sebagai pemburu tujuan—-tujuan.

. Akftor memilin alternatif cara. ailat dan teknik untuk
mancapal tuiuannva,

4.

Aktor berhadapan denaan se’jumlah kondisi situasional
vang mambatasi tindakannva dalam mencapai tuiuan.
5. Aktor berada dibawah nilai-nilai. norma~-norma dan

barbagal ide abstrak vang mempengaruhinva dalam
mamilih dan menentukan tuiuan (Zamroni,l993:27)

Malalui perspaktif tindakan sosial vang merupakan
varian daril paradigma definsisi sosial., maka dipilihnva cek

putih secara diagramatis digambarkan sebagal berikut:
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RAGAAN 107V
ALUR TINDAKAN DAN ORIENTASLNYA

ORIENTASI NORMATIF

Norma-norma. Nilai-nilai

PELAKU > 1 SARANA

Vv

TUJUARN

READABAN SITUASIONAL

(biolodgis atau Linakungan)

Berdasarkan ragaan di1 atas. secara singkat dapat

dijelaskan bahwa sebagai produk sosial KkKomunitas bisnis.

Lahirnvya ¢ek putih, tidak dapat dilepaskan dari motivasi

pelaku bisnisnva untuk menahagirkan sarana alternatif

instrumen nembavaran transaksi bisnis vang tujuannya untuk

memenuhi kepentingan dan kebutuharn individu peslaku bisnis

it i s Yo S N . Lmé S T T Ve v v e

90.Ragaan gasbaran suatu kesatuan funit) tindakan di atas. diketip dari: J.Harvataokoe, Mepusiz dan Sistea: Pandangan
teptang Nanysia Dalac Sosioloaf Talcott Farsens, Xanisivs, Yogyakarta, 1984:18)
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maulbUun Komunitasnva. Dalam penahadirannva  sS8nantiasa B> 3
dukunga  can dibatasi pien Taktor kKeadaan lingkunaan

(situasional) komunitasnva serta sandat ditentukan olen

Taktor: nilai-nilai dan norma-norma sebacal orientasi
normatift vana telah lama mentradisiy dalam kenidupan
komunitasnva.

balam hal ini. pelaku bisnis sebagail aktor dikaitkan
dengan situasi vyang dipengaruhi oleh adanva motif dan
nilai. Motit dan nilai melahirkan bentuk tindakan. vyang
perupa tindakan untuk merealisir tuiuan secara efisien dan
tindakan untuk memperoleh kepuasaan pPsi1kolodis. Berdasarkan
asumsi ini. komunitas bisnisnya merupakan suatu sistim
sosial vang menvatu. Terbentuk dari suatu tindakan anggota-—
nya vyang bergerak kesarah keseimbangan demi tarwuiudnya
stabilitas dan solidaritas komunitas bisnisnva.

Dalam keadaan vang demikian. pelaku bisnisnya tidak
berada dalam keadaan yangd bebas untuk melakukan tindakan.
karena senantiasa diatur dan dikendalikan oleh nilai-nilai
dan norma-norma yang menjadi standar normatif bersama dalam

praktek bisnisnva. Melalui orientasi inilah perilakunya



akan memperoleh suatu kemantapan sosial  yana dituniukan

pada suatu Keseragaman aan kekompakan dalam mersallsasi

transaksl plsnisnva.

Oleh karena itu. Dllihan untuk memoerdunakan'dek putih
harus diartikan sebagal suatu pilihan vana penun makna.
tidak teriadi secara serta-merta beaitu sala. melainkan
dikondisikan/ditopanakan oleh acuan normatif bisnisnya vang
telah léma mentradisi dan melembaga dalam komunitasnva;
Dari aspek Funasional pilihan tersebut senantiasa akan
selalu dipertahankan dan dipergunakan. sebab didalamnya
dianggap mengandung unsur—unsur vang mengikat. menarik dan
bermanfaat bagi individu maupun komunitasnva.

B.1l.Sepintas Tentang Nama &ek Putih (Cep Pvyo)

Orientasi umum latar belakana lahirnva cek putih
secara diagramatis diatas akan semakin delas. jika ditelu-
suri menurut riwayatnya. Cek putih (cep oveo). berasal dari
dua suku kata cep artinva kertas dan pvyo artinva putih,
jadi cep byo berarti: kertas outiﬁ. Konon awal=mula
dipergunakan/diterbitkan cek putih, panulisannya dilakukan
pada kertas putih. Namun Kkarena pertimbangan praktis

dilapangan., warna kertas putib bukan lagi sebagal suatu
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Keharusan. ganhkan warna kertas aba saia biasa dipergunakan

sebadal medianva. asalkan isi (tulisannya) dapat terbaca.

Nama kertas putinh dalam perkembangannva. bergeser

meniadi cek putih. Perubahan ini diduca dissebabkan., Karena

mekanisme penadgunaan dan peredararnnya hampir menvamai cek

dalam KUHD dan SEBI. seperti: adanva  penerbit. pembawa /

pemegand dan tersangkut/penangaundg pembavar. akhirnva. nama

cek putih meniadi lebih populer dibandingkan kertas putih.

Penggunaan cek putih inl. pada mulanva berasal dari

patra pedagandg kKaret dan kKavu di daerah Sambas dan pesisir

sungai Kapuas. Pambell karet dan kayu pada waktu itu

ber-
posisl sebagdal pedagang perantasra vanhg membeli karet atas
perintah toke-nva. Mengingat pertimbangan keamanan dan
hubungan bisnisnva sudah saling menaenal dan akrab., maka
pembayvarannya tidak dilakukan dengan uang tunai. cukup

‘dilakukan melalui penerbitan cek putih.

Cek putih vana diterbitkan oleh pedagang perantara
ini. memiliki nilai nominal vana setara dengan obvyek
transaksinva. Si-pambawa cek putih dapat membelaniakan
lavaknya uang tunai ditempat toke vang telan dituniuk atau

dapat Juga ditukarkan dengan uang tunai. Apabila venukar—
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anhva tidak dilakukan Daba LoKa vand dituniuk, maka dapat

dilakukan ditempat Llain. namun Dilasanva nilai nominal cek

putihnva dipotong beberaba persen sesuval kesepakatan para

pihak. sevagal uang jasan#a.
Lalam perkembangan berikutnva. penggunaan cek puﬁih
ini tidak terbatas hanvé para pedagang kKaret dan kavyu,

Karena telah marambahn ;hambir pada setiap pembavaran

alternatit pengganti uahqgi Dipilihnva penagunaan cek

putih, éekaligus juga mar;baKan simbol vang dapat menaikan
status penggunanya seb;qai mitra blisnis vand sudah
dipercava dan dapat Dul% diperaunakan untuk memparkokoh
hubungan bishis meniadi iabih intim dan luwes.

Perilaku bisnis &ang demikian, sejalan dengan
kiasifikas1 tipe'periiakpnva Weber. sebab individu maupun
kelompok bisnis daiam men%aktualisasi perilskunva didasar—
kan atas serangkalan gabpnqan tive perilaku vang melatar—
belakangli. vaitu: Pertama; parilaku vang berorientasi pada

suatu nilai. vaitu: kemerdekaan., kepercavaan. persaudaraaan

dan kKeharmonisan. Kedua@ perilaku vang manerima  arahnva

A Al i e N T Y Y . o S Yo g e e e e ot

91.0ek putih 1uga sering diperqusakan sebagai alternatif peabayaran bagi karvawan/buruh pads perusahaan  industri
perkayuan {San-i1f) di Batu Ampar Kabupaten Pontiznak.
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garl tradisi. sSehindga sudanh meniadi  rutinitas.

bankan

bisa menijiadl suatu bantuk kelakuan reaksi otomanié (veagear,
199%:1L72)

Para pelaku bisnis mengarahkan kelakuannva kepada

penetapan—-penetapan atau harapan—harapan tertentu berupa

kabliasaan umum (rutinitas) dan nilai-nilai vana dgituntut

dengan tegas dalam komunitas bisnisnva. Disini vang meniadi

tujuan utamanva bukan lagli alasan praktis dan motif profit

semata, melainkan agar tercipta relasi bisnis vang sesuail

dengan kKebutuhan/kepentingan individu maupun komunitas

bisnisnva.
B8.2.Nilai Kepercayaan dalam Bishis

Orientasi nhormatif vand bersandar pada nilal
kepercavaan merupakan soko-duruy dari Karakter bisnis  vang
mendasari dipilihnva cek putih oleh komunitas bisnis etnis
China o1l Kalimantan Barat. Untuk itu perlu dipahami makna

dari kepercavaan dalam merealisasi praktek bisnisnya.

Menurut Rusadi Kantaprawira., kapercavaan secara umum

diartikan:

Suatu sikapn tentang realitas vang diterima sebagal
benar., vang bersifat faktual atas observasi terhadap
kenvataan empiris, logika. tradisi dan penerimaan.
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Kepercavaan dapat

berkenaan dengan

sejumlah gagasan |

(Ideas) dan konsepsi dasar serta asas—asas (principies)

dari para pelaku dalam melihat realitasnya (1l990:50).

Niklas

mekanisme

mengandaikan situasi raiskan vana diciptakan oleh

Keputusan internal dalam diri

membedakan keparcavaan menjadi

kepercavaan pribadi

Luhmann., melihat kepercavaan dari sudut fungasi

gosial vang menopananva. Menurutnya

seorang

dua,

(parsonal Frust!,

dan
kepercavaan
pendambil

aktor. Luhmann

vaitu: Partama,

bersitat partikulis.

Kedua. kepercavaan sistem (system trust)., bersitat univer- ’

i
sal. Kedua Kepercavaan tersebut marupakan suatu usaha g
mereduksi kompleksitas sosial sehingga manusia dapat :
beraksi (Irwan.l996:14),

Kepercavaan pribadi tergantuna dari keakraban. dengan

demikian ruang~lingkupnya terbatas. Ketika Kkehidupan sosial

semakin kombleks. umumnya berkempang

sistem dan ini dibanaun diatas

Imorosi1onad ., vand mekanismenva

meniadi
media

menaandaikan adanva

keparcavaan ‘

Komunikasi vang !

suatu
sistem birokrasi dalam memfundgsikannva. Kepercavaan pada ;
sistem secara otomatis terbentuk melalui pangalaman vang %
berulang—ulanq dan meyakinkan serta membutuhkan umpan i
balik secara terus-menerus tetapi tidak membutuhkan
Jaminan vang bersitat khusus. Berbeda dengan keparcayaan
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nribadi. kepercavaan sistem relatit lebih mudah dibentuk
dalam diri orang-orand vang baru dan berbeda-beda. Sebab

kepercavaan pada sistem 1ini tidak tergantung dari

motivasi-motivasi induvidual. sementara dalam kepesrcavaan

bribadi senantiasa harus membina hubungan melalui penge-

nalan diri, perlu adanva referensi dan memerlukan proses

serta waktu.

Memparhatikan darl beberapa tipe kepercavaan di atas.

maka penghadiran cek putih dalam komunitas bisnis etnis

China di Kalimantan Barat. Latar penerbitannva merupakan
wuiud darli Kepercavaan pribadi  (partikulis). bukannya
kepercavaan sistem (universal). Sebab relasi bisnisnva

lebin menzkan kepada aspek hubungan personal wvang intim.
Bagli mereika hubungan bisnis adalah suatu proses memberi dan
menerima yang hanva . akan dapat perialan dalam SJangka
paniang., iika diantara pelaku bisnis telah ada kepercavaan
(xinvong/s/sin vwrra) secara timbal balik dan pribadi.
Dominasi orientasi nilai kepercavaan pribadi merupakan
dasar dipergunakan cek putih sebacal instrumen pembavaran.
hal ini terlihat dari beberapa alasan vang dikemukakan,

antara lain:




(1) Diperaunakan cek putih
! .
sebagal bukti banwa orana tersebut di

(2) Paﬁa pangaunanva akan diperlakukan se

dalam transaksi

bisnis.
OB CavVa

cagal  langganan

atal mitra bisnisnva yvana pribadi dan bonataiditas
telah dJdiakui:

(3) Memperlancar hubunaan bisnis;

(4} Lebih praktis, sederhana dan manguntudnakan.

Serdasarkan alasan vang diberikan tampalk.

putih memiliki makna vang dalam, bukan
kermotif orofit atau praktis.

dapat menghadirkan kepercavaan pribadi dan

relasi bisnis pada Komunitasnya dalam iangka

Kepercavaan pribadi yang demikian ini,
maté barsifat subyektif. berkenaan dengan
tidak rasional. Sebab untuk memperoleh kepe

harus menunilukkan kualitas-kualitas tertent

norma-norma  dalam Komunitasnva. Norma-rnorma

dirumuskan secara obvektit tetapi orang-or

libat didalamnya. mengakui Kkeberadaannya

har

Meslainkan v

dipilihnva cek
vya semata-mata
ang terpenting
taroeliﬁaranya
pantiang.

bukan semata-
perasaan dan-

recavaan - mereka

U sesuval dengan

ini tidak

ang  vang ter-

sebagal suatu

acuan normatit bagi relasi bisnisnva. Dalam

bisnis, tindakan seseorang pada dasarnva rasional

suatu relasi

apabila



Keuntungan vana bakal diraih lebih tinggi dari Kkerugian

vang akan menimpanva. Keuntungan atauy

memiliki dimensi luas. tidak terbatas hanva Kkepada faktor
ekonomi atau profit semata.

Secara baik Parsons (Podacrecki,l9g87:217) memberikan
suatu ilﬁstrasi ketika membandingkan antara pekeriaan

seoranag profesional dan pengusaha dari parspektit per-—

tukaran (exchange). menurutnya pada dasarnya motivasi dari

kedua Kelompok itu adalah sama. selain keuntungan ekonomi.

Pada dasarnya. mereka mengsiar prestasi atau reputasi

tertenty, selain motif profit. Bahkan reputasi terkadang

lebih penting dari pada tujuan utamanva untuk mencari laba.

Hal ini memang agak sulit untuk dipahami tetapi reputasi

sering berarti suatu kehormatan. orang vang teiliah memiliki
reputasil baik akan mendapatkan penghormatan dan pengharqaaan

vang lebih tinggi.

Motivasi fain vang tersembunvi inilah vand disebut

sebagal fungsl bunking. Untuk itu dalam menilai sesyatu

perilaku., kita tidak bisa menarik suatu Kkesimpulan dari

permukaannya saja. Sebab mungkin saia ada suatu faktor lain

vang mendorona lahirnva pilihan perilaku tersebut. Seperti

176

kerugian tersebut,



pendnargaan vand tinggil terhadap: Keparcavaan, bohatiditas

maupun alasan praktis auna memperlancar hubungan kisnisnva.

Untuk mempertahankan kelangsunnaan bisnisnva. maka

cek putih dapat disimbolkan senagai suatu Kkepercavaan

pribadi vang harus tetap terjaga. 9ika tidak mau dikucil-

kan dalam komunitas bisnisnva. Karena kepercavaan pribadi

menurutnya merupakan unsur utama uUntuk sukses cdalam

bisnis
dan sekaligus merdpakan taktor vital dalam membertahankan
Jaringan kompleksitas hubungan bisnis. Bahkan keparcavaan

pribadi menduduki perinagkat yang tinggi di atas modal dan

uang. Aspek uang dan modal dalam suatu bispis bary akan

dipertimbangkan setelah adanya kepercavaan pribadi.

Tingginya milai kepercavasn pribadi terhadap dava
laku cek putih ini, tercermin dari tidak adanva batas
maksimal nominal cek putih vang diterbitkan. Bahkan untuk

bisnis komoditi tertentu. seperti: kavu rotan. Karet. smas.

Nilai nominal cek putih diatas Rp.10.000.000.- (sepuluh

Jjuta rupiah) dianggap sebagal suatu vang waiar.
Jika dilihat dari proses dalam mewujudkan kepercavaan
pribadi. Sebelumnva diawali bpengenalan secara

personal

diantara mereka dengan mempsrhatikan pada identitas

e e



. ‘ R 4 ‘
kKeiluaraa { Kouchet ) . Aklbatnva ikatan keluaraa merubakan

suUatu rerterensy’ bagi setiap pelak. bisnis dalam menginden~

tifikasi dirinva pada setiap relasi bisnlis dan sekaliaus

dalam pemkentukan faringan bisnisnva.

Menuirut ajaran Konfucius, kepercavaan dan prersahabatan

serta nama baik harus dipegang teauh. Hal ini Rarena

termasuk ajaran pokok pelurusan nama. Dalam Kkehidupan

berbisnis keritasama., kepercavaan dan nama baik diantara

s@sama mereka harus senantiasa terilaca. Menurut Men Tze

IT:1 :

Keuntungan daril langit tidak dapat menvamai

anugerah dari bumi, tetapi tidak
kKeuntungan

keuntungan
sgbanding dengan
vang diperoleh dari anugerah kerjasama dan
Kepearcayaan serta nama baik.

Dalam ajaran Konrucius diatas, terlihat kerijasama dan

kKeparcayaan serta nama baik., merupakan penentu dalam

memparoleh keuntungan. Melalui keriasama. mencerminkan

bahwa relasi bisnis vang ditakukan berwatak

kolektivisme

92.1stilah Kouchei nenandung arti batws sesama orang Chinz adalah aerusakan saty ikatan keluarqa vang wajib saling
tolong-nenotong. Kensep kelvarga menurut orang China didasarkas pada hubungan-hubungaa sosiai dan bukan pada strukiur
patriakhal, seperti vang ¢ilukiskan denqan baik aleh Fei Xiaotona, bahwa keluarea di Barat memiliki batas-batas vang
jelas sedangkan menvrut orang Ching pengertian keluarqa bersifat mendua, tidak emilixi batas yang jelas. Kirems
kreteria siapa yang dapat dimasukkan dalam keluarqa dapat diperlvas ataw dipersempit sesuai sesuai wakty dan tempat

tertentu. Hawun vang pasti lebih berorentasi kepada asal-asul dan etnisnva (Gary Hawilton. dasar-fasar drganisatoris
Peralagaan Barat dan Ching, Gragedia,l986:2051
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sebagal simpol dari konsepsl koucheil vang wailp saling

tolona- menolond., saling percava-mempercaval dan senantiasa

harus salina menjiaga nama bailknva.
; B.3.Implikasi Orientasi Nilai Kepercavaan

Kepercavaan privadi telah diperoleh harus senantiasa

dipertahankan. sekallgus merupakan investasi vang memiliki

implikasi berdimensi luas tidak hanya berhubungan dangan

pribadinva semata. namun iuga melibatkan pihak-pihak lLain.

Hal ini karena. setiap individu pelaku bisnis memikul

tanggung jawab koucel., umumnya ia dipandang mewakili fang

(cabang unit keluarga) atau jiazv (Komunitas bisnis).

Pelaku bisnisnya tigak dipandana sebagai individu semata

vang melakukan bisnis atas namanva sendiri.

Apabila pelaku bisnis mencari mitra usaha., maka brin-

sip vang utama adanva hubunagan personalitas antara mereka.

Pelaku bisnisnya bukan merupakan arktor vang Independent.

mereka merupakan bagian dari suatu jaringan vana terbentuk

i melalul identifikasi kouchei. Hal int tentunva sangat

berbeda dengan konsep individu sebagaimana vana dipahami

oleh negara {masyarakat) barat. Dalam dunia barat vang

berkiblat pada tradisi civil law memandand individu sebagai

1 L79
|



keutamaan darl pada Komunitasnya. hak-hak individu

harus

senantiasa dikedepankan. dalam relasi bisnis, 1hdividu

3

barhadapan dengan individu sebagsi individu.

Melalui konsersi kouche: vang demikian ini. diperoleh

beberapa kauntunaan. antara l1ain:

1) Melahirkan komitmen timbal-balik Janaka paniang vang

didasarkan pada Kewaijiban timbal balik vang

dapat

menaurandi ketidak-pastian dalam transaksi bisnis:

(2) Memperocleh sumber informasi vanga lebih baik. melalui

pertukaran dan pemakaian informasi bersams

memaksimalkan bisnis dan mengurangl resiko;

aguna

(%) Hubungan bisnis menjadi etesiensi. lentur. dan dapat

menciptakan keinformalan operasi bisnis.

(4} Kalasi bisnisnva cenderung mempsrtahankan

diri

sebagai sistem tertutup. Kompak gquna melindungil

serta mempertahankan monopoli dalam komunitasnva.

Uleh karena ity tidak berkelebihan iika C.N. Chua.

kesimpu.ian:

ber-—

I[katan keluaraa dan kepercavaan vang Rkuat manjadi
sokoauru peradaban China. Ikatan inilah yand memungkin-

kan sessorana tetap selamat dalam pertentangan

dan

persaingan bisnis dan ikatan inilah vana menvababkan

peradahan China dan daringan bisnisnya tidak
dihangurkan (L998:1583).
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Yola kehidupan bisnis vanga cgemikian ini. menvebabkan mereka

tetap tanggun dalam usaha bisnisnva. Suatu hal vang

unik.
Jika mereka dihadapkan pada pilihan dilematis, mana  vandg
harus dipertahankan: antara mentaati ketentuan bisnis vang

digariskan oleh hukum negara atau ketentuan vang ber—
hubungan dengan harmonis (eksis) kKouchel. Menahadapil
pilihan demikian. mereka tetap akan memilih untuk eksis~
nya kKowechel, walaupun untuk 1tu harus melanagar Ketentuan
hukum. Sebab bagi orang China Kontrol induvidual dan bisnis
melalui  undang—undang merupakan barana asina dan pahkan
sengketa di pengadilan dianagaap tabu karena tekanannva
pada tatanan harmoni vana terbentuk dari relasi bisnis
" yang mengharapkan Ketaatan bersama.

Selain itu melalul konsepsi kowchel., metode bisnis
dan Jjanakauan kontrol mereka dalam bisnis sangat tidak
memungkinkan untuk terjadinya kompetisi diantara komuni-
tashya. Akibatnva Koneksi/referensi (kuan hgi) dan  perta-
lian bisris komunal vandg rapat. kontrol wvana ekspensif
terhadap;komunitasnya. dapat membentuk sebuah tameng guna
melindungli komunitas bisnisnya dari infilterasi komunitas

bpisnis lain.



Implikasi lebih Laniut dari Kondisi vana demikian.
menaakibatkan praktek bisnisnva. lebih mengedepankan flek-
sibilitas dan penahindaran terhadap aturan-aturan formal.
Keeganan pada formalisme diganti dengan sistem kepercavaan
pribadi,l sehinaga terkesan rahasia (tertutup!. Sistem
kepercavaan bribadi vana kuat menumbuhkan rasa kolektivitas
dan solidaritas vang tinagi sesama Komunitas bisnisnva.
Sehinada kapercayvaan pribadi akan mendapatkan perhatian
vanag besar. apabila dalam bilsnis. kepercavaan masih kKurang
bisa dipegang (diragukan) sedangkan hubunaan bignis harus
terjadi. maka baru akan memperhatikan formalisme.

Pentaatan terhadap ketentuan formal disini. ditempat-
kan sebagal alternatif terakhir. Karena hubungan bisnis
dengan orang vang sudah dipercava. norma vana ditentukan
sacara formal dapat dipandanga sebagai suatu penghinaan.
Aturan formal hanva diterapkan untuk orang-orandg vand
kurang dikenal (orang baru/luar), hal ini tampak sekali
ketika mereka memperlakukan para pelaku bisnis vang memper-—
gunakan cek (formal) terkesan. kurang fFamiliar dan kaku
serta ada perasaah was—-was (biasanva dikontfirmasikan ter-

lebih dahulu kepada bank-nva)
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Persepsi tentang kKepercavaan pribadi  disini. Kkiranva

I
dapat disetarakan denaan kKonsep mian—-zi (muka) oranga China.

pada dasarnva seseorang tidak dapat mamahami sikap orang

China tanpa memahami konsep mian-zi-nva. Dalam. suatu
hubungan bisnis adalah penting baagi orang China uUntuk
meniaga muka. kegadalan melindungl mian-zi sama denaan
terampasnya harga diri vang berakibat rusaknva kredibilitas
gan 1ini merupakan suatu penahinaan  vand bésar atas
diri dan kouchei-nva. Dipakainva cek dan bukannva cek putih
berarti menandakan masih rendahnva tingkatl kepercayaan
Dribadildan kredibpilitas diantara mereka. Padahal cacat-
nya kredibilitas walaubun sedikit saia. dapat mempunvail
pengaruh buruk. tidak hanya pada kehidupan dirinva tetapil
qJuga terhadap anggota keluarga dan kémgnitas bisnlis serta
bahkan para leluhurnya.
C. Penyelesaiaan Sengketa (Bisnis) Penggunaan Cek Putih
1. Macam—-Macam Penyelesaian Sengketa

Melalui studi lintas budava menuniukkan. bahwa send-
keta merupakan bagian vand tidak dapat dipisahkan dari
kehidupan - bermasvarakat. Dalam Proses penvelesaliaan

sengketa, maka tiap~tiap Kkebudavaan terdapat perbadaan
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nilal dan sikap terhadap hukum. Pada kebudavaan tertentu.

berpverkara dimuka pengadilan dianagap: hal vana tabu dan

dilakukan sebagal upava wvanda terakhir. sementara pada
kebudavaan vahag lain. perparkara dimuka penaadilan

diangoapr sebagai kegiatan vang lumrah atau wajiar.

Dari aspek budava, babhwa nukum itu adalah cara vang
ditempuh oleh masvarakat untuk mengobati dan mempertahankan
eksistensinva. Sehingge sistim hukum formal vang

berlaku.

termasuk lembaga pengadilannva., prosedur vang dipakail.

sesungauhnya hanva contoh—-contoh saia dan bukannva standar

cdalam eksperimentasi Kultural dibidang hrukoum vang
sepbenarnva. Apa vanda dikukuhkan oleh para praktisi hukum
dengan pekerijaannya. dilihat dari sudut budava adalah
bagaikanrn sepotonag kecil dari gqununa es vand muncul dilaut.
Akibatnyva dalam tataran empirik, sistem pengaturan
informal vana disubbkordinasikan oleh hukum neqgara., secara
umum tidak tergantung pada sistim Rukum universal
{nasional). Sebab dalam masvarakat tarcakup seijumlah besar
lingkungan atau sektor kKegiatan vang mengatur ketertiban-—

nva sendiri vang terorganiser berdasarkan faktor—-faktor

ruand. transaksi-transaksi, keluaras, etnis vang berkisar



i
i
\
1
i

‘pacga komunitasnva. Pada kondisi vana demikian. keadilan

bukanlah semata~-mata diketemukan dilembacga~lembaga vand
secara ftormal mendistripusikan keadilan. Para paelaku
bisnisnva dapat saia menemukan/menaalami keadilan (atau
ketidak-adilan) bukan saia pada forum-Forum vang disponsori
oleh neaara., tetapi juga pada konteks lokasi~lokasi atau
keglatan primer vang berwuiud pranata seperti rumah.
keluarga. jarinagan bisnis dan sebagainva9§‘

pilihan pelaku bisnis untuk menaaunakan pangadilan
atau tidak. pada dasarnya tergantung pada kultur. hukum
vang melatar—-belakanginya. Jika kultur hukumnya didominasi
nleh kultur litigasi. berarti ia lebih cenderuna mengduna—
kan peraadilan sebagal sarana dalam menvelesalkan senaketa
bisnis dengan pihak lain. Sebaliknva ijika kultur hukum
sesaorana didomihasi oleh kultur hukum non—-liticasi,
seperti halnva pada kemunitas bisnis etnis China. maka

tentunya ia akan cenderung menagunakan cara panvelesaian

senagketa «iluar pengadilan.

¢3.Peniabaran noraa atau penerapan sanksi-samksi yang demikian cleb Harc falanter disebut fndegenoys erdering dan
indegenous lav (pengaturan pribuai dan hukum pribuai) yanq aenqacl %epada penataan sosial asal oendudek setespat,
yaity yang dikenal dan diterapkan oleh oara partisipan dalam aktivitas sehari-hari yang nenjadi obyek pengaturan
(Linat dalaw Throai, Antropologi Hutua: Sebuah Bungs Rampai, Yavasan Obor Indopesiz Jakarta, 1993:116)
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adanva bpenvelesalaan di luar pengadilan 1tu bukan
perarti penaadilan sebagai lembaga formal menjadi tidak
Dantinﬁ atau tidak dibutuhkan lagi. tetapi pada derajiat-
derajat tertentu oengadilan tetap diperlukan. jika ter-
nyata upava penvelesaian secara informal masih tetap belum
dapat memuaskan bzdgi pihak-pihak vang bersenaketa.

Forum penvelesaiaan senaketa secara informal. oleh
Satiipto Rahardio (1991:281) diilstilahkan denaan Fenvele-
saiaan Senakera Jalan Lain (PSJL) dan Mardiono Reksodiputro
(1996:6) menamakan Alternative Dispute Resclution (ADR)94.
Model forum penvelesalaan senaketa informal daoat.dilakukan
dalam berbagai bentuk., vaitu: adiudikasi. =~ arbitrasi.
mediasi. neadosiasi. paksaan. panghindaran dan cembiaran.
2.Mekanisme Eenyelesaian Sengketa Cek Putih

Cek putih sebagal produk sosial komunitas bisnis,
walaupun terbukti bersifat funasional dalam merealisasi
pambavaran transaksi bisnie baai Kalangan komunitas  bilenls

i e A WA A AL ALY T T e B W W e e s ey e ot

94, Sebenarnva kalau diamati kedeanva terdavat perbedazn antara Penvelesaiaan Sengketa Jalan lain (PSJL) dan  Afferna-
tive Dispute Resolution A0R). PSIL bersifat lebih fleksibel daa netral, walaupun berada dilwar forve ressi namun
bisa meniadi forum yang priver {mandiri! dan menentukan dalaa aenvelesaikan sengketa. Sedangkan AOR, lebih terkesan
sekunder, karenz hanya nerupakan mekanisae taghahan disawping titigation dan wujudnya kewunokinan ada dua, yaitu yang
dispanseri swasta dan vang disponsori pengadiian,
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arhis China. Namun terkadang secara operasional menimbulkan
parmasalahan/kenflik (walaupun Jjarang sekali terjadi) vang

berujung kepada bentuk sengketa.

Dalam penvelesalan sengketa. akibat dari penggunaan

cek putih ini umumnya dilakukan secara intern melalul
jalur informal dengan perantaraan pihak ketiga sebagai
mediatornya. Hanva dalam kasus tertentu panvelasalan
senaketa diselesaikan melalui ialur formal (penaadilan),
dan inipun terbatas pada sengketa cek putih vang mslibat-
kan anctara pelaku bisnis etnis China dan pelaku bisnis
pukan etnis ChlnaQS. Disini memperlihatkan., bahwa pilihan
mempergunakan pengadilan dalam menvelesaikan sengketa dapat
diukur melalul jarak sosial dari masing-masing pihak vyang
bersengketa. Jika Jjarak sosialnva dekat. misalnya SESama
anggota KkKomunitas bisnis etnis China maka penvelesaiaan
non-iitigasi sebagal pilihan vang terbaik untuk ditempuh,

tetapl dJika sengketa vang ditimbulkan melibatkan orang

e i v T A Vo e o o Ty Yoo Yoot i i S ket e o okt Wk

95. Temuan 1apangan dibeparapa Pengadilan Wegery (PK.Pentianak, PH.Singkawana, PN. Hempawah}, hanva dua kali diajukan

qugaten tentang persengketaan cek petih, vysifu di Pengadilan Negeri Pontianak: Pertama, sengkets peabayaran qula
dan beras antara Okiapius letnis ayak) dan Lia Tek Meng/Susanto {etais China) diselesaikan dengan putuszn perdamaian.
Keduz, sengketa peabayaran getah dan xulat antara Gusti aritin (etnis Helayu Sintang) dengan Then Tjhin Kin/Sugiznto.
dalan putusan PN, Pontianak Nowor:62/Pdt.3/1998/PH.PTK aeaenangkan pihzk Then Tihin Kia selaku terqugat {pemerbit cek
petih), sampai sekarang kasus dalan tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Kalimantan arat.
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luar komunitas bisnisnva. maka lembaaa pendadilan

akan diparaunakan sebacaalr pillihan didalam penvelesaian

sengketanva.

Dipilihnva penvelesaian secara i1nformal melalui fTorum
mediasi.z Tidak terlepas dari pengaruh persepsi mereka
tentang hakekat hukum neaara. sebab baal orana China hukum
negara (formal) dipersepsikan sebagai hukuman (Hsing).
Jika diterapkan secara baksa iustru  akan melahirkan
ketidak-tertiban sosial, untuk itu harus dihindari.

Bardasarkan latar sosio-kulturalnva. sesual ajaran
Konfuciue vang menekan harmonisasi dalam kehidupan dan
berusaha menolak (meredam) adanva konflik atau senaketa
terbuka. Maka setiap persengketaan harus diselesaikan
secara damaili dan saling menyenangkan, baéinva keadilan
dipersepsikan sebagai rasa tangaung-iawab untuk salin@
tepa-selira (Chena-lie). apalagi sesama kouchal. Diterapkan
aturan hukum (formal) dalam penvelesaian sensketa (bisnis)
melalui pengadilan, Justru akan menaakibatkan timbulnva
ketidak—-harmonisan di kalanaan oelaku bisnis itu sendiri.
bagi mereka sengketa bisnis. hanva merupakan kontradiksi

intern vana tabu untuk dipublikasikan.

La8a



Faktor uJtama lainnva vang mendasari kKanvataan ini

adalah aaanva, ketidakpuagan komunitas bilsnisnva, bada

} institusi Tormal (pengadilan) vang secara hukum (negara)

ditetapkan seaebagal lembaga penvelesalan sengketa wvang

absolut. Hal ini berkaitan dengan tidak Jumbuhnva kapasi-

| tas lembaga peradilan i1tu dalam memenuhl aspirasi braktek

bisnis dan ini tampak dari alasan-alasan vang dikemukakan:

(1) Menvebabkan malu. bukan hanva dirinya tetapi Jugs

teman dan kKeluardga karena aibnva dipublikasikan:
(2) Diangaap memiliki perancai tidak bersahabat dalam ber
bisnis dan kKurang solider terhadap sesama andgdota

komunitas bisnisnva:

(31 Dapat dikucilkan sementara darl komunitas dan dari-

nagan bisnisnva;

(5) Dapat memunculkan sikap induvidual vana justru harus

i dihindari dalam komunitas bisnisnya:

(6) Adanva alasan praktis {umum) , karsna urusan

dipengadilan dianggap basrtele-tele memakan blava dan
waktu. vang bagl masvarakat bisnis dianggap sebagail

suatu perilaku tidak efesien dan ekonomis.
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Adapun model penvelesalan senaketa vand dipilih

secara mediasi. Awalnva dilakukan denoaan sangat sederhana,

cukup dengan cara musvawarah atau neagosiasi/ diantara para

pihak vang berselisih. Jika upava ini belum -“uda berhasil.

baru melibatkan/menuniuk pinak Kketiaa selaku mediator.

vaitu orana vang dituakan dalam shiang-nva {maraal) atau

melalul toke-nva masina~masina dengan mekanisme benvele-—

saian masih tetap melalui musvawarah/necosiasi diantara

para pihak sampal diperoleh perdamaiaan vang dapat diterima

oleh semus pihak.

Dalam perkembanaannva., setelah praktek bisnis dan

Jaringan bisnisnya semakin kompleks dan meluas. penvela-

saian senagketa melalui cara-cara di atas dirasakan masih

kurana efektif. Untuk itu sebaqgai sebagai alternatifnva

dipitih Yavasan Kematiangé sebaasal institusi mediasi quna

menvelesaikan sengketa bisnis diantara mereka.

s e e St s e e ey S 0 AT Y AN Wkt U Yt Mt ket

96. Institusi Yayasan Kematian berveran sebaqai mediasai dalaa penvalesaiaan sengkets ini dapat disetarakan demaan
peran Chingse Conselidated Benevolent dssocizted [C84) di mwerika dan Canada, vang berfungsi sebagai aediator dalae
penvelesaizan sengketz bisnis sesawa etnis China. Alasan dibentuknya COBA. karema aereka tidak bizsz menyelesaikan
sengketanya di Pengadilan. akibat pengaruh Keterkaitan mereka terhadap tradisi hukuanya. Penyelesziaan sengkets
nelalui wediasi serupakan jalan yang terbaik. karena cara ini akan tetap memelihara suzsana haraonis (hubungan baikl,
aenghenat vang, wakty (Lihat dalam Ernan Radiaquauk, Fradisi Hukove China: Kegari dap masyaratat. 1984:46).
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Prbsadur penvelesalian senaketa melalul Yavasan
Kematiah ini jucga sandat sederhana. vaitu: pertama. masina-
masing :oihak vang bersenaketa mengadukan dengan secara
lisan permasalahanva kepada Chona-iie (Ketua) Bhaktli Suci
berikut duduk perkaranva. Selaniutnva diperiksa bobot
perkaranva palina banvak melibatkan shranag vanda mana.
Kedua. Setelah diketahui bobot perkaranva. Chona-lie

menetapkan/menuniuk Yavasan Kematian sesuail shianag-nyva vand

berwanand Untuk mendamaikan perselisihan/persengketaan vanag

diaiukan. Ketiga. Setelah ada penuniukan dari Chona-lie.
Yavasan rematian vang berwenang. melalul penguUrusnya

mengatuir pertemuan diantara pihak vand bersenaketa dan
bardasarkan musyawarah menunjiuk bsbgrapa orang pengurus
vavasan vana dihormati atau vangd di£uakan sabagal
mediatornya.

Papnaurus Yavasan kematian vana telah dituniuk/dipilin
sebagal mediator. tugas utamanva adalabh bertindak sebagail
seorang fasilitator. sehingaa pertukaran. informasy dapat
dilaksanakan. Selain itu ia diharapkan untuk mencari dan
merumuskan titik~titik temu dari argumentasi para pihak dan

berupaya mehgurangl terjadinva perbedaan pendapat vang
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timbul (penvesuvaian pandandan!. quna mengaran kepada satu

keputusan vana dapat diterima bersama.

+

Dalam proses pemeriksaan oleh mediator dilakukan
secara familiar dan musvawarah. Putusan dibuat olah
mediator tidak menentukan siapa vang meanang dan, kalah,
tetapi lebih menekankan kepada perdamaian para pihak,
daripada menuniukkan vang satu galakh atau vang satu  behar.
Putusannva disini diupavakan tidak diskriminatif. bukan
untuk membedakan antara vana kuat dan lemah (dalam shiang
dan status ekonominva! atau vanda menanda dan kaiah; Tetapil
dituiukan guna menemukan suatu posisl vang dapat diterima
dan menyenanakan baai para pilhak Vang bersenaketa. vang
akhirnva dapat mengembalikan keharmonisan seperti semula.

Bagili masvarakat etnis China di Kaliﬁahtan Barat.
Yavasan Kematian mempunval peranan sentral dan sekaligus
sebagal kontrol terhadap kehidupan komunitasnya97. Disisi

lain dipllihnva Yavasan Kematian sebadail institusi medisei
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97, Fungsi Yavasan Kematian vang deaikian ini. tidak fauh dari tunesi leabaqa sosial vana dikemukakan Soerioao
Soekanto, vaitu: (1) meberikan pedonan paca warga masyarakat. bacairanakah sereka harus beriinakah laku atau ber-
sikap-tindak daiam masvarakat:(2) untuk memizes keutuhan dari aasvarakat vang bersangkutzn:(3) aeaberikan pegangan
nada masyarakat untuk mengadzkan sistem pengendalian sosial, yvaity sustw proses baik vang direncanzkan azupun tidak,
persifat mendidik, menqaiak atan bakkan wewaksa warqa masyarakat agar aesatuhi norma-norma dan nilai-nilai yang ber-
laku (Soerione Soekanto, Xedudukan din Peranin Hokow Adat 81 Indosesia, %urniz £sa Jakarta, 1981:49)
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penvyelesaiaan senagketa. agar vara pihak vang telah didamai-

kan dalam senaketa akan konsisten dan

konskuen dalam

melaksanakan putusan damai. karena keputusannva tidak hanva

mendaikat baagi diri dan keluarganva tetapi Juaa disaksikan

oleh para leluhurnva.

La Ode. menakualifikasi Yavasan Kematian dalam

stratifikasi tertinagl dibandinakan dengan bentuk-bentuk

organisasi kemasyarakatan vang ada pada masvarakat China di

Kalimantan Barat., menurutnva:

Yavasan Kematian tugas utama justru bukan hanva me-
naurus masalah kematian., melainkan berfunasi: meniamin
dan memelihara kesatuan. persaudaraan dan solidaritas
diantara mereka serta pendendali konflik bidana sosial~
skonoml sesama shiang atau komunltasnva (1996:103%).

Para pelaku bisnis terutama vana memiliki shiang sama.

secara rutin menaadakan pertemuan di Yavasan Kematian auna

mamnahas parmasalahan dan prospak bisnisnva.

Kemampuan masyarakat Komunitas bisnis etnis China di

Kalimantan Barat. untuk menvelesaikan senakets BECATA
informal melalui institusi Yavasan Kematian sebagal
madiasinva. Membuktikan masih eksisnva eneargil sosial

budaya sebagai instrumen vana permanen untuk mengatasi dan

menvelesaikan permasalahan dan senaketa bisnisnva secara



intern dan mandiri. Oleh Uphoff enerqi sosial kultural ini
terdiri dari tiga unsur vang saling berkalitan, vaitu:
pertama, gagasan (ideas), merupakan buah pikiran progresif
vang tampil dan diterima bersama vang datangnya dari dalam
satuan sosial masvarakatnva. kedua, idaman {ideals),
merupakan harapan atau kepenhtinaan bersama. guna mewujud-
kan keseiahteraan bersama. ketiga. persaudaraan (friend-
ship). merupakan solidaritas bersama dalam rangka mewujud-
kan KkKaepentingan bersama (Savogyo. 1994:154).

Dipilihnya penyelesaian sengketa bisnis vang demikian
ini. bukan berarti mereka telah berada dijalur ilegal atau
telah masuk kedalam jurang non hukum. Sebab mekanismenya
telah diatur oleh sistim acuan normatif lain. vyvang asas-
asas dan sanksi-sanksi telah menvatu padé kehidupannya.
Bagi mereka nukum vang baik dalam  upava menyelesaikan
senaketa pukanlah hulkum negara ( formal). Melainkan aturan-—
aturan vyanga telah menvatu didalam sosio-kultualnva. vang
merupakan Jaringan hubungan antara anggota komunitas ber—
dasarkan nilai-nilail dan norma yang sama-sama dipahami dan

dihavyati dalam keunikan sejarah tradisi mereka. Hal ini

dapat dimengerti. sebab seperti vang dikatakan Weber,
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hidup manusia dan seluruh tindakannya sesunaguhnva i
tandal oleh suatu upavya pencarian makna vang terus-
menerus, dan kebudayaan itulah vang memberi makna serta
legitimasi bagli tindakannva.

Realitas vang demikian ini. merupakan beban berat bagi
para penegak hukum (dhi hakim), vaitu antara menegakkan
peraturan perundang-undangan atau nilai-nilai hukum
(informal) vang hidcdup dalam suatu %omunitas. 0Oleh karena
itu penégasan ketentuan pada UU Nomor L4/1970 pasal 27 avat
1 vang berbunvyi:

Hakim <eebagai peneagak hukum dan keadilan wajib untuk
menggali. mengikuti., dan memahami nilai-nilail hukum
vang haidup dalam masyarakat.
Adalah ketentuan pasal  vyang sargat mendasar dan mes—
nvyentuh’ substanrnsi bagl penyelesaiaan sengkets bisnis
masyarakat etnis China di Kalimantan Barat. kalau tidak méu

pengadilan akan ditinggalkan dalam upava panyelssaian

sengketa.
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BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bardasarkan temuan lapancgan dan analisisnva. secara

garis besar dapat ditarik beberapa kegsimpulan:

L. balam transaksi bisnis. cek, sering diparaunakan

N

sebagai instrumen vembavaran, dipilihnva cek kKarena
dinilai lebih praktis dan aman serta adanva jaminan
kepastian hukum. Seninqaaa diharapkan dapat memperlan—

car pelaksaaan transaksi bisnisnya. Namun nilai dan

tujuan positif cek vang demikian. ternyata cenderund

bersifat disfunasional (ditolak) ketika diberlakukan
kepada Kkomunitas bisnis etnis China gdi  Kalimantan
Barat. Mereka umumnya lebih memilih memperaunakan cek
pbutih (Cep pve). vang substansi maupun bentuknya
bertolak belakana (berbeda) dengan cek.

Penghadiran cek putih dalam pembavarah transaksi
bisnis. merupakan simpol eksisnva acuan normatift vana
telah mentradisi dalam kehidupan komunitas bilsnisnva.
vana bercirikan: kepercavaan pribadi. solidaritas dan

harmoni. Ciri vana demikian ini, tercermin pada
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x

~elasi bisnisnva vang Kurang menvukail aspek formal
dan birokratis (karakteristik nukum modern).
Femaksaan terhadap formalisme hukum (dhi:cek). dapat
dinandang sebagaiAp@nghinaan. sekaligus menandakan
mgsih Fendahnya tingkat Kredibilitasnva vang akaﬁ
me;qakibatkah munculnva funuasi latensi heaatif,
seperti: perasaan kurang dipercava. Kurana fFfamiliar
dan masih belum dianagap sebacaili mitra bisnhisnva
(orang luar). Melalui pengaunaan cek putih. ternvata
akan dapat manqhadirkan funasi latensi positif,
diantaranva: bukti bahwa penggunanva telah dibarcayau
diperlakukan sebagail langganan atau mitra bisnis vang
pribadi maupun bonafiditas telah diakui, pembuatannva
préktis dan sederhana.

Kepercayaan pribadi vang disimbolkan . melalui
penghadiran cek putih merupakan investasi bagi
kelanasungan bisnisnva vana memiliki implikasi luas,
tidak terbatas hanva pada pribadi pelaku bisnisnva.
Mengingat setiap individu pelaku bisnis memikul
tanggung Jdawabk keluarga (Kouchesi). senantiasa di~

pahdang mewakili fang (cabang unit keluarga) atau
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7ig&zu (komunitas bisnis), dan tidak dipandang sebagai

individu - semata vang melakukan bisnis atas namanva

sandiri. Konsepsi keluarga dalam relasi bisnis
barsifat fleksibel, bisa beirkembang diluar komunitas

etnis. asalkan telah ada kepercavaan.

Berkurang atau hilangnya Kepercavaan pribadi dalam

-relasi bisnis. sama halnya hilangnva mian-zi (muka).

Dalam hubungan bisnis kegagalan melindungl mian-zi
sama dengan terampasnva harga diri vang pengaruhbhnva

tidak hanva pada kehidupan pribadi tetapi Juga

terhadap anhggota keaeluarga, komunitas bisnis dan

bahkan para leluhurnva.

Penvelaesaian sengketa bisnis {(dhi:cek putih). dilaku-
kKan secara intern informal melalui forum mediasi.
ﬁwélnva dilakukan secara musyvawarah guna

mencapai

perdamalian (dhi.tidak ada vang dimenangkan dan vang

dikalahkan) dengan menuniuk sesepuh dari shaiang-nva
(marga). Namun perkembangan berikutnva., setalah
relagi bisnisnva semakin komplek dipilihn Yavasan

Kematian sebagail institusi medgiator penvelesaian

sengketa. melalul Chong-Lie-nva masing-masing.
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Putusan mediasi melalul Yavasan Kematian akan men-
datana rasa keadilan dan menvenanakan baal para pbihak
vang bersendaketa. Keadilan dipersepsikan sebadail Fasa
tangguna-iawab untuk salina tepa-selira (Chana—iie)“
bukannva mencari siapa vana palina berhak dan Qanq
paling benar. Apalacgi sesama komunitas bisnis marupa"
kan kouchei), diterapkan aturan formal melalui
pengadilan dalam sengketa bisnis justru akan mahgaki;
batkan Ketidak-harmonisan, Karena: malu akibat aibnya
dipublikasikan, dianggap memiliki peranaai yang tidak
bersahabat dan kurang solider. memunculkan sikap
induvidualistis dan bahkan damﬁak lebih jauh dgpat
dikucilkan dalam komunitas bisnisnva.

Berdasarkan beberapa pointer dari kesimpulan temuan
lapangan diatas. maka sekaligus memperkuat posisi
ﬁeoritik. terutama mengenal: Pertama., ekuibelirium
sistem dan tindakan sosialnysa Parsons, vang bertujuan
demi tercapai solidaritas dan kohesi sosial dalam
komunitas bisnisnvya vang manifestasinya tergambar
dalam bentuk fungsi manifest dan latentnya Meﬁton,

Kedua, semli outonomnya Moore., vand menasguhkan @ahwa
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nilai-nilai dan norma-~norma lokal memiliki dava laku
vand dapat mengesampingkan aturan vyand barsifat umum'
(undang—undang). Hal 1ini dipertegaskan lagi oleh
adanva suatu karekter huikum vang bersifat non-
transferability-nya Seidmann. Ketiga. Tipoloai Hart,
weber dan Poggi. bahwa alur ?erkambanman hukum  ber-
sifat wvariatif. sesual dengan basis sosial perkem-
banagan masvarakatnva. Konskuensi pemaksaan akan
mengakibatkan hukum bersifat a historis
B.Saran
Bertitik-tolak dari upava bukan untuk mencari suatu
justifikasi (pembenaran). maka hanva ada 2 (dua) saran ;ang
disampaikan, vaitu:
1.pPerspektif sosiologis, tetap menvetuﬁui eksisnva cek
putih. sebab Jjumbuh dengzn basis sosial Kkomunitas
bisnis. Konskuensinva aparat penegak hukum (dhi,
hakim) harus bersifat responsif dan akamodatif dalam
memutuskan perkara vang menvangkut cek putih.
2.Perspektif vuridis normatif. tidak menvetuiul aksis—
nya cek putih. dianggap sebagai prilaku ileqal; dan

kontradiktif. Upayva yvanag dilakukan mengintensifkan



proses pelembaagaan cek (formal). vaitu melalui proses
menanamkan tradisi baru vandg kondusif untuk eksisnva
secara terus-menerus. Namun upava ini kemungkinan
akan sulit berhasil. seandainva tradisi lama (lokal)
ﬁasih tetap memiliki enerai potensial vang KkKuat
sebagal kekuatan penentang!pglawan terhadap berlaku-

nva cek seperti vana diatur dalam ketentuan

perundang-undancan.
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